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BAB 1
INKLUSI KEUANGAN; PROLOG, DEFINISI, TUJUAN,
SASARAN, DAN INDIKATOR

A. Prolog

Inklusi keuangan' diperuntukkan bagi masyarakat guna
memanfaatkan berbagai layanan akses jasa dan produk
keuangan sesuar kemampuan dan kebutuhan masyarakat
terutama mereka yang unbankable.” Bahkan oleh Bank Dunia,
inklusi keuangan memicu perhatian pembuat kebijakan,
kalangan akademisi, praktisi, dan pihak berkepentingan lainnya
mengingat implikasinya terhadap pengurangan kemiskinan dan
meningkatkan kemakmuran bersama.

Fair Finance Guide International (FFGI) mempromosikan
praktik perbankan berkelanjutan. FFGI mengusulkan sejumlah
topilk utama yang harus diadopsi sebagai praktik bisnis
perbankan. Inklusi keuangan menjadi salah satu temanya. Bank
harus menghasilkan produk sesuai kebutuhan masyarakat, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan keadilan
sosial. Agunan bank bisa membantu perusahaan dalam
menjalankan bisnis dan perannya juga memungkinkan inovasi
produk dapat dikembangkan termasuk cara mengatasi masalah
sosial dan persoalan lingkungan yang dihadapi. Pemberian
pinjaman bank dapat merangsang investasi yang produktif
dalam tiap aktivitas bisnis yang dijalankan.’ é

Menurut Umar4, di Indonesia, tidak semua kelompok
masyarakat sepenuhnya menggunakan jasa keuangan formal,
sebagai sumber pembiayaan, sehingga dibutuhkan kebijakan
yang dapat meningkatkan keandalan nklusi keuangan.
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Menurut indeks inklusi keuangan global Bank Dunia,
kurang dari setengah penduduk Indonesia (40%) mempunyai
akses ke lembaga keuangan resmi, dibandingkan dengan lebih
80 persen di Thailand dan Malaysia. Sebelumnya studi OJK
terkait inklusi keuvangan dari 2013 silam, tercatat 52 persen
e htangga di Indonesia tak mempunyai tabungan. Imi berarti
inklusi keuangan di Indonesia terbilang rendah.” Namun hal ini
m_{gembiralkan di tahun 2020, dimana Menurut Survei
Keuangan Inklusif Nasional yang dilakukan oleh Sekretariat
Dewan Nasional Keuangan Inklusif pada tahun 2020, 814
persen masyarakat telah lammfamtkzm barang atau jasa
lembaga keuangan formal. Jika dibandingkan dengan hasil
tahun lalu sebesar 78,8%, angka ini meningkat. Sementara itu,
61,7 persen orang memiliki akun. Jika dibandingkan dengan
hasil tahun lalu sebesar 55,7 persen, angka ini meningkat.

Catatan OJK, mdeks inklusi keuangan Indonesia tahun
2019 adalah 76,19 persen. Naik dari tahun sebelumnya.
Sumbangsih 1n1 beradari sektor bank 7388 persen, dikuti
Lembaga Keuangan/Pembiayaan 14,56 persen, Perasuransian
13,15 persen, Pergadaian 12,38 persen, Dana Pensiun 6,18
persen, dan Pasar Modal 1,55 persen. Sedangkan sektor usaha
LKM) berkontribusi terkecil 0,72 persen. Artinya ada hambatan
LKM vyang menjadi basis ekonomi masyarakat kurang
berkontribus. Begitupun literasi keuangan LKM hanya mampu
menyumbang 0,85 persen N

Menurut jajak pendapat, kepemilikan akun lebih luas di
daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan. Daerah
pedesaan, di sisi lain, melihat pertumbuhan yang lebih besar
dalam kepemilikan akun daripada daerah metropolitan. Agen
bank dan BUMDes juga menyebabkan pertumbuhan
kepemilikan rekening yang cukup besar di daerah pedesaan.
Jajak pendapat tersebut mencakup 7.574 orang dari 34 provinsi,
serta perkiraan populasi nasional untuk tahun 2020 yang

s pubolon, “Peran Perbankan Menuju Keuangan Inklusif Di
Indonesia.
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mempertimbangkan  stratifikasi  perkotaan/pedesaan  dan
gender.”

Selanjutnya, program bantuan pemerintah membantu
dalam perluasan kepemilikan rekening. Tujuh dari sepuluh
orang yang mencidlla bantuan pemermtah sudah memiliki
rekening bank. Pada 2020, jumlah penerima bantuan
pemerintah tumbuh menjadi 40,8 persen, naik dari 17,2 persen
pada 201 8.

Pada tahun 2020, masyarakat Indonesia akan memiliki
lebih banyak akses ke barang dan jasa perbankan syariah.
Penggunaan dana Lembaga Keuangan Mikro Syariah tumbuh 1
persen, dan 0.7 persen untuk deposito dan tabungan, 0.3 persen
untuk transferan bank, dan 0.6 persen bagi masyarakat yang
mengakses barang dan jasa dari bank syariah.’

Selain itu, usulan program kerja keuangan inklusif 2021-
2024 meliputi peningkatan akses layanan keuangan formal,
peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, perluasan
Jangkauan layanan keuangan, penguatan akses permodalan dan
dukungan pengembangan usaha bagi usaha mikro dan kecil,
peningkatan digital produk dan layanan keuangan, serta
memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan inklusif.

Saat m1 kegiatan keuangan mikro telah menyebar dan
membantu jutaan masyarakat di dunia. Menurut Bhanot, Bapat
dan Bera dalam Nogueira, etal'” mengaku keuangan mikro
sudah membantu puluhan juta rumahtangga miskin dan tak
mengakses layanan keuangan konvensional dan menyediakan
layanan keuangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang
kurang beruntung dengan total pinjaman yang diperkirakan
mencapai US $ 114 miliar, sektor keuangan mikro telah
menjangkau sekitar 139 juta klien berpenghasilan rendah dan
kurang terlayani.
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Indonesia, Sisiem Kewangan Influsif wniuk Kesejahteraan Masvarakat, Siaran
Pers HM 4.6/ 165/SET M EKON 3/06/2021, 2021 , www.ekon.go.id.
5 .
Ib
q I !
" Serafim MNogueira, Fibio Duarte, dan Ana Paula Gama,
“Microfinance: Where are We and Where are We Going?,” Development in
Pracrice 30, no. 7 (2020): 874889,




Pada konteks inklusi keuangan, posisi LKM adalah alat
yang efektif untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat
saat mi1. Keuangan mikro adalah penyediaan berbagai layanan
keuangan untuk masyarakat yang kurang beruntung atau rumah
tangga berpenghasilan rendah, serta usaha mikro mereka,
sepert1 kredit, deposito, asuransi, dan transfer uang. Konsep in1
menckankan perluasan layanan keuangan yang terkait secara
historis, seperti kredit mikro, dan layanan yang ditargetkan,
seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.

Keuangan mikro kata Qadariyah dan Permata'' memiliki
dua karakteristik utama yang membedakannya dari layanan
keuangan tradisional: Tidak ada a@eb‘agali jaminan untuk
pinjaman atau simpanan sederhana. Lembaga keuangan mikro,
khususnya lembaga yang misi utamanya menyediakan layanan
keuangan mikro, lembaga keuangan formal dengan unit layanan
keuvangan mikro, dan lembaga keuangan terdesentralisasi,
semuanya dapat memberikan layanan keuangan mikro.

Olehnya itu, Babalola, et.al., menyatakan penting adanya
peningkatan kontribusi LKM karena menawarkan pembiayaan
berskala kecil. Disisi lain, keuangan mikro menyediakan
layanan pinjaman, deposito, transfer uang, asuransi, dan
pembayaran kepada pelaku wusaha mikro, masyarakat
berpendapat rendah dan rumah tangga miskin. "

Inklusi kevangan Indonesia memacu naiknya pertumbuhan
ckonomi pada lima tahun terakhir yang mencapai 5,02 persen
pada tahun 2016, di tahun 2017 menjadi 5,07. Sementara tahun
2018 naik menjadi 5,17 persen dan tetap stabil di tahun 2019.
Pada tahun 2020, perckonomian Indonesia akan meningkat
sebesar 2,07% (year-on-year) lebih rendah dibandingkan tahun
2019. Berikut grafik 1.1, tentang pertumbuhan ekonomi
Indonesia dan beberapa negara yang dijadikan sebagai mitra
dagang.
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Kendati mengalami kenaikan namun laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia masih lebih lambat pada 2019. Sementara
Struktur spasial perekonomian Indonesia pada tahun 2020
masih didominasi oleh provinsi Jawa yang menyumbang 58.75
persen dari PDB; Pulau Sumatera menyumbang 21,36 persen;
Pulau Kalimantan menyumbang T,mrsen: Pulau Sulawesi
menyumbang 6,66 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara
menyumbang 2,94 persen; serta pulau Maluku dan Papua
menyumbang 2,35 persen, sebagaimana tergambar dalam
gambar 1 berikut mi.
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Olehnya itu, OJK'', berharap konsep inklusi dapat
berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang memicu

" QIK, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit
2007)." Ororitas Jasa Kewangan (2017): 1-99,




pertumbuhan ekonomi, sehingga semakin banyak masyarakat
yang merasakan manfaat dar1 pertumbuhan ekonomi,
terciptanya sistem keuangan, dukungan program pencegahan,
dan pengurangan konflik antarmanusia dan antardaerah.
Partisipasi itu termasuk kontribusi LKM.

B. Definisi Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan topik luas dengan berbagai
makna vang tersedia dalam literatur, tergantung pada
perkembangan sosial ekonomi suatiey egm‘al.'r Individu dan
perusahaan dengan inklusi keuangan memiliki akses ke barang
dan jasa keuangan yang murah dan dapat digunakan yang
memenuhi persyaratan mereka, seperti transaksi, pembayaran,
tabungan, kredit, dan asuransi, yang semuanya dipasok secara
etis dan berkelanjutan.

The World Bank mendefinsikan inklusi keuangan sebagai
proses di mana semua rumah tangga dan perusahaan, terlepas
dari tingkat pendapatan, memiliki akses ke dan dapat berhasil
menggunakan layanan keuangan yang mereka butuhkan untuk
meningkatkan kehidupan mereka.” Layanan tersebut harus
tersedia bagi pelanggan dengan cara yang bertanggung jawab
dan aman, dan harus diberikan dalam lingkungan vyang
terkendali yang dapat dipertahankan.'®

Inklusi keuangan sedang diprioritaskan oleh otoritas
global dan nasional sebagai item agenda pembangunan yang
penting. Akibatnya, ada perselisthan global tentang apa yang
dimaksud dengan inklusi keuangan. Namun, sebagian besar ahli
menyarankan bahwa inklusi keuangan didefinisikan sebagai
ketersediaan yang mudah dari semua layanan keuangan formal

72
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“Evaluation of Determinants of Financial Inclusion in Uganda.” Jowrnal of
Applied Fingunce & Banking 5, no. 4 (2018): 17926399,
Wordd Bank, “Doing business 2018: Cameroon™ (20 1 8867,
Asli Demirguc-Kunt, Leora Klapper, dan Dorothe Singer, “Financial
Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence,”
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untuk semua segmen masyarakat dengan biaya, waktu, dan
kuantitas yang adil.'’

Karena pentingnya inklusi keuangan, baru-baru in1 diakui
sebagai komponen penting dari pembangunan jangka panjang
karena memungkinkan transaksi keuangan yang efisien dan
aman. Hal mi1 membantu orang miskin dalam mengatasi
kemiskinan dengan memungkinkan mereka untuk berinvestasi
dalam pendidikan dan bisnis, serta mengelola risiko keuangan
dengan lebih baik di masa-masa sulit. 18

Inklusi keuangan saat ini menjadi diskursus pada forum-
forum nasional maupun internasional. Inklusi keuangan disebut
oleh Leyshon dan Thrift sebagai antitesa dari ekslusif keuangan.
Sifat eksklusifitas keuangan akan sulit membuat masyarakat
tidak mampu, miskin, kaum migran untuk mendapatkan akses
keuntungan dari sektor keuangan dan merugikan individu yang
tidak memiliki akses ke layanan sistem keuangan. ‘

Di sisi lain, keuangan inklusif diperlukan karena berbagai
alasan. Bank Dunia menekankan pentingnya mklusi keuangan
untuk pembangunan sosial dan ek§E8mi, juga menekankan agar
ekspansi yang diatur dalam akses layanan keuangan merupakan
faktor penting untuk mengurangi kemiskinan, mendorong
pertumbuhan inklusif, dan memastikan kemakmuran jangka
panjang.™

Laporan Bank Dunia juga mengungkapkan inklusi
keuangan telah menmgkatkan reformasi global dan merupakan
topik vang sangat menarik bagi pembuat kebijakan, regulator,
peneliti, praktisi pasar, dan pemangku kepentingan. Bagi
kelompok Bank Dunia, mklusi keuangan memiliki implikasi

" Thi Xuan Huong Tram, Tien Dinh Lai. dan Thi Truc Huong Nguyen.,
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untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
bersama.”'

Keuangan inklusif digambarkan sebagai kemampuan
orang tertentu untuk mendapatkan dan menggunakan layanan
keuangan dasar seperti pinjaman, asuransi, dan tabungan secara
nyaman, aman, dan flek sibel.> Selain itu ink lusi keuangan oleh
Ogunsakin et.al dalam Holle dijadikan sebagai alat kebijajl&an
oleh pemerintah suatu negara untuk memerangi kemiskinan.™

Untuk itu Sharma, mengungkapkan akses dan penggunaan
layanan keuangan dapat memicu pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Karena inklusi keuangan mencakup berkelanjutan,
hemat biaya, relevan, dan bermakna layanan keuangan secara
fmansial terutama masyarakat di [:rf:«des;aan.24 Akses layanan
keuangan sebut FATF, harus terjangkau kepada kelompok
rentan, berpmapalam rendah, orang yang tidak berdokumen,
yang tﬂ;lh dilayani atau dikecualikan dari sektor keuangan
formal.™ Untuk Otoritas Jasa Keuangan, inklusi keuangan
diperuntukkan bin masyarakat guna memanfaatkan berbagai
layanan akses produk dan jasa kjeuangan yang sesual
kemampuan dan kebutuhan masyarakat 2

Intinya keuangan inklusif menjadi instrument strategis
guna  membantu orang untuk mendiversifikasi  atau
meningkatkan aliran pendapatan di rumah, menyediakan
likuiditas/arus kas, menyerap guncangan kesulitan dengan
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membangun asset, mengatasi kerugian melalui kelancaran
konsumsi, sehingga menghindari penjualan aset produktif.

Menurut Sarma dan Pais pengukuran sangat penting untuk
kesadaran mklusi keuangan. Terlepas dari pentingnya mklusi
keuangan diakui, tidak ada kesepakatan yang jelas tentang
bagaimana mengukurnya. Ada kelangkaan literatur tentang
pembuatan indeks keseluruhan yang komprehensif untuk
mengumpulkan data yang cukup tentang mklusi keuangan,
terutama untuk menetapkan indeks mklusi keuangan dengan
menggunakan teknik pembobotan yang dapat diterima secara
statistik. Akibatnya, mklusi keuangan harus diukur untuk
menilai dampak dari berbagai mnisiatif pemangku kepentingan
dan merencanakan kegiatan di masa depan. Studi saat im
dimotivasi oleh fakta bahwa topik ini telah menarik minat para
peneliti, politisi, dan pemerintah.*’

Inklusi keuangan juga didefinisikan di tingkat Uni Eropa
sebagai proses di mana orang ]gillill‘l‘li hambatan untuk
mengakses atau memiliki layanan produk dan jasa keuangan di
pasar utama untuk memenuhi kebutuhan mereka dan
memungkinkan mereka menﬁiall;mi kehidupan sosial yang
normal di masyarakat mercka.”

Inklusi kevangan, menurut committee Ra@iyBarajan, adalah
proses yang memastikan masyarakat kurang mampu dan/atau
berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap layanan
keuangan, menurut Bank Dunia dan IMF. Islam dan Mamun
dalam Wahid menyatakan keuangan inklusif merupakan proses
memastikan bahwa masyarakat sasaran inklusi menerima akses
layanan keuangan. Biasanya dalam bentuk kerangka waktu dan
jumlah biaya yang adil.” Komite Ranggarajan House of
Commons memberikan definisi  yang lebth tepat dan

Sarma Mandira dan Jesim Pais, “Financial [Inclusion and
Development: A Cross Country Analysis Mandira,” Asian Jowrnal of Business
Research & 1 (2016

* Zhang Meihui, “Financial Inclusion From the Perspective of Basic
Banking Services and Consumer Credil : omparative Study of Law and
Regulation in the United Kingdom and Chinﬁm. 2015(20135).

* Nusron Wahid. Keuangan inklusif: membongkar hegemoni
keuangan : peran kredii wsaha rakvar dalam menurunkan kemiskinan dan
pengangeuran. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan
Inter Cafe IPB dan OJK, 2014,
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operasional, yang menyatakan bahwa mklusi keuangan
didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat mengakses
produk dan jasa layanan keuangan murah berdasarkan
kebutuhan mereka. Kemampuan i1 sebagian besar terkait
dengan pemahaman yang canggih yang mencakup kesadaran
keuangan, hiterasi tentang perbankan dan berbagai layanan yang
disediakan oleh bank, dan pengetahuan tentang manfaat
menggunakan sistem bank.™

Keuangan, menurut Leyshon dan Thnft, adalah antitesa
dari keuangan ekslusif karena proses keuangan ekslusif
menghalangi masyarakat vyang miskin mengakses sektor
keuangan dan menempatkan masyarakat pada p{)sisinamg
kurang menguntungkan dalam memperoleh akses ke sistem
keuangan karena mereka kekurangan akses, jamman, kredit.
sejarah, dan jaringan.“ F@lin Allen, dkk. menemukan bahwa
tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan akan
membantu dan mendorong orang miskin untuk menggunakan
lembaga keuangan berdasarkan data dari 123 dan lebih dar:
124000 orang.” Inilah yang disinggung Hernando de Soto
dalam karyanya The Mystery of Wealth, di mana 1a membahas
pentingnya orang miskin memiliki akses terhadap modal untuk
meningkatkan kehidupan mereka. Ide 1m berkembang dari
kenyataan bahwa ada kemiskinan di tengah banyak bisnis dan
ekonf§fi§lyang berkembang pesat 2

Di Indonesia, mklusi keuangan yang dikonsepsi dalam
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) bukan §§fdar
teoritis; itu juga merupakan realitas praktis, Karena inklusi
keuangan tidak hanya melibatkan Bank Indonesia tetapi juga
regulator, kementerian, dan entitas pemerintah lainnya dalam
memberikan layanan keuangan kepada masyarakat luas.
Dengan menggunakan strategi keuangan mklusif nasional,

: use of Commons Treasury Committee, “Financial Inclusion:
Credit, Sa . Adwvice and Insurance,” no. November (2006).
* Leyshon dan Thrift, "Gengrapanf Financial Exclusion: Financial

A

Abandonment in Britain and the United 5
* Franklin Allen et al., “The Foundations of Financial Inclusion:
Understanding Ownership and Use of Formal Accounts,” Jowrnal of Financial
Intermediation 27, no. 2016 (2016): 1-30.
* Hemando de Soto, The Mystery of Capital. no. March (2001): 29-30.
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diharapkan upaya kolaboratif antara pemangku kepentingan dan
Pemerintah aman dan terstruktur.™

Sektor keuangan dan perbankan Indonesia, sebagian besar
masih belum berkembang. Akibatnya, banyak konsumen yang
masih belum memahami atau memiliki akses informasi (literasi)
yang cukup mengenai industri keuangan, baik itu tentang jenis
produk, bahaya, maupun reward. Akibatnya, keluarga miskin
sulit lepas dari kemiskman yang melingkupinya. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada transformasi sosial yang
berkaitan dengan industramgam. Kondisi im1 tidak boleh
dianggap enteng, karena literasi keuangan (fimancial literacy)
merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap orang yang
mgin mandiri secara finansial (kemandirian finansial). Dengan
kata lain, melek keuangan merupakan syarat untuk menjadi
kaya, menurut Kiyosaki.™

Pada intinya, program inklusi keuangan menyediakan
berbagai layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat
dengan harga murah, terjangkau, dengan persyaratan
pengembalian kredit yang sederhana dan tepat. Indikator kunci
dari sifat inklusi keuangan adalah penghapusan ketimpangan
ekonomi dengan memberikan kemungkinan yang sama bagi
semua segmen untuk mengakses, menggunakan, dan
mendapatkan keuntungan dari lembaga keuangan tanpa
dikenakan bunga bank. Menurut definisi keuangan, esensi dari
mklusi adalah kegilatan memperoleh dan menggunakan dana
dengan mudah dari lembaga keuangan yang terbuka untuk
semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan
status ckonomu dalam rangka menciptakan perekonomian
masyarakat secara luas.

Inklusi keuangan telah memperoleh banyak daya tarik
dalam hal kebijakan di banyak negara berkembang maupun
internasional.”® Proses mendapatkan akses layanan keuangan
dan penggunaan yang murah dan memudahkan ini1 dikenal

* Umar, “Index of Syariah Financial Inclusion in Indonesia.”
* Robert T Kiyosaki, “Rich Dad Poor Dad” (2012): 1-114.
* Intemational Monetary Fund, “IMF Report 20177 (2017).
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dengan istilah financial inclusion.”” Ini didefinisikan sebagai
kemampuan seseorang untuk mempzltkzm dan menggunakan
layanan keuangan penting seperti tabungan, kredit, dan asuransi
dengan cara yang terjangkau, nyaman, fleksibel, dan dapat
diandalkan.”®

Pada Pittsburg Summit 2009, misalnya, G20 menjadikan
inklusi keuangan sebagai tema sentral.’” Inklusi keuangan
terhambat oleh batasan yang berasal dari berbagai hasil
makroekonomi,  termasuk  stabilitas, kesetaraan, dan
pertumbuhan ekonomi, menurut IMF.*’ Pembiayaan digital
telah meningkat secara substansial berkat kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi. Pemerintah, mitra pembangunan,
dan penyedia layanan semakin menekankan penyediaan layanan
keuangan melalui sarana penyediaan layanan digital sebagai
langkah positif menuju inklusi keuangan.*'

Perkembangan  keuangan mendorong  pertumbuhan
ekonomi melalui empat cara: pertama, dengan memperluas
ketersediaan metode pembayaran murah; kedua, dengan
meningkatkan volume transaksi keuangan; dan ketiga, dengan
mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, meningkatkan
distribusi sumber daya. Ketiga, penerapan manajemen risiko
yang menghasilkan investasi dan movasi keuangan yang lebih
produktif. Keempat, penyediaan informasi tambahan pada
sistem keuangan tentang peluang investasi dan modal yang
tersedia di sektor perbankan mengurangi konsekuens: dari
nformasi asimetris.

83

S %ﬂnkwn Odi, “ITmpact of corruption on economic growth in
Nigeria,” Mediterranean_Journal of Social Sciences 5, no. 6 SPEC. ISSUE
(2014): 41-46. ﬁ

* Marus Eton et al., “Financial inclusion and the growth of small
medium enterprises in Uganda: empirical evidence from selected districts in
Lango sub-region,” Jowrnal of Innovation and Entreprenewrship 10, no. 1
(2021). ﬁ

¥ Cull Robert, E Tilman, dan Holle Nina, “Financial inclusion and
development: Recent impact evidence,” Focus Note 92, no. April (2014): 1-12.

o na. Sahay et al., “Banking of the Future - Finance in the digital
Age” .?.?R%ﬂnmir Jowrnal 3, no. July (2018): 16,

* Daniela Gabor dan Sally Brooks, “The digital revolution in financial
inclusion: international development in the fintech era,” New Political Econony
22, n0. 4 (2017): 423-436.
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Literatur eckonomi teoretis telah mempertahankan
sepanjang sejarah bahwa sistem keuangan yang berkembang
dengan baikk mendukung alokasi sumber daya modal yang
efektif dengan menyediakan berbagai aktivitas investasi yang
mengendalikan risiko melalui diversifikasi, yang menghasilkan
peningkatan likuiditas aset.* Tabungan akan meningkatkan
output per kapita, mendorong seluruh fungsi produksi lebih
tinggi, menurut model pertumbuhan yang lambat. Model Solow
terbatas pada jJangka pendek dan menengah, dan tidak
memperhitungkan kemajuan teknologi, yang dijelaskan oleh
model pertumbuhan Schumpeter, yang menekankan pentingnya
sistem keuangan yang berkembang dengan bak dan alat
keuangan movatif yang mendorong tabungan oleh semua orang.
Segmen pendapatan ekonomi, menghasilkan peningkatan
sumber daya keuangan untuk inovasi dan pertumbuhan
ekonomi tinggi. Hal im1 menunjukkan pentingnya inklusi
keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang
pa::;':lt.Ig Inklusi keuangan adalah sumber pengentasan
kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan efisiensi
pemanfaatan sumber daya, menurut penulis, karena layanan
keuangan memungkinkan peningkatan tingkat nvestasi di
perusahaan, kesehatan, dan pendidikan.**

Inklusi keuangan dapat meningkat jika akses ke kredit
dengan menggunakan mesin teller seluler dan otomatis (ATM),
tabungan, dan akses sederhana ke pembayaran semuanya
terbantu.” Inklusi keuangan juga terkait dengan tingkat
mvestasi yang lebih baik, kesempatan kerja, tingkat pendapatan

32

“° gm Alfred Ouma, Teresa Maureen Odongo, dan Maureen Were.
“Mobile fi ial services and financial inclusion: Is it a Boon for Savings
Mobilizati Review of Development Finance 7, no. 1 (2017): 29-35.

“ Abiola A. Babajide. Folasade B. Adegboye. dan Alexander E.
Omankhanlen, “Financial Inclusion and Economic Growth in Nigera.”
International Jowrnal of Economics and Financial Isswes 5, no. 3 (2015): 629
637.

* Demirguc-Kunt, Klapper, dan Singer, “Financ. Incl. Incl. Growth A
Rev. Recent Empir. Evi

“ Marus Eton et al., “Financial inclusion and the growth of small
medium enterprises in Uganda: empirical evidence from selected districts in

Lango sub-region,” Jowrnal of Innovation and Entreprenewrship 10, no. |
(2021): 1-27.
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yang tinggi, dan trend kemiskinan lebih rendah, dan kemajuan
ekonomi hanya dapat dipertahankan jika sejumlah besar orang
memiliki akses ke layanan keuangan formal 6 Penyedia layanan
keuangan harus mengurangi biaya operasional rekening untuk
sebagian besar penduduk, terutama warga dari daerah pedesaan,
untuk meningkatkan mklusi keuamgam.“

Disamping itu, penggunaan jasa keuangan dan
kepemilikan rekening bank dipengaruhi oleh sejumlah
karakteristik sosial ekonomi dan demografi. Orang-orang
dengan pendapatan rumahtangga lebih  besar, yang
berpendidikan, dan lebih tua, lebih mungkin mempunyai akses
ke pembiayaan % Sarma dan Jesim Pais” menjelaskan inklusi
keuangan adalah proses yang memastikan bahwa semua
anggota ekonomi memiliki akses mudah ke, dan penggunaan,
sistem keuangan resmi. Ada berbagai keuntungan memiliki
sistem keuangan inklusif. Ini memungkinkan penggunaan
sumber daya produktif yang lebih efektif, }f berpotensi
menurunkan biaya. Begitupun, akses ke layanan keuangan yang
kompeten dapat meningkatkan pengelolaan keuangan sehari-
hari. Sistem keuangan inklusif dapat membantu mengurangi
penyebaran sumber kredit informal yang eksploitatif.
Akibatnya, sistem keuangan yang mencakup semua
meningkatkan efisiensi dan kese jahteraan dengan memfasilitasi
berbagai layanan keuangan yang efisien dan menawarkan cara
untuk kebiasaan menabung yang aman dan aman.

Mereka berdua juga menyebutkan tujuan utama inklusi
keuangan bagi kebijakan pembangunan banyak negara.
Hubungan antara inklusi keuangan dan pembangunan dibahas
di seluruh negara dalam artikel ini. Penelitian ini berusaha
menemukan elemen-elemen yang berhubungan kuat dengan
nklusi keuangan menggunakan indeks mklusi keuangan model

“ learmdf:x of Syariah Financial Inclusion in Indonesia.”

“ Eton et al., “Financial inclusion and the erowth of small medium
enterprises ig Usanda: empirical evidence from selected districts in Lango sub-
region.” ﬁ

= Fungacovd dan Laurent Weill, “Understanding financial
inclusion inﬁr” China Economic Review 34 (2015): 196-206.

* Mandira Sarma dan Jesim Pais, “Financial inclusion and
development.” Jowmal of International Development (20011).
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Sarma.”™ Meskipun ada beberapa pengecualian, tingkat
pembangunan manusia dan inklusi keuangan suatu negara
terkait erat. Pendapatan, seperti yang  diperkirakan,
berhubungan positif dengan jumlah inklusi keuangan di antara
karakteristik sosial ekonomi. Selam kekayaan, faktor penentu
utama lamnya termasuk ketidaksetaraan, melek huruf, dan
urbanisasi. Selain itu, koneksi fisik dan infrastruktur informasi
sangat terkait dengan inklusi keuangan.

Untuk negara di mana 80 persen atau lebih populasinya
memiliki akun, fase berikutnya adalah beralih dari akses akun
ke penggunaan akun (Cina, Kenya, India, Thailand). Reformasi,
mmovasi sektor swasta, dan dorongan untuk membuat akun
berbiaya rendah, termasuk pembayaran seluler dan digital,
digunakan untuk mendorong negara-negara ini maju.

Inklusi keuangan, telah menjadi subjek yang semakin
menarik  di kalangan peneliti, pembuat kebijakan, dan
pemangku kepentingan sektor keuangan lamnya. Misalnya, para
pemimpm G20 telah berkomitmen dan menmgkatkan upaya
mereka untuk memenuhi tantangan dalam mempromosikan
inklusi keuangan di seluruh dunia dengan alasan ekonomi dan
politik bagi kebijakan pemerintah. Secara khusus, bukti Emling
meyakinkan adalah dalam hal penggunaan rekening bank.”

Pada KTT G20 di Seoul tahun 2010, inklusi keuangan
ukam untuk pengguna jasa keuangan formal yang diakui
sebagai salah satu pilar utama agenda pembangunan. Imlgam
inklusif mengacu pada fakta bahwa seseorang memiliki
rekening di lembaga keuangan formal. Akun semacam itu
memungkinkan untuk menyimpan dan meminjam uang secara
formal, untuk mengontrak asuransi atau menggunakan layanan
pembayaran. Karena itu, dimasukkan secara finansial mengarah
pada manfaat ckonomi.™

' Mandira Sart dex of Financial Inclusion, Indian Council for
Research on Intermation nomic Relations Working Paper Ne 215, 2008,

= n et al., “The foundations of financial inclusion: Understanding
ownership ﬁue of formal accounts.”

* Alexandra Zins dan Laurent Weill, “The determinants of financial
inclusion in Africa.” Review of Development Finance (2016).
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Selain pendidikan, beberapa penelitian juga seperti Allen
et.al, menunjukkan bahwa terdapat disparitas gender dalam
akses keuangan, dimana perempuan lebih rendah memilik:
akses keuangan daripada laki-laki. Fungacova dan Weill™*, Zins
dan Weill™, berpendapat orang yang menikah lebih mungkin
untuk memiliki akses ke sumber daya keuangan, Dilain sisi,
semakin  kecil rumah tangga, semakin kecil pula
kemungkinannya memiliki akses pembiayaan ke lembaga
keuangan 6

Keuangan mempermudah bisnis atau keluarga untuk
merencanakan apa pun, mulai dari tujuan jangka panjang
hingga bencana yang tidak terduga. Orang yang lmliliki
rekening bank lebih mungkin untuk memanfaatkan layanan
keuangan lainnya, seperti kredit dan asuransi, untuk memulai
dan mengembangkan bisnis, berinvestasi dalam pendidikan atau
perawatan kesehatan, mengelola risiko, dan mengatasi
guncangan keuangan, yang semuanya dapat meningkatkan
kualitas mereka secara keseluruhan. kehidupan.

Kualitas hidup tergantung biaya dan kualitas jasa
keuangan, selain unsur sosial dan ekonomi dari masyarakat,
mempengaruhi penggunaan jasa keuangan dan kepemilikan
rekening bank. Diuraitkan Allen, et.al bahwa biaya tinggi
ditemukan menjadi hillﬂ@] potensial untuk pembiayaan.
Penilaian bank sentral atas biaya akses keuangan, yang meliputi
pembukaan rekenmng, pemeliharaan rekening, dan biaya
transaksi, digunakan untuk mengukur pengeluaran dalam
penelitian ini. Bank sentral harus mcnenlu apakah biaya
dalam yurisdiksinya terjangkau atau sangat mahal. Selain itu,
berbagai penelitian telah menemukan bahwa kualitas layanan
yang buruk, seperti kelemahan keamanan dan biaya layanan,
biaya transportasi dapat berdampak pada penurunan inklusi
keuangan.”’

7
= glen et al., * undations of financial inclusion: Understanding
ownership and use of for ounts.”
* Funga¢ovi dan Weill, “Understandinn'iancial inclusion in China.”
* Zins dan Weill, *The determinants of financial inclusion in Africa.”
* Allen et al., *“The foundations of financial inclusion: Undersianding

ownership and use of formal accounts.”
" Ibid.
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Inklusi keuangan telah dikaitkan dengan kemajuan
ekonomi suatu negara, dan berbagai negara di dunia saat ini
sedang mempertimbangkannya sebagai strategi pencapalan
pertumbuhan yang lebih komprehensif. Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) membentuk kelompok penasehat PBB tentang
mklusi keuangan pada tahun 2006, mengakui pentingnya mklusi
keuangan. Kelompok ini memberikan saran kepada Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggota tentang hal-hal yang
relevan dengan kemajuan global agenda mklusi keuangan.
Banyak pencapaian telah dicapai sejak awal organisasi,
termasuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya
inklusi keuangan, membantu pemerintah dalam merancang
sistem peraturan yang memfasilitasi penciptaan layanan
keuangan bagi masyarakat miskin, mendorong penggunaan
langkah-langkah holistik untuk mengukur inklusi keuangan.
kemajuan, mengumpulkan dan menyebarluaskan praktik
terbaik, dan berkolaborasi dengan sektor swasta untuk
meningkatkan bakat dan sumber den}fﬂ.ﬁﬁ
C. Tujuan dan Kegunaan Inklusi Keuangan

Industri perbankan telah memimpin dalam
mempromosikan inklusi keuangan. Reserve Bank of India
(RBI) telah mengambil banyak langkah untuk meningkatkan
inklusi keuangan di India, termasuk mengizinkan akun "tanpa
embel-embel" dan "Kartu Kredit Umum" untuk setoran minimal
dan jumlah kredit. Pada tahun 1996, Asosiasi Bankir Jerman
mengeluarkan pedoman sukarela yang membentuk rekening
giro 'setiap orang' yang memfasilitasi kegiatan perbankan dasar.
Asosiasl Perbankan Afrika Selatan mengembangkan rekening
bank murah bernama Mzansi' untuk orang-orang yang kurang
beruntung secara finansial di Afrika Selatan pada tahun 2004.
Di beberapa negara, lembaga keuangan alternatif seperti
lembaga keuangan mikro dan Kelompok Swadaya telah
dipromosikan utntuk menjangkau untuk yang dikecualikan
secara finansial.

* Akileng, Lawino, dan Nzibonera, “Evaluation of determinants of
financial inclusion in Uganda.™
* Sarma dan Pais, “Financial inclusion and development.”
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Ditegaskan Yones, kebijakan inklusi keuangan bertujuan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan
memperluas sumber daya keuangan dalam sistem keuangan,
yang memerlukan peningkatan kesadaran dan fasilitasi layanan
keuangan yang ITIIJl'Ell] mudah diakses. Inklusi keuangan
merupakan prioritas di kawasan Afrnka Utara dan Timur
Tengah yang bersama dengan kawasan Afrika Sub-Sahara,
memiliki tingkat inklusi keuangan terendah, menurut database
global Findex Bank Dunia. Im1 menyoroti pentmgnya
mempelajari inklusi keuangan di kawasan untuk memfasilitasi
tingkat inklusi yang lebih tinggi, yang berdampak pada tingkat
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan yang lebih
tiuggi.m

Bill dan Melinda Gates Foundation mendanai Financial
Inclusion Gl{)nitialtive (FIGI), program tiga tahun yang
dipimpin oleh World Bank Group, Committee on Payments and
Market Infrastructure, dan International Telecommunications
Union untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan
tindakan reformasi yang dipimpin negara untuk memenuhi
target inklusi keuangan nasional dan, Eildil akhirnya, tujuan
global 'Akses Keuangan Universal 2020'. '

FIGI mendukung kelompok kerja untuk mengatasi tiga
rangkaian tantangan luar biasa untuk mencapai akses keuangan
universal: (1) penerimaan pembayaran elektronik, (2) ID digital
untuk layanan keuangan, dan (3) keamanan: dan
menyelenggarakan tiga simposium tahunan untuk menyatukan
otoritas nasional, sektor swasta, dan publik yang terlibat dalam
topik yang relevan dan untuk berbagi wawasan yang muncul
dari kelompok kerja dan implementasi negara.®

Sementara itu, Global Partnership for Financial Inclusion
(GPFI) memiliki target inklusi keuangan dimulai dengan
mmisiatif nasional yang menetapkan tujuan inklusi keuangan
yang terkalibrasi dengan baik. Tujuan nasional dapat dilengkapi

“ rasha Fouad Abd El Rahman Mohamed Yones, “Financial Inclusion
and Economic %fﬂi MENA Region,” 330l sleaii?l fpalall dadll 48, no. 4

(2018): T99-81

' The World Bank, “Financial Inclusion Global Initiative (FIGL)”
(n.d.), hitps://www. worddbank .org/en/topic/financialinclusion/brief/figi.

2 Ihid.
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dengan tujuan pengarahan yang lebih global. Tujuan global
memberikan kerangka kerja bersama untuk kegiatan nasional,
yang menghasilkan penmgkatan konsentrasi dan energi dalam
memerangl pengucilan finansial. GPFlI juga mendesak
pemerintah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk
melacak mklust keuangan dan untuk menetapkan tujuan dan
jadwal inklusi keuangan publik.®

Indikator Inklusi Keuangan menurut G-20 seperti dikutip
dalam laporan GPFl adalah menyediakan kerangka kerja
standar indikator sekaligus memungkinkan negara-negara untuk
mengumpulkan data mereka sendiri. Artikel GPFI sebelumnya
tentang penetapan target memberikan ulasan yang solid dan
beberapa saran tentang penetapan target, dan catatan i1
merangkum ide-ide kuncinya (IFC 2011). Ketika tujuan tidak
ditentukan dan ditetapkan dengan hati-hati, bahkan mat terbaik
pun mungkin memiliki hasil n‘egatif.ml

Pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan inklusif
bergantung pada inklus: keuangan. Akses ke rekening transaksi
membuka  jalan bagi inklusi  keuwangan yang luas,
memungkinkan orang dan bisnis dalam melakukan transaksi
keuangan secara lebih efisien dan aman, mendapatkan akses ke
dana (balk melalui pembayaran, kredit, tabungan, atau cara
lain), menabung untuk masa depan, dan mengatasi dengan
guncangan ekonomi. Akses ke akun transaksi juga
memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi
digital dan merupakan komponen penting dari pertumbuhan
digital.*

Terlepas dari kenyataan bahwa 1.2 miliar orang telah
membuka rekenmg keuangan sejak 2011, diperkirakan 1.7
miliar orang dewasa (atau 31% orang dewasa) masih belum

* United Nation;:Department of Economic and Social Affairs dan

V. Financial Inelusion, 2015,
https://w .org/development/desa’socialpers pectiveondevelopment/issues/fi
nancial-in n.html.

* Report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade
and Development, Trade and Development Report, 2005 (New York and
Geneva: Report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade
and Development, 2005).

“ The World Bank, “Financial Inclusion Global Initiative (FIGI).”
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memiliki rekening transaksi dasar. Dua pertiga orang dewasa
tanpa rekening bank mengatakan mereka tidak punya cukup
uang, menyiratkan bahwa layanan keuangan belum terjangkau
atau disesuaikan untuk pengguna berpenghasilan rendah.*®

Kebutuhan layanan keuangan digital dalam menawarkan
mstrumen keuangan yang aman, berbiaya rendah, dan tanpa
gesekan kepada konsumen dan organisasi telah tumbuh semakin
penting ketika dunia bergulat dengan masalah COVID-19.
Selamn 1tu, epidemi COVID-19 saat 1 telah meningkatkan
pentingnya layanan keuangan digital (DFS) dalam menjangkau
kelompok-kelompok yang terabaikan dan rentan.®’

Inklusi  keuangan adalah komponen kunci darn
pengurangan kemiskinan dan kemajuan ekonomi, dengan
layanan keuangan digital menjadi penting untuk partisipasi
dalam ekonomi digital baru. Inklusi keuangan membuat
kehidupan sehari-hari lebith mudah bagi keluarga dan bisnis,
memungkinkan mereka untuk merencanakan apa pun mulai dari
tujuan jangka panjang hingga situasi yang tidak terdugal.ﬁﬁ

Tujuan nasional dari rencana keuangan nasional inklusif
Indonesia adalah "untuk membangun sistem keuangan yang
dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pemerd{¥iyin
pendapatan, dan pembentukan sistem keuangan Indonesia.” Visi
tersebut kemudian dipisahkan menjadi beberapa tujuan, yang
tercantum di bawah ini:*’

1. Mengintegrasikan inklusi keuvangan ke dalam
pembangunan ekonomi secau‘a keseluruhan,
pengurangan kemiskinan, distribusi pendapatan, dan
desain sistem keuangan. Keuangan inklusif merupakan
strategi untuk mencapai tujuan yang lebih besar,
seperti  mitigasi  ckonomu  dan  penmngkatan

World Bank, *UFA2020 Overview: Universal Financial Access™

(nd.), https:iwww. worldbank orglentopic/financialinclusion/bref/achieving-
universal-financial-access-by-

“ The World Bank, “%:ial Inclusion Global Initative (FIGI).”

o World Bank, “UFA2020 Overview: Universal Financial Access
by 2020.7

* Otoritas Jasa Keuangan, “Survey Literasi dan Inklusi Keuangan
Tahun 2019.”




kesejahteraan masyarakat, dan merupakan komponen
strategi untuk mencapal tujuan sistem keuangan.
Orang-orang yang miskm atau terpinggirkan memilik:
akses terbatas ke layanan keuangan. Adapun tujuan
inklusif keuangan untuk memungkinkan setiap warga
negara mengakses layanan keuangan yang lebih luas,
tetapi ada kebutuhan untuk lebith fokus pada

masyarakat yang miskin.
2. Menyediakan layanan, produk dan jasa keuangan

sesual dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Melalui pelayanan yang holistik holistik, konsep
keuangan inklusif harus mampu mengakomodir
berbagai tuntutan seluruh lapisan masyarakat.
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan jasa
keuangan. Hambatan yang paling signifikan untuk
inklusi keuangan adalah kurangnya pengetahuan
keuangan. Informasi ini diperlukan agar individu
merasa lebith nyaman saat berhubungan dengan
organisasi keuangan.

Peningkatan ketersediaan layanan keuangan kepada
masyarakat luas. Batasan geografis dan administratif
merupakan hambatan paling umum bagi akses
masyarakat miskin ke layanan keuangan. Memecahkan
masalah akan menjadi langkah maju dalam

mc mperoleh akses layanan keuangan.

5.

Membina kerjasama antar bank, lembaga keuangan
mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah
harus menjamin bahwa tidak hanya kantor cabang
yang diberdayakan, tetapi juga ada undang-undang
yang memungkinkan pelaksanaan jasa keuangan
formal. Oleh karena 1tu, kolaborasi antara bank,
lembaga keuangan mikro (LKM), dan lembaga
keuangan non-bank sangat penting untuk
kelangsungan sistem keuangan..

Meningkatkan cakupan jasa keuangan dengan
memaksimalkan peran teknologi informasi dan
komunikasi. Teknologi berpotensi menurunkan biaya
transaksi dengan memperluas sistem keuangan formal
di luar simpan pinjam. Untuk menyeimbangkan luas




o]
[R]

dan risiko, norma dan peraturan khusus harus
ditetapkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
76/POJK.07/2016, vang dikutip Marginingsih (2021)"" inklusi
keuangan setidaknya memiliki empat tujuan. Yang perrama
adalah membuat produk, lembaga, atau layanan keuangan yang
mudah diakses masyau‘zl. Kedua, menyediakan berbagai
produk keuangan kepada pelaku usaha jasa keuangan. Keriga,
untuk barang atau jasa keuangan yang lebih baik yang dapat
disesuaikan dengan kemampuan dan tuntutan sekelompok orang
yang lebih besar. Keempar, kualitas produk dan layanan
keuangan  harus  ditingkatkan. Dikatakan  juga oleh
I'vlzu'giniugsih?I Menurut Bank Indonesia, berikut adalah
keuntungan dar1 inklusi keuangan:

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.

2. Memastikan bahwa sistem keuangan dalam keadaan

baik.

3. Mengurangi penggunaan shadow bankmng dan
sembrono lending.

4. Mendorong pendalaman pasar keuangan

5. Memperluas p@g pasar perbankan.

6. Mendorong  Peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Indonesia.

7. Memberikan kontribusi yang baik untuk kemakmuran
ckonomi jangka panjang.

8. Meminimalisir kekakuan jebakan berpenghasilan
rendah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan, sebagai hasilnya, mengurangi
kemiskinan.

Dari sisi intensitas, layanan inklusi keuangan membantu
masyarakat keluar dari kemiskman. Yang pertama dilakukan
dengan menghapus eksklusivitas periode penyediaan modal,
yang biasa digunakan oleh organisasi keuangan. Mereka hanya
meminjamkan uang bagi pihak-pthak bankable. Im  harus

™ Ratnawaty Marginingsih, “Financial Technology (Fintech) Dalam
Inklusi Keunangan MNasional di Masa Pandemi Covid-19," Moneter - Jurnal
Akuntansi dan Kewangan 8, no. 1 (2021 ) 56-64.

™ Ihid.




dimaklumi jika kita mengingat pentingnya prinsip kehati-hatian
(prudentiality) bagi sebuah lembaga keuangan. Meskipun
prinsip mi biasanya baik, terutama dalam transaksi komersial,
bukan tanpa masalah. Dalam batasan konservatisme yang ketat
ini, orang yang rendah hati dan miskin selalu dinilai tidak cocok
untuk dipuji. Akhirnya, mereka harus terpinggirkan atau
diturunkan statusnya menjadi partai non-kapitalis. Namun, dari
sis1 ekonomi sosial, partai-partal ini membutuhkan uang paling
banyak. Baik untuk memperkuat ekonomi keuangan dan untuk
memanfaatkan  peluang, serta untuk  mempromosikan
pembangunan.’”

Pertama dan terpenting, istilah inklusi keuangan harus
dilihat sebagai upaya untuk mengubah paradigma industri
mjil], yvang sering menafikan hak orang-orang non-bankable
untuk mendapatkan bantuan modal. Kedua, gagasan inklusi
keuangan ini memiliki satu tujuan ‘untuk memperkenalkan
kembali pihak-pihak yang sebelumnya dikecualikan atau
dikeluarkan dar1 lembaga keuangan sebagai pihak yang
membutuhkan jasa keuangan.”™

Sebuah sistem pelayanan yang komprehensit dapat
menmmzm sejumlah manfaat. Pertama, masalah akses, vang
kredit secara otomatis akan membuka peluang bisnis baru atau
dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah uwang yang
diinvestasikan dalam perusahaan kecil. Kedua, terciptanya
jaringan di sektor keuangan formal yang memungkinkan
masyarakat miskin memperoleh kemudahan dalam berbagai
jenis pembiayaan usaha, serta berbagai produk tabungan dan
asuransi. Ketiga, Kemudahan bagi pﬂmlhililﬂ untuk mengakses
pembiayaan dari sektor perbankan formal akan menghambat
pertumbuhan  kredit di sektor informal, yang biasanya
didominasi oleh perantara berbasis biaya. Diperkirakan bahwa
memiliki akses ke lembaga keuangan yang mapan dapat
membantu mas yarakat miskin membayar kembali kredit dengan
lebih mudah. Keempat, banyak tagihan yang tercatat di lembaga

Nusron Wahid, Kewangan inklusif: membonghkar hegemoni
keuangan © peran kredit wsaha rakvar dalam menurunkan kemiskinan dan
pengangeuran (Jakara: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan
Inter Cafe IPB dan OJK, 2014).

™ Ihid.
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keuangan resmi pada acara-acara yang biasanya digunakan
untuk tujuan yang sangat penting, seperti memperoleh berbagai
keuntungan pemerintah seperti air bersih, hstrik, dan lain-lan.
Layanan keuangan, memungkinkan orang miskin menyimpan
uang mereka dengan aman di luar rumah mereka, membatasi
kekuatan ekonomi segelintir orang. Jasa keuangan telah terbukti
menjadi alat litigasi berisiko yang bermanfaat bagi masyarakat
miskin, terutama ketika berhadapan dengan kesulitan khu sus.”

Hossain juga menyoroti manfaat inklusi keuangan, dia
mengklaim bahwa layanan keuangan membantu orang miskin
dengan memungkinkan mereka untuk meminjam dan
menyimpan uang untuk sekolah, investasi bisnis, pembelian
besar, atau masalah kesehatan.”
D. Sasaran Inklusi Keuangan

Menurut catatan PBB, kurang lebih tiga miliar jiwa di
dunia tak ada akses ke layanan keuangan resmi — seperti
rekening bank, kredit, asuransi, wadah aman untuk menyimpan
tabungan, cara yang aman dan efisien untuk menerima
pembayaran manfaat sosial — melalul lembaga keuangan
terdaftar.” Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah masalah
global, individu yang dikecualikan secara finansial di negara
berkembang lebih sering daripada bukan warga negara biasa.
Dalam kerangka pembangunan inklusif yang lebih besar, inklusi
keuangan dipandang sebagai alat penting untuk memerangi
kemiskman dan ketidaksetaraan, serta mencapal tujuan
pembangunan milenium (MDGs'").

™ Ibid.

" Shadiya T Hossain, “Financial Crisis , Inclusion and Economic
Development in the US and OIC Countries™ (2016). ﬁ

" UN Department of Public dan Information, Press Cr'm_'e on best
praciices for financial inclusion, 30 May., nd., Lihat juga; Michael Chibba,
“Financial inclusion, poverty reduction and the millennium development goals,”
Ewropean Jouwrnal of Development Research (2009),

merintah vang tidak efektif mempersulit penanganan masalah

sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, bencana alam.
dan bahkan kelaparan. Secara global, bahkan dunia telah mengakui bahwa
pembangunan yvang adil, khususnya bagi negara-negara dunia ketiga, tidak
dapat dicapai tanpa kerjasama intemasional . Hasilnya, 189 negara anggota PBEB
mendeklarasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2000, (MDGs).,
Lihat; B. Abeysunawardena, “Millennium Development Goals (MDGs),”
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Jim Yong Kim, Presiden Grup Bank Dunia, mengatakan
dalam pidatonya pada temu G-20, rekening e-money, kartu
debit, dan rekening bank reguler berbiaya rendah, di antara
mstrumen lainnya, dapat secara signifikan meningkatkan akses
keuangan bagi mereka atau kelompok sasaran yang saat ini
dikecualikan pada awal tahun 2020.

Menurut GPFI, sasaran paling baik ditetapkan di tingkat
global, sedangkan target paling baik ditetapkan di tingkat
nasional, karena hal mi memerlukan pertimbangan alokasi
sumber daya dan kalibrasi tingkat negara yang cermat. Tujuan
global dapat memberikan arah, tetapi target nasional adalah
sarana yang dengannya ambisi tujuan diterjemahkan ke dalam
hasil praktis. Target dapat memobilisasi orang dengan
memberikan perasaan urgensi dan fokus, meningkatkan
transparansi, dan memperkuat akuntabilitas ketika mereka
didefinisikan dengan baik, diterbitkan, dan dipantau. Target
Juga dapat berfungsi sebagai motivator yang kuat bagi
pemermtah nasional, mitra pembangunan, dan sektor korporasi
untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Kesimpulannya,
tujuan memberikan definisi dan konkrit untuk metode dan
pernyataan tujuan yang mungkin masih kabur.”®

Sasaran lain dari inklusi keuangan saat ini adalah
penyandang disabilitas. Para disabilitas in1 terus menghadapi
pengucilan dan diskriminasi di komunitas mereka, termasuk di
bidang pendidikan, pekerjaan dan perawatan kesehatan. Bukti
memang menunjukkan bahwa promosi pembangunan inklusif
bagi penyandang disabilitas bermanfaat bagi semua dalam
pembangunan. Untuk memastikan layanan dukungan yang
inklusif dan diperlukan bagi penyandang disabilitas (termasuk
perlindungan sosial yang ditujukan untuk inklusi penuh
penyandang disabilitas), agenda pembangunan penting untuk
mengenali dan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam

113 1238 o, October (20010): 1.
http:ﬂwwvm).intn‘mpicsfmiIlennium_develnpment _,gc:-alsfaI:rc:-utn’n::nf.+

™ Global, Partnership for Financial, dan Inclusion (GPFI), “Financial
Inclusion Targets and Goals: Landscape and Gpfi View a Note to the Global
rship for Financial Inclusion (GPFI),” October, no. October (2013): 17,
https:/fwww.epfi.ongfsites/default/files/documents/Financial Inclusion Targets
and Goals pdf.




pembangunan. Ini termasuk pembiayaan yang memadai untuk
layanan dan dukungan yang relevan dengan disabilitas.””

Layanan lembaga keuangan bank maupun non bank
hingga kini sebanyak 2.5 miliar — lebih dari separuh orang
dewasa yang bekerja di dunia — tidak termasuk dalam layanan
keuangan. Im1 paling akut di antara populasi berpenghasilan
rendah di negara berkembang dan ekonomi berkembang, di
mana sekitar 80% orang miskin dikecualikan. Akses ke aset
keuangan dan sosial merupakan faktor kunci untuk membantu
kaum muda membuat keputusan ekonomi mereka sendiri dan
keluar dari kemiskinan. Menyediakan layanan keuangan bagi
kaum muda—apakah tempat yang aman untuk menabung atau
pinjaman terstruktur yang tepat untuk investasi di perusahaan
atau pendidikan dapat mempromosikan kewirausahaan dan
pembangunan aset, dan menekankan mata pencaharian yang
berkelanjutan. Komponen keuangan sangat efektif bagi kaum
muda ketika dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan dan
literasi keuangan, serta peluang bimbingan.

E. Indikator Inklusi Keuangan
1. Indikator Inklusi Keuangan Sarma, Pais, dan Gupta
Menurut Sarma dalPalisH“. Gupte et.al®', Dimensi
ketersediaan ditunjukkan oleh jumlah outlet bank per 1000
penduduk dan/atau jumlah ATM per 1000 penduduk, dan
dimensi penggunaan dilunjukkau@ch rasio volume dua
layanan sistem perbankan dasar, yaitu kredit dan deposito
dari proporsi seluruh penduduk dewasa terhadap nilan PDB.
Pendapatan kelas menengah yang rendah menunjukkan IFI
yang rendah, sedangkan sebagian besar negara
berpenghasilan tinggi memiliki IFI yang tinggi.**

™ Affairs dan P@_\:r Financial hclusion .

' Mandira dan Jesim Pais, “Financial Inclusion and Development: A
Cross Count lysis Mandira.”

S Rajani Gupte, Bhama Venkataramani, dan Deepa Gupia,
“Computation of Financial Inclusion Index for India,” Procedia - Social and
Behavioral Sciences (2012).

% Sarma, Index of Financial Inclusion.




Tabel 1.1. Keuangan Inklusif Menurut Sarma

Dimensi Plefinisi Dimensi Indikator
Penetrasi Proporsi populasi  yang Jumlah rekening bank
perbankan memiliki rekening di Bank komersial yang
disimpan  per 1000
orang dewasa
Ketersediaan Jumlah outlet (jarmgan Jumlah outlet
Jasa kantor) atau jumlah ATM (termasuk kantor,
Keuangan (Automatic Teller | cabang, dan ATM) per
Machine) 100.000 orang dewasa
Penggunaan Kredit, deposit, Proporsi total pinjaman
pengiriman uang, transfer, dan  simpanan yang
dan pembayaran adalah dibuat oleh konsumen
contoh dan jasa keuangan. dan kalangan bisnis
terhadap PDB.

a. Penetrasi Perbankan

Menurut World Bank, akses ke layanan keuangan
dinilai dari jumlah perorang, bisnis, rumahtangga, bisnis
yrlle menabung, memperoleh kredit, membayar, serta
memanfaatkan produk dan jasa keuangan lamnya baik
dari lembaga keuangan resmi atau non resmi. Akses
layanan keuangan masyarakat merupakan indikator
terbaik, seperti berapa banyak individu yang
menggunakan rekening tabungan dan berapa banyak
individu menggunakan lembaga keuangan untuk
mendapatkan pmjaman. Tapi, tak semua negara,
terutama yang memiliki keuangan mikro dan lembaga
keuangan informal, memiliki data yang lengkap.
Indikator yang paling relevan untuk digunakan untuk
mengukur akses ke layanan tabungan adalah jumlah
rekening yang disimpan per 1000 orang dewasa.

Jumlah rekening ditentukan oleh kepemilikan akun,
penggunaan akun, dan penetrasi akun keuangan yang
merupakan metrik dan dapat digunakan untuk menilai
inklusi keuangan. Tabel 1 menggambarkan penetrasi
neraca keuangan negara-negara ASEAN  sebagai
persentase dari total penduduk dewasa.




Table 1.2
Penetrasi akun keuangan (% dari total populasi orang dewasa)

Malaysia Singapura Indonesia Thailand Philippines Laos Vietnam Myanmar PDR Cambadia Brunei

85% 98%  459% 82% 34% 29% 31% 2% 26% MA

Sumber: Global Findex (2017), Bank Dunia.
(Data tidak tersedia untuk Brunei).

Tabel di atas menunjukkan tingkat kepemilikan
akun yang lebih rendah. Jika dilihat, Singapura,
Malaysia, Thailland, dan Brune: telah mencapair mklusi
keuangan yang hampir universal, negara-negara lain di
ASEAN menghadapi berbagai tantangan.® Dari Tabel 1,
Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki penetrasi
rekening keuangan lebih dar1 75% sedangkan ASEAN
lainnya berkisar antara 22% hingga 34%, yang berarti
setidaknya dua pertiga dann populasi mereka tidak
memiliki rekening bank.

Gaji umumnya dibayar tunai. Hanya 29% pekerja
mengatakan mereka dibayar bulanan melalui rekening
bank, sementara 71% mengatakan mereka dibayar tunai,
yang bermasalah bagi perusahaan dan karyawan.

Membayar gaj pekerja ke rekening bank mereka
lebih aman dan membantu mereka membuat riwayat
kredit, yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan
layanan tambahan seperti kredit konsumen, hipotek,
pinjaman sekolah, dan asuransi.

% José de Luna-Martinez (Lead Financialnr Specialist), “How to
Sup Fnancial Inclusion in ASEAN Countries,” Published on East Asia &
Pacific on the Rise. World Bank Group, 2016.
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Grafik 3 menunjukkan Singapura memimpin
dengan kurang dari 20% orang dewasa menerima upah
tunai, diitkuti oleh Malaysia dengan kurang dari 50%,
dan sisa ASEAN dengan lebih dar1 70%. (tidak ada data
tentamunei). Singapura setara dengan 35 anggota
‘The Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD)’. Secara keseluruhan, ASEAN
memiliki persentase orang dewasa yang memperoleh
upah tunai lebih besar, lebih dari 75%, dibandingkan
Asia Timur Pasifik, sekitar 65%.

Ketika ekonomi berkembang dan lebih banyak
orang memasuki kelas menengah, permintaan akan
layanan keuangan akan menmgkat. Digitalisasi semua
pembayaran pemerintah adalah salah satu langkah awal
untuk mempercepat inklusi keuangan (upah, transfer
sosial, dan pembayaran kepada pemasok). Langkah ini
saja akan membawa jutaan individu di negara-negara
ASEAN ke dalam sistem perbankan resmi.™

Formalisasi aliran remitansi adalah pilihan kedua.
Sebagian besar pengiriman uang domestik di negara-
negara ASEAN masih dilakukan secara tunai. Tujuannya
adalah untuk mengarahkan lebih banyak transaksi
pengiriman uang melalui lembaga perbankan, operator
pengiriman uang, atau operasi telepon seluler, sehingga

# Ibid.
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52% individu yang melaporkan mengirim pengiriman
uang tunai beralih ke metode yang lebih aman dan lebih
hemat biaya di negara asal merek a.h?

Sementara itu mengusulkan indikator-indikator berikut
berdasarkan temuan lokakarya di Malaysia: Mempromosikan
pengukuran nklusi keuangan; menelan data perkembangan
keuangan; mengukur akses dan penggunaan jasa keuangan;
langkah-langkah inklusi keuangan alternatif, seperti akses UKM
ke keuangan; indikator Dhterasi keuangan, perlindungan
konsumen, dan pengembangan masyarakat; dan
mengembangkan indikator inklusi keuangan gabungan. Fisher
mengemukakan beberapa indikator yang diangkat dari hasil
lokakarya di Mallzlysialﬁﬁ, sebagai berikut:

=  Mempromosikan pengukuran inklusi keuangan;

=  Menelan data perkembangan keuangan;

=  Mengukur akses dan penggunaan jasa keuangan;

= Langkah-langkah inklusi keuangan alternatif,
termasuk akses UKM ke keuangan;

= [Indikator literasi keuangan, perlindungan konsumen
dan pengembangan masyarakat; dan

= Pengembangan indikator inklusi keuangan gabungan.

2. Indikator Inklusi Keuangan di Indonesia

Untuk menentukan sejauh mana pertumbuhan aktivitas
keuangan memerlukan penggunaan metrik kinerja. Tolak ukur
kemajuan sebuah negara terukur melalui indikator dalam
mengembangkan inklusi keuangan dapat ditemukan di berbagai
sumber:*’

o Ketersediaan / akses : Dalam hal aksesibilitas fisik dan
biaya, mengukur kapasitas untuk menggunakan layanan
keuangan formal.

e Penggunaan : Menentukan bagaimana produk dan
layanan keuangan benar-benar digunakan (frekuensi,
keteraturan, dan durasi menggunakan).

i 23]

*‘ Irving Fisher Commitiee on Central Bank Statistics, Fimancial
irm ticicators ., IFC Bulletin (Kuala Lumpur, 20123,
https:/fww org/ifc/publ/ifch3 8 pdf.

¥ Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank
Indonesia. “Bookler Keuangan Inklusif”., 14. Lihat,
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e Kualitas : Menentukan fitur produk dan layanan
keuangan apakah sudah sesuai dengan keinginan dan
harapan kc:-nsun.

Tabel 1.3 Keuangan Inklusif Bank Indonesia
Dimensi Definisi Dimensi Elikator
Access / Dari segi a. Jumlah kantor
availability keterjangkauan fisik layanan  keuangan
(access) dan finansial, resmi per 100.000
ke mampuan penduduk dewasa.
mengakses layanan b.  Jumlah mesin
keuangan formal ATM/EDC/Mobile
POS lainnya per
100,000 penduduk
dewasa.
¢. Jumlah agen jasa
keuangan per
100.000 (seratus
ribu) orang dewasa.
Penggunaan Menilai penggunaan a. sebuah. Jumlah
nyata dar1 jasa dan rekening  tabungan
barang keuangan lembaga keuangan

formal per 1.000
(seribu) penduduk;

b. Jumlah rekening
kredit lembaga
keuangan formal per
1.000 (seribu) orang
dewasa;

¢. Jumlah rekening
uang elektronik yang
terdaftar pada agen
Layanan Keuangan
Digital (LKD);

d. Persentase
kredit/pembiayaan
UMEKM pada
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lemba, keuangan
formal terhadap total
kredit/pembiayaan
pada lembaga
keuangan formal;
Jumlah rekening
kredt UMEKM di
lembaga keuangan
formal per 1.000
(seribu) orang
dewasa;

Persentase kenaikan
Jumlah lahan
bersertifikat; dan
Jumlah  konsumen
nontunai bansos.

Quality

Mengukur  besarnya
pemenuhan kebutuhan
mas yarakat akan
barang dan  jasa
keuangan

o ~ L&

indeks
literasi/pengetahuan
keuangan;

Jumlah pengaduan
jasa keuangan; dan
Persentase
penyelesalan

layanan pengaduan.

Sumber: Peraturan Presiden RI No. 82 tahun 2016 tentang

SNKI™
Infrastruktur yang disediakan oleh

lembaga jasa

keuangan publik yang memungkinkan akses ke lembaga
keuangan formal, produk, dan layanan dikenal sebagai akses.

1)
2)
3)
4)
5)

Jaringan kantor ditambahkan;
Agen ditambahkan;
ATM ditambahkan:
Tambahan access point layanan digital;
Menyiapkan fasilitas non perkantoran;

* Bank Indonesia. “Pilor Project Peninghatan Akses Kewangan

Kelompok Masvarakat Atau Pelaku Usaha Melalut Pemanfaatan Produk/Jasa
Layvanan Kewangan Syariah ™ (Takarta: Bank Indonesia, 2017), 6-7.
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6) Tambahan kerjasama dengan pihak lain merupakan
contoh perluasan akses keuangan;

7) Pengembangan jaringan pengiriman atau distribusi jasa
dan produk keuangan .

8) Tersedianya layanan, produk dan jasa keuangan yang
dibutuhkan oleh selufiPitdapisan masyarakat, sehingga
setiap jenis layanan dapat memperoleh manfaat dari
layanan, produk dan jasa keuangan yang disesuaikan
dengan keinginan spesifiknya.

Guna mengukur sampai dimana upaya keuangan inklusif
telah berkembang, dibutuhkan metrik kinerja oleh Fnancial
Inclusion Index (IFI). IFI dapat memasukkan data pada banyak
aspek sistem keuangan inklusif sebagaimana indikatornya,
seperti Access / availability, usage, dan quality, dari layanan
bank.*

Di sist lain, Bank Sentral Indonesia memiliki Indeks
Inklusi Keuangan (IKI) sebagai indeks multidimensi
berdasarkan data makroekonomi untuk mengukur 1nklusi
keuangan, miusnyal di sektor perbankan vyang berbeda
layanannya. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya
Bank Indonesia untuk menggabungkan berbagai indikator
sektor perbankan sehingga IKI pada akhirnya dapat
mengintegrasikan beberapa mformasi di berbagai bagian sistem
kevangan inklusif, terutama akses, penggunaan, dan kualitas
layanan perbankan. Dimensi availability adalah metrik untuk
menentukan kapasitas seseorang untuk menggunakan layanan
keuangan formal, sebagaimana dibuktikan oleh frekuensi
tantangan guna mendapatkan serta memelihara rekening, se
harga atau aksesibilitas fisik (ATM, kantor bank, dll.). (1)
Jumlah cabang bank per 100.000 penduduk dewasa; (2) jumlah
ATM per 10000 penduduk dewasa; (3) jumlah cabang bank per
1000 km2; dan (4) jumlah ATM per 1.000 km2 semuanya
dihitung dari l}el:heral[:ralt indikator yang digunakan untuk
mengukur dimensi akses.

* (Bank nmuﬁsia, 2013)
* OIK, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 201 7):
1-99.
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Dimensi penggunaan, yang terdiri dari frekuensi,
keteraturan, dan lama penggunaan, digunakan untuk il‘:li
penggunaan aktual barang dan jasa keuangan. (1) jumlah
rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) per 1.000 penduduk
dewasa, meliputi deposito, giro, dan tabungan; dan (2) jumlah
rekenng kredit per 1.000 penduduk dewasa merupakan
indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi akses.
Sedangkan dimensi kualitas digunakan untuk menguji apakah
fitur produk dan layanan tersedia untuk memenuhi harapan
konsumen.”'

Pengukuran dimensi ini masih sulit, dan berbagai
lembaga internasional yang peduli dengan pertumbuhan inklusi
keuangan secara aktif bekerja pada indikator dan instrumen
yang berkualitas. Alliance Financial Inclusion telah
menyepakati seperangkat kriteria untuk menghasilkan indikator
dimensi kualitas, yang memakup{:jkekhususam, kesederhanaan,
peningkatan, dan perspektif'klien.}'

Sementara i1tu, indeks mklusi keuangan yang dihitung
menggunakan pendekatan PCA terdiri dari tiga mdikator:
penetrasi, indikator, dan penggunaan. Penanda ini telah sering
digunakan dalam penyelidikan empiris sebelumnya. Sedangkan
enam indikator kelembagaan dipihh darnn World Governance
Indicators (WGIs) Bank Dunia untuk membuat indeks komposit
yang mewakili indeks kelembagaan.

* 1bic. [l

“Bank Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif; Apa, Mengapa,
Bagaimana, dan Siapa dalam

https:/www .bi.go.id/id/perbankan/keuan ganinklusif/indik ator/kualitas/
contents/default.aspx, akses 12 Nopember 2019,
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BAB II
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN INKLUSI
KEUANGAN

A. Sejarah Inklusi Keuangan

Industr: keuangan mikro memulihkan kekuatan awalnya
pada tahun 1970-an. Ini sebagian besar dipicu oleh peristiwa
penting di India, Bangladesh, dan Brasil. Ketiga negara ini
memberikan kredit kepada orang-orang miskin, khususnya
perempuan.

Dalam hal sejarah inklusi keuangan, Chakrabarty
mengklaim bahwa sejarah India lebih tua dari negara lain.
Nasionalisasi bank, skema bank utama, merger bank kredit
regional, metode area layanan, dan pengembangan organisasi
swadaya adalah semua tindakan yang bertujuan untuk
memungkinkan bank melayani seluruh penduduk. Dari tahun
1969 hingga 2012, ini menghasilkan pertumbuhan sepuluh
kali lipat dalam jumlah bank di India, sehingga totalnya
menjadi 99.000.

Akibatnya, menurut Chakrabarty, inklusi keuangan
sangat penting untuk membangun budaya menabung,
memperluas ketersediaan pinjaman untuk konsumsi: dan
bisnis, memungkinkan metode membayar yang efisien. Data
empiris memperlihatkan negara-negara yang berpenduduk
besar memibhki availability terbatas ke sektor lembaga
keuangan resmi, serta tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan
yang lebih besar. Inklusi keuangan, menurut Chakrabarty,
bukan lagi pilihan, melamkan kebutuhan, dan perbankan
adalah pendorong utama inklusi keuangan.”

Vikram Akula mempelopori inklusi keuangan di India
pada tahun 1997 melalui inklusi keuangan terbatas, juga
dikenal sebagai Swaya Krishi Sangam (SKS Society), sebuah
LSM nirlaba atau keuangan mikro SKS Limited. Pembiayaan
non-perbankan adalah bismis perusahaan (NBFC). Reserve
Bank of India kemudian memberikan perusahaan lisensi
(RBI). Tujuan wutama perusahaan BFIL adalah untuk

** Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty, “Financial Inclusion and Bank:
Issues and Perspectives™ RBI Bulletin (India, 2011).




36

memberikan layanan keuangan kepada orang-orang yang
kurang beruntung di 17 negara bagian India.

Karena perubahan keadaan di India, Keuangan Mikro
SKS telah dikenal sebagai Bharat Financial Inclusion Ltd
(BFIL) sejak 2016. Keuangan mikro SKS menyediakan
asuransi jiwa dan berbagar pmjaman keuangan, termasuk
pinjaman jangka menengah dan panjang, pinjaman untuk
pembelian kompor masak, lampu surya, pembersih udara,
telepon seluler, sepeda, dan mesin jahit, dan pinjaman yang
dijamin dengan perhiasan emas. Perempuan di desa juga
menjadi sasaran kredit keuangan mikro ini, yang memberi
mereka bantuan keuangan mandiri untuk mendukung bisnis
mereka dengan perusahaan, seperti memelihara ternak,
menjalankan toko eceran kecil, dan berbagai perdagangan dan
Jasa lamnya. Selam itu, pinjaman keuangan tersedia bag laki-
lak1 untuk pengeluaran pernikahan dan pembelian benih.”

Perusahaan S5KS melakukan studi  desa  untuk
menentukan apakah desa sesual untuk pmmjaman keuangan
mikro. Survel tersebut mengidentifikasi karakteristik lokal
seperti tingkat kemiskinan, populasi, stabilitas politik,
aksesibilitas jalan, dan sumber mata pencaharian. Jika desa
terpilih, pengurus SKS akan menginformasikan kepada
masyarakat tentang tujuan, layanan, dan pendekatan
organisasi. Setelah itu, kelompok yang terdiri dari tiga hingga
lima puluh orang dibuat, serta penjamm satu sama lain.
Setelah pembuatan kelompok, staf SKS mengumpulkan data
kuantitatif pada setiap anggota kelompok untuk memastikan
bahwa setiap orang mematuhi standar, serta
mendokumentasikan nformasi dasar untuk studi masa depan.
Jika sesuai standar, pelatihan penggunaan setiap transaksi
keuangan dilanjutkan, dan mklusi keuangan ditindak 1amjuti.%

Muhammad Yunus mendukung upaya Vikram Akula
untuk memberikan inklusi keuangan kepada masyarakat
kurang mampu di India melalui lembaga keuangan mikro.
Namun, cara mereka memperlakukan orang miskin adalah
perbedaan utama di antara keduanya. Bagi Vikram Akula,

* Ihid., 3.
%5 Ihid.
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fungsi mstitusi lebih penting daripada keterlibatan orang
miskin, dan programnya mencakup laki-laki, sedangkan
Yunus hanya berkonsentrasi pada perempuan miskin yang
tinggal bersamanya sejak 2016, dan melalui Grammend Bank-
nya telah berhasil mengentaskan kemiskinan. di Bangladesh.
Grameend Bank sekarang memihki 8.300.000 penunjam,
dengan 97 persen di antaranya adalah perempuan. Bank
membiayal sendiri dan tidak meminjam uvang dari sumber
luar. Orang harus menyimpan vang di bank, yang kemudian
digunakan untuk memberikan pinjaman sederhana kepada
orang miskin, dengan tingkat pemulihan 97 persen. Yunus
kemudian diberi Hadiah Nobel Perdamaian sebagai
pengakuan atas upaya kemanusiaannya. Yunus juga
mengkritik  kebijakan  SKS  Vikram  Akula  yang
mengoptimalkan keuntungan Bank dengan mengorbankan
orang miskin. “, jelasnya “Ini dari sisi keuangan, dari sudut
pandang memaksimalkan keuntungan, dan saya
menentangnya. Saya tidak akan bisa menghentikan mereka
Jikka mereka melakukannya, tetapr saya akan mengadvokasi
skema kredit mikro yang sah.” Menurut Yunus, orang miskin
tidak boleh digunakan untuk menghasilkan vang bagi bank.
Ini disebut bisnis sosial jika itu dilakukan. Akibatnya, gagasan
Bank Grameen Muhammad Yunus tentang inklusi keuangan
berbeda dari bank keuangan mikro lainnya karena pinjaman
diberikan tanpa agunan kepada kaum wanita di daerah
pedesaan vyang bergabung dengan program pemberdayaan
wanita Grameen Bank dilatih dan dibina dengan tepat untuk
memberdayakan keluarga mereka.”®

74

o EYunia Fauzi, “Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Financial
Inclusion Melalui Lembagaf§langan Shariah”, Jurnal An-Nisbah, Vol. 01, No.
02 (April 2015, 184, Lihat Abul Bashar Bhuiyan, et.al, *Microcredit Impact on
Children's Education and Women Empowerment: A Review Expernence of
Grameen Bank Microfinance Schemes in Bangladesh™, Jowrnal of Applied
Sf.'ifnc'e.@ginfering and Technology (January 2013), h. 66-71. Lihat Lex
Loro, “Women's Empowerment as a Result of Microcredit Loans in
Bangladesh?”, Bangladesh Development Research Working Pup@erim
(BDRWPS), (18 September 2013), 1-12. Lihat Nazamddin Malik, Sr1 Budi
Cantika Yuli, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, *“Optimization of Waste
Management Through Women's Empowemment”, Jowrnal of Ihnovation in
Business and Economics, Vol. 02 No. 01 (June 2018), 37-46. Lihat juga Meltem
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Konsep Yunus serupa dengan Global Financial
Development Report, yang menyatakan bahwa inklusi
keuangan didefimisikan sebagair suatu kondisi di mana
sebagian besar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari
layanan keuangan vyang tersedia dengan meminimalkan
kehadiran orang-orang vang tidak menyadart manfaat
keuangan. akses melalui akses murah.”’

1. Inklusi Keuangan dan Inisiatif Internasional

a. Negara-negara G-20

Menurut definisi mereka, inklusi keuangan
lh salah satu pilar palng kritis  dari
pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
di antara negara-negara anggota G-20. Pada bulan
September 2009, KTT Pittsburgh berjanji untuk
meningkatkan akses masyarakat miskin ke layanan
keuangan dan untuk mendukung langkah-langkah
untuk mempromosikan perbankan yang aman dan
t diakses, termasuk bantuan keuangan untuk
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

G-20 telah membentuk Kelompok Ahli Inklusi
Keuangan G-20, yang akan mengidentifikasi
pendekatan inovatif untuk menyediakan akses
keuangan dan mendorong peraturan, kebijakan, dan
standar di bidang inklusi keuangan, literasi keuangan,
eriudungam konsumen, bekerja sama dengan
‘Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)’,
International Finance Corporation (IFC), dan
organisasi internasional lil'll]l]}“il.i}ﬁ

Para pemimpin G-20 bertemu lagi di Toronto
pada Juni 2010 dan menyepakati sembilan prinsip

25
Onay, Bugra Ozer, ‘Eﬁtmrﬁnmship. Empowerment and the Impact of the
Dimension of Female Identity on the Women Involved in Microcredit Financing
Schemes: An Empircal Investigation in lzmir Metropolitan Region®,
Internationa gl of Social Sciences and Humanity Studies, Vol 3, No.2
(2011),295-

“"The World Bank, Financial Inclusion, Global Financial Development
Report, national Bank for Reconstruction and Development (October
2014),2

*¥ Kusumaningtuti S. Soetiono, Cecep Setiawan. Literasi dan Keuangan
Indonesia (Depok: Rajawali Pers, 2018).,92.
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inklusi keuangan kreatif (Prinsip G20 untuk Inklusi
Keuangan Inovatif), yang akan menjadi dasar untuk
menciptakan langkah-langkah untuk meningkatkan
akses masyarakat miskin ke keuangan. Pedoman ini
dimaksudkan untuk membantu pembuat kebijakan
dalam pengambilan keputusan mereka. Berikut im
adalah sembilan prinsip tersebut:

)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Kepemimpinan pemerintah, yaitu meningkatkan
komitmen pemermtah terhadap inklusi keuangan
sebagai sarana pengentasan kemizm.
Diversifikasi, yang mencakup kebijakan yang
mendorong persaingan dan memberikan insentif
berbasis pasar untuk akses keuangan jangka
panjang, serta penggunaan berbagai layanan
keuangan berbiaya rendah dan beragam.
Inovasi, dengan penckanan pada inovasi
teknologi dan kelembagaan, sebagai sarana untuk
meningkatkan akses dan penggunaan produk
keuangan, terutama melalui  penyelesalan
kekurangan infrastruktur.

Perlindungan konsumen, yang mendorong
pemerintah, penyedia jasa keuangan, dan nasabah
untuk bekerja sama menjaga konsumen.
Pemberdayaan, termasuk pengembangan potensi
ekonomi masyarakat dan pengetahuan keuangan.
Kolaborasi  (collaboration), vyang  meliputi
pembentukan lembaga pemerintah dengan peran
dan koordinasi vyang jelas, serta mendukung
dialog dan  kemitraan langsung  dengan
pemerintah, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.
Literasi, data dan informasi yang kuat dalam
pembentukan regulasi, pengukuran kemajuan, dan
regulator dan penyedia layanan keuangan
menggunakan metode "uji dan pelajar1”.
Proporsionalitas  mengacu  pada  peraturan
perundang-undangan yang mempertimbangkan
unsur risiko dan imbalan dar1 movasi produk dan
layanan keuangan secara proporsional, serta




didasarkan pada ketidakadilan dan hambatan

dalam aturan yang ada.

9) Kerangka tersebut mempertimbangkan ukuran
nasional, internasional, dan pasar nﬁmpelitif
dalam kerangka peraturan, termasuk rezim Anti
Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terons
(APU/PPT), penggunaan agen untuk melayani
konsumen, peraturan untuk menyimpan nilai
uang secara elektronik, dan insentif berbasis pasar
untuk mencapai tujuan jangka panjang.”

bh. World Bank

Setelah i1tu, Bank Dumia membentuk CGAP,
kerjasama dari 34 organisasi yang besar untuk
memperluas keuangan inklusif. Melalui riset dan
keaktifan penyedia layanan keuangan, pembuat
regulasi, dan pendonor, CGAP menciptakan solusi
baru. CGAP mengambil pendekatan pragmatis untuk
pengembangan pasar keuangan dalam rangka
meningkatkan akses masyarakat miskin ke layanan
keuangan dan meningkatkan kehidupan mereka.
Tujuan CGAP adalah untuk meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat miskin dengan mempromosikan
pasar keuangan yang etis, berkelanjutan, dan inklusif
mclallulimin{welsi dan peningkatan pengetahuan dan
¢. Alliance for Financial Inclusion (AFI)

AFI, vyang dibentuk pada tahun 2008, adalah
organisasi global untuk pembuat kebijakan yang
tertartk pada inklusi keuangan. Setiap tahun,
keanggotaan AFI bertambah, dan saat ini menjadi
organisasi pembuat kebijakan terbesar di dunia yang
berfokus pada imklusi keuangan di negara-negara
berkembang. Lebih dar1 90 bank sentral negara
berkembang dan otoritas keuangan lamnya adalah
anggota AFI dan fasilitas dan sumberdaya disediakan

** Kusumaningtuti 8. Soetiono, Cecep Setiawan. Literasi dan Kewangan
Indonesia ., 93-94,
"™ Ihid.
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AFI bagi para anggotanya untuk layanan keuangan
masyarakat miskin. Tujuan AFI adalah untuk
menyediakan  berbagar kegiatan  terkait mklusi
keuangan, termasuk sebagai program keanggotaan,
kelompok kerja, hibah, dan forum pertukaran sejawat
seperti Forum Kebijakan Global tahunan. Pendekatan
pembelajaran  peer-to-peer AFl mendorong dan
memfasilitasi interaksi pembuat kebijakan keuangan
dan berbagi pengalaman dalam memperluas akses
publik ke layanan keuangan.'""
B. Perkembangan Inklusi Keuangan di Dunia
Inklusi keuangan adalah komponen penting untuk
mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan sekaligus mencapai
tujuan pembangunan jangka panjang (SDGs). Inklusi keuangan
adalah proses entitas institusional arus utama yang
menyediakan barang dan jasa keuangan yang memadai bagi
kelompok rentan, miskin, berpenghasilan rendah, dengan biaya
yang dapat diakses me@EBAnakan cara adil dan terbuka.
Menurut Sarma dan Pais, inklusi keuangan *‘suatu proses yang
menjamin kemudahan aksesibilitas, ketersediaan, dan tentunya

@gunakam layanan keuangan resmi”.'” Ini merupakan
kondis1 dimana semua anggota masyarakat mempunyal akses
penuh ke layanan produk dan jasa keuangan terjangkau dan
nyaman. Keuangan inklusif menurunkan kemiskinan,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan,
meningkatkan keterjangkauan, dan kesejahteraan masyarakat.'™
Sementara Sifat-sifat pribadi, ciri-cir1 masyarakat, kelemahan
makroekonomi dan nfrastruktur, keterbatasan kelembagaan,
dan hambatan yang muncul dari operasi perbankan adalah

il 39 v

"* Mandira Sarma dan Jesim Pais, “Financial usion and
Development,” Jouwrmal of International Development (2011). %

" Yen Hai Dang Nguven dan Dao HA Thieu Thi, “The Effect of
Institutional Quality on Financial Inclusion in ASEAN Countries,” Jowrnal of
Asian Finance 8, no. 8 (2021 4210431,
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semua elemen yang menyulitkan untuk mendapatkan dan
menggunakan layanan lcn:uangan.m\“‘l

Untuk  mengakses layanan keuangan, masyarakat
diharapkan memiliki literatur tentang inklusi keuangan. Ada
dua faktor utama yang mempengaruhi inklusi keuangan di
seluruh negara:

(1) Faktor struktural, terk ait

penyediaan layanan keuangan kepada warga negara;

yang dengan biaya

dan
(2) Faktor terkait kebijakan, yang terkait dengan
penciptaan lmngkungan yang mendukung untuk

mengembangkan inklusi keuangan.'”

Untuk mengetahui perbandingan akses layanan inklusi
keuangan di dunia, maka dapat dipaparkan index mklusi
keuvangan yang dikeluarkan oleh World Bank, The Global
Findex Database 2014, seperti tergambar pada grafik 2.1.
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Berdasarkan survel Bank Dunia dalam The Global Fmndex
Database 2014, 62 persen penduduk dunia memiliki rekening,
meningkat dari 51 persen pada 2011. Selanjutnya, untuk
36,1 sudah

Indonesia, persen orang dewasa pada 2014

"™ Ihid.
1% [hid.
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mempunyai rekening, 35.9 persen di lembaga keuangan dan 0.4
persen rekening uang elektronik vyang dapat diakses
menggunakan telepon seluler. Jika dibandingkan dengan
Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja, tingkat keuangan
inklusif Indonesia relatif tinggi, tapi masih rendah dibandingkan
Thailand dan Malaysia.

D1 tahun 2020 layanan keuangan mengalami kenaikan luar
biasa karena dampak digital. Hasil surver Financial Access
Survey (FAS) menunjukkan ekspansi yang cukup besar dalam
penggunaan layanan keuangan digital selama pandemi,
sementara penggunaan layanan keuangan tradisional tetap
stabil. Penggunaan layanan keuangan digital berkembang pesat
selama pandemi. Penggunaan layanan keuangan digital telah
didukung oleh social distancing dan lockdown, seperti yang
terlihat dar1 data FAS terbaru. Penggunaan uang seluler
berkembang pada negara berpenghasilan rendah dan menengah,
dengan nilai transaksi uang seluler sebagai persentase dari PDB
meningkat rata-rata 2 poin persentasenya pada tahun 2020.
Volume dan nilai transaksi mobile dan internet banking
meningkat di semua kelompok, dimana masyarakat ekonomi
berpenghasilan menengah ke atas dan berpenghasilan tinggi
mengalami kenaikan pendapatan paling tinggi. Kondisi ini
dapat dilihat dalam grafik 2.2.
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Grafik 2.2. Uang Seluler, Transaksi Perbankan dan
Internet

Penggunaan layanan keuangan tradisional secara umum
tetap stabil. Data gabungan menunjukkan bahwa aksesibility
dan penggunaan layanan produk dan jasa keuangan di bank
komersial secara umum tetap stabil untuk negara-negara di
semua kelompok pendapatan pada tahun 2020. Ini bisa menjadi
hasil dari langkah-langkah kebijakan yang diterapkan untuk
mendukung mdividu dan perusahaan selama pandemi. Namun,
di beberapa negara, termasuk beberapa negara rapuh dan
terkena dampak konflik, indikator penggunaan layanan
keuangan (terutama yang terkait dengan pinjaman) turun pada
tahun 2020. Data lembaga keuangan mikro-yang merupakan
penyedia layanan keuangan utama bagi kelompok yang lebih
rentan termasuk perempuan-juga menunjukkan beberapa
pembalikan.
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Pinjaman UKM yang beredar sebagian besar tetap stabil
untuk banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah ke
bawah. UKM merupakan pusat kegiatan ekonomi banyak
negara dan beberapa pemerintah telah mengambil langkah-
langkah kebijakan untuk mendukung mereka. Pelacak
Kebijakan COVID-19 Akses Keuangan IMF menunjukkan
bahwa bantuan keuangan dalam bentuk hibah telah menjadi
langkah kebijakan UKM yang paling banyak digunakan selama
pandemi, dikuti oleh jaminan publik atas pinjaman,
moratorium pinjaman, keringanan pajak, dan suku bunga
rendah. Banyak wyurisdiksi mencatat sedikit perubahan atau
peningkatan pinjaman kepada UKM oleh bank umum pada
tahun 2020, berpotensi karena efektivitas langkah-langkah
kebijakan i, meskipun beberapa kasus di mana pmjaman
UKM menurun.

Hasil beragam untuk akses perempuan ke dan penggunaan
layanan keuangan. Data terpilah gender FAS terbaru
menunjukkan hasil yang beragam dalam hal inklusi keuangan
perempuan. Simpanan dan pinjaman milik perempuan di bank
komersial tetap stabil atau bahkan meningkat di beberapa
negara. Hasil ini mungkin sebagian disebabkan oleh langkah-
langkah sensitif gender yang diambil untuk mendukung akses
keuangan perempuan selama pandemi. Namun, jumlah
peminjam perempuan per 1.000 perempuan dewasa turun di
beberapa negara dan, dalam beberapa kasus, keuntungan dari
tahun-tahun sebelumnya terbalik pada tahun 2020. Rata-rata,
sebagian besar indikator menunjukkan kesenjangan gender yang
tidak berubah dalam akses keuangan selama pandemi, tetapi
mengingat kesenjangan gender yang sudah ada sebelumnya,
memajukan akses keuwangan perempuan di ekonomi
berpenghasilan rendah dan menengah tetap menjadi tantangan.

Pada Oktober 2021, 165 yurisdiks: telah mengirimkan
data ke FAS. Jumlah yurisdiks1 yang melaporkan data terpilah
gender meningkat menjadi 71-meningkat sepuluh persen dari
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putaran sebelumnya. Jumlah pelapor vang seluler juga tumbuh
menjadi 83-kira-kira 90 persen negara dengan layanan uang
seluler langsung.

Dengan melakukan inovasi pembangunan infrastruktur
keuangan dan peningkatan kualitas mstitusi, negara-negara
ASEAN dapat mempercepat mklusi keuangan. Menurut Loo,
strategl  meliputi  penyediaan  infrastruktur  perbankan,
pengendalian korupsi, dan pemantauan akses keuangan bagi
masyarakat yang kurang beruntung.'™ Namun, negara-negara
ASEAN terus memiliki kualitas kelembagaan yang buruk. Ini
mungkin juga menjelaskan mengapa inklusi keuangan di
negara-negara ini tetap rendah.

Selain kelembagaan vyang buruk, Akudugu dkk,
menyatakan Aturan yang tidak tepat dalam memperoleh vang
dapat menghambat inklusi keuangan di suatu negara. Hal ini
dapat membuat publik di pedesaan, enggan bergabung dalam
sistem keuangan formal.'"”" Lebih lanjut, Nkoa dan Song'®,
menemukan bahwa inklusi keuangan berkualitas memiliki
dampak signifikan di tingkat makro, dan kepercayaan pada
mstitusi keuangan adalah pendorong inklusi keuangan. 109

C. Inklusi Keuangan Indonesia, Sejak Kapan?

Padahal, dalam hal indikator dan proses untuk mendorong
inklusi keuangan, Indonesia telah melakukannya sejak tahun
1970-an, ketika Bank Rakyat Indonesia meluncurkan kampanye
Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas) dan Tabungan
Berjangka (Taska). Hal mi1 dilakukan BRI untuk meningkatkan
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1o Exk Kam Loon Loo, “Enhancing Financial Inclusion in ASEAN:
Identifying _the Best Growth Markets for Fintech.” Jowrnal of Risk and
Fimm{'iumugﬂnfm 12, no. 4 (2019 181.

" Mamudu A. Akudugu, Irene S. Egyir, dan Akwasi Mensah-Bonsu,
“Women ers’ access to credit from rural banks in Ghana,” Agriculiural
Finance Fww 6Y, no. 3 (2000 284200,

" Bruno Emmanuel Ongo Nkoa dan Jacques Simon Song, “Does
institutional qualit ect financial inclusion in Africa? A panel data analysis,”
Economic _?j'ﬂemx%m}. 4 (20200: 100836

"™ Xiaoyan Xu, “Trust and financial inclusion: A cross-country study,”
Finance Research Letters 35 (2020): 101310
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keterlibatan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan
sekaligus mengurangi beban pemerintah. Tabanas adalah jenis
rekening tabungan yang disimpan oleh bank yang ditunjuk
pemerintah yang, secara teori, tidak dibatasi oleh waktu, jumlah
yang disimpan, atau penarikan. Tabanas dan Taska pertama kali
diluncurkan pada 2 Agustus 1971, dalam acara Gerakan
Menabung Nasional (GTN). Upaya tabungan nasional ini
bertujuan  untuk  mengumpulkan  sebanyak  mungkin
pengangguran dari masyarakat untuk mendukung pembangunan
sekaligus menanamkan kesadaran dan kebiasaan menabung.'"”

Selain itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan dunia
perbankan meluncurkan kampanye nasional “Come to the
Bank™ pada tahun 2008. Tujuannya adalah untuk menyajikan
barang dan jasa perbankan, serta fitur-fiturnya, seperti
keuntungan, risiko, biaya, hak, dan tanggung jawab, serta peran
mtermediasi  perbankan. Dalam rangka meningkatkan
pengetahuan masyarakat tentang perlunya memperhatikan 3P
sebelum membeli barang dan jasa perbankan, Bank Indonesia
memulal kampanye kesadaran masyarakat pada tahun 2009.
Pastikan Manfaat, Pastikan Risiko, dan Pastikan Biaya adalah
tiga Ps. Gerakan Menabung Indonesia (GIM) didirikan pada
Februari 2010, bersamaan dengan produk TabunganKU.
Merupakan produk tabungan perorangan penduduk Indonesia
dengan kondisi sederhana dan mudah yang ditawarkan bank-
bank di Indonesia dalam rangka mendorong tradisi menabung
untuk kesejahteraan masyarakat.'"’

Di sisi lain, baik berbasis perbankan, tradisional, regional,
maupun koperasi, pertumbuhan praktik keuangan mikro di
Indonesia merupakan bagian dari inklusi keuangan. Alasan
mendasar terciptanya praktik keuangan mikro di negara ini,
menurut sejarah semua jenis organisasi keuangan mikro, adalah
kebutuhan asli masyarakat. Dengan kondisi perekonomian yang
masih lemah dan struktur perusahaan yang didominasi oleh
pelaku usaha mikro dan kecil, lembaga keuangan harus

" Ihid.
" Ihid., 97-98.
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memiliki kualitas yang sesual dengan operasional usaha mikro
dan kecil agar dapat memenuhi tuntutan jasa keuangannya.'"

Hasil Survel Keuangan Inklusif Nasional Dewan Nasional
Keuangan Inklusif (5-DNKI) 2020, 81,4 persen masyarakat
telah memanfaatkan barang atau jasa lembaga keuangan lfau
Jika dibandingkan tahun 2018, angka 1m tumbuh menjadi 78.8
persen. Sementara itu, 61,7 persen orang memiliki akun.
Persentase i juga meningkat sejak tahun lalu, .1 35,7
pcrs-:n.“ Artinya, kepemilikan akun lebih luas di daerah
perkotaan daripada di daerah pedesaan. Namun, kepemilikan
rekening pedesaan tumbuh lebih cepat daripada kepemilikan
rekening perkotaan. Agen bank dan BUMDes juga memiliki
peran vital dalam meningkatkan kepemilikan rekening di daerah
pedesaan.' '

Kemudian, program bantuan pemermtah menyebabkan
peningkatan kepemilikan reke l. Sebanyak tujuh dari sepuluh
orang vyang mendapatkan bantuan pemerintah memiliki
rekening. Pada 2020, peserta program bantuan pemermtah
tumbuh mﬁrm 40.8 persen, naik dari1 17,2 persen pada 2018.
Pada 2020, akses masyarakat Indonesia terhadap barang dan
perbankan syariah juga akan tumbuh. Penggunaan dana
Lembaga Keuangan Mikro Syariah meningkat sebesar 1%,
tabungan dan depc) meningkat sebesar 0,7%, transfer bank
meningkat sebesar 00.3%, dan akses masyarakat terhadap barang
dan jasa perbankan syariah meningkat sebesar 06%.'"

Selain il@'ﬂgmm kerja keuangan inklusif 2021-2024
berfokus pada peningkatan akses layanan perbankan formal,
peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, penurunan
biaya layanan perbankan, perluasan akses layanan keuangan
bagi usaha kecil dan menengah, serta peningkatan integrasi.
Survel tersebut mempertimbangkan stratifikasi  wilayah

"* Darsono, dkk. Pera Keuangan Mikro Svariah Indonesia (Jakarta:
Tazkia Publishing kerjasama Bank Indonesia, 2018),22.

' Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian And chik
Indonesia, Sistem Kewangan Inklusif Uniuk Kesejahteraan Masvarakar, Staran
Pers HM 4.6/165/SET.M EKON.3/06/2021, 2021, www.ekon.go.id.

" Ihid.

"3 Ihid.
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perkotaan/pedesaan dan gender, serta perkiraan jumlah
penduduk nasional tahun 2020.
D. Peaemhangan Inklusi Keuangan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan berbagai
upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
masyarakat dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi
nasional dan menmngkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
(SNLKI) 2021-2025. Kompetensi sikap dan perilaku keuangan
yang bijak, dan aksesibilitas layanan keuangan merupakan tiga
pilar SNLKI. Beberapa inisiatif dan program aksi utama
merupakan b@am dari Program Strategis yang telah ditetapkan.

Selain SNLKI 2021-2025, OJK telah mengembangkan

Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan dan
Buku Saku Literasi Keuangan Pengantin yang m.lill]}"il
merupakan komponen infrastruktur hterasi keuangan. Learning
Management System (LMS) dibuat sebagai bagian dari strategi
pembelajaran dan pelatihan terpadu untuk menjadi pusat
pembelajaran, pelatihan, dan manajemen pengetahuan di bidang
peningkatan mater: literasi keuangan melalui pemanfaatan
teknologi informasi. Untuk mengatasi masalah demografi dan
geografis Indonesia, pengembangan LMS sangat penting
sebagai bilal] dari campuran taktik implementasi pendidikan
offline dan online. Pengembangan LMS bertujuan untuk:

1. Memfasilitas: kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan
pelatihan literasi keuangan;

2. Menmgkatkan akses peserta terhadap sarana dan
prasarana pendidikan untuk menmgkatkan literas:
keuangan;

3. Mempercepat proses pembelajaran terkait materi
literasi keuangan; dan

4. Memetakan tingkat pemahaman mater1 [literasi
keuangan.

Learning Management System (LMS) yang dapat diann:s

di https://Imsku.ojk.goad 1 dibarapkan dapat membantu Tim
Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam
menjalankan program kerja perluasan akses keuangan di daerah.
daerah dengan mempercepat pemerataan mdeks literasi di
daerah.
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Penelitian !ﬂpiris menunjukkan hubunga yang kuat
antara inklusi keuangan, kemajuan ekonomi, dan kese jahteraan
mdividu. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara rencana
inklusi keuangan dengan pembangunan ek(}[ani yang lebih
luas dan strategi pengentasan kemiskinan. Perluasan akses
keuangan dapat menmgkatkan efektivitas fungsi intermediasi
keuangan melalui peningkatan tabungan, peningkatan investasi
dalam negeri, dan stabilitas sistem keuangan yang kesemuanya
akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melihat pentingnya
uangan inklusif dalam mendorong kemajuan ekonomi,
Presiden Indonesia meueka(zm komitmen Indonesia terhadap
kevangan inklusif dalam KTT G20 di Los Cabos, Meksiko
tahun 2012. Sesuai dengan janji tersebut, tujuan mklusi
keuangan Indonesia dalam Nawa Cita Ketujuh adalah untuk
meningkatkan persentalpenduduk dewasa yang menggunakan
jasa keuangan melalui lembaga keuangan formal sebesar 50%
pada akhir tahun 2019. Lebih lanjut, dengan melihat adanya
hubungan sebab akibat yang kuat antara pengembangan sistem
keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan individu,
tujuan inklusi kenangan Indonesia telah dinaikkan menjadi 75
persen pada akhir tahun 2019.

Keuangan inklusif membantu orang-orang yang rentan
dan berpenghasilan rendah dalam meningkatkan pendapatan
mereka, mengumpulkan vang, clc}la risiko, dan keluar dari
kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan, Indonesia
harus lﬂlgupayakan tingkat inklusi keuangan vyang lebih
tinggi. Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal)
bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank
Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun Strategi
Nasional untuk Kngan Inklusif (SNKI).

Pemermntah memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung
program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan antar individu dan antar daerah dengan
meningkatkan akses pelayanan bagi seluruh masyarakat dalam
rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
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ekmmmi.geuangan. Peningkatan akses ke layanan keuangan ini
dilakukan dengan memperluas sisi permintaan dan penawaran.
Dari si1s1 permmntaan, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan ekonomi dan keuangan, serta pemahaman
masyarakat akan pentingnya sistem keuangan. Dari sisi
penawaran, pemerintah aemperluas ketersediaan layanan
keuangan ke semua sektor masyarakat. Upaya pemerintah untuk
a:‘nd{}rcmg akses layanan keuangan menghasilkan lima pilar.
Pilar pertama adalah pendidikan keuangan, yang berupaya
meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang
lembaga keuangan formal, barang dan jasa keuangan. Pilar
kedua adalah hak milik masyarakat, dengan tujuan
meningkatkan akses kredit masyarakat ke lembaga keuangan
formal. Pilar ketiga adalah jalur intermediasi dan distribusi
yang bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan
guna menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang
beragam. Pilar keempat adalah layanan keuangan pemerintah,
yang berupaya mendorong tata kelola dan transparansi layanan
publik dalam penyaluran dana pemerintah secara nontunai.
Pilar kelima adalah perlindungan konsumen yang berupaya
memberikan rasa aman kepada masyarakat saat berinteraksi
dengan lembaga keuangan. Selanjutnya, lima pilar SNKI
ditopang oleh tiga landasan. Pilar pelmla adalah seperangkat
peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan
mmisiatif kevangan inklusif. Pilar kedua adalah infrastruktur
pendukung dan teknologi informasi keuangan, yang dirancang
untuk mengurangi informasi asimetris yang dapat menjadi
hambatan dalam menerima layanan keuangan. Landasan ketiga
adalah organisasi dan sistem implementasi yang efe,ktituk
memfasilitasi koordinasi dan integrasi berbagai operasi, seperti
yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 di bawah 1ni.
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Filar dan Fondasi Strategi Masional Keuangan Inkdusif

Target Keuangan Inklusif

Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi mklusi keuangan
Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut
survel tahun 2020, keuangan inklusif yang diukur berdasarkan
akun meningkat 61,7 persen. Tren inklusi keuangan Indonesia
meningkat, 81, 4 persen di tahun 2020 dibanding 59,74 persen
pada 2013 silam. Target yang dicanangkan Presiden Jokowi di
tahun 2024 indeks inklusi keuangan harus mencapai 90 persen.
Indeks literasi keuangan di tahun 2019 berada dikisaran
3803 persen. Sementara indeks inklusi keuangan adalah 76,19
persen. Menurut Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional
ketiga OJK, persentase ini lebih besar hasil polling OJK
2016 yang mengungkapkan skor literasi 29.7 persen dan ind
mklusi keuangan menyumbang 67 .8 persen. Berikut grafik 2.4,
indeks literasi dan inklusi keuangan Indonesia 2016-2019.

INDEKS INDEKS
LITERASI INKLUSI
KEUANGAN E E KEUANGAN
=TT
Pyl e, st o, B b el g FowRariaon s nora bera g leThaga, podlin e
Fomgeeganhd ehap can el urlL menagaadan aoli g el b L DG alar i e
purgurdvas vep e den pere Lels n ke egan selars S STELRI T b SR LS 1% B TR

b e Wil st A At T G

g el Crvwe . g eden, Semhen s e Jeia Cesmgen Pwrvmcrss i rees Lrwvmgm Brmrwsdr Seed i Brioee fwa g
- p—
v "

ks TITD W 12770

'I ey =
-




53

Masyarakat memiliki akses yang lebih besar terhadap
barang dan jasa perbankan syariah pada tahun 2020.
Pemanfaatan dana LK@ meningkat sebesar 1%, deposito dan
tabungan naik sebesar 0,7 persen, transfer bank menmgkat 0,3
persen, sedangkan akses masyarakat terhadap layanan produk
dan jasa perbankan syariah meningkat sebesar 0,6 persen. 8

Tiga tahun terakhir, literasi keuangan meningkat 833
persen, sedangkan akm-duk dan jasa layanan keuangan 8 39
persen. Hasil surver yang dilakukan OJK di 2019 melibatkan
12773 mforman terdiri dari 34 meliputi 67 kota/kabupaten,
dengan mempertimbangkan strata dan gender.

Menurut laporan OJK, daerah perkotaan memiliki skor
literasi keuangan sebesar 4141 persen pada tahun 2019,
sedangkan masyarakat pedesaan memiliki indeks literasi
keuangan sebesar 34,53 persen. in1 menunjukkan mereka yang
melek finansial lebih cenderung tinggal di kota daripada di
pedesaan. Selanjutnya, pria memiliki nilai indeks lebih tinggi
3994 persen daripada wanita hanya 36,13 pCl’SCl].Im D1
Indonesia, setiap provinsi memiliki tingkat literasi yang
bervariasi. Dengan skor 40,0 persen, DKI Jakarta menjadi
provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi pada tahun
2016. Sementara itu, rata-rata peringkat literasi atau
pengetahuan keuangan nasional 29.7%. Provinsi Papua Barat
dengan 193 persen merupakan provinsi di Indonesia dengan
tingkat literasi keuangan terendah.''’ Berikut data lengkap
inklusi keuangan per propinsi di Indonesia.

" Otoritas Jasa Kenangan, “Survey Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun
2019.”

""" Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Indonesia 2017, Ok
(2018).
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Total rekening bank baru saat dibuka selama Bulan
Keuangan Inklusi naik menjadi 789.025 rekening. Dilain sisi,
Indonesia memiliki 13.8 juta rekening uang elektronik dan 5,1
Juta pedagang yvang menggunakan Kode Respon Cepat Standar
Indonesia, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
merupakan mayoritas pedagang.

Dari 2014 hingga 2018, jumlah akun pada kelompok usia
dewasa tidak melampaui 50%. Ia mampu menmngkatkan mklusi
keuangan publik di Indonesia dengan mengembangkan inisiatif
mklusi  kewangan untuk  perempuan dan  kelompok
berpenghasilan rendah. Orang dewasa yang memiliki akun
menyumbang 48.9% dari populasi orang dewasa pada akhir
tahun 2017. Ini adalah persentase yang lebih besar dari rekor
tahun sebelumnya sebesar 36%. Hal in1 ditunjukkan pada grafik
2.6, tentang persentase penduduk Indonesia yang memiliki
rekening bank dari tahun 2021 hingga 2019.
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Persontase Kepomillkan Rekening Penduduk Dewasa di Indonesia (201-20019E)
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Sumber: Databox, 2021

Meskipun telah ditingkatkan, akses masyarakat terhadap
layanan keuangan masih di bawah penduduk dewasa pada
umumnya. Kenalkan fintech peer-to-peer lending (P2P)
diprediksi akan mendorong keuangan inklusi di Tanah Air.
Pemermmtah ingin masyarakat mampu membayar jasa keuangan
pada tingkat 75%.

Pemerintah melakukan inovasi layanan keuangan dan
bekerja sama dengan organisasi non-keuangan untuk
mempercepat  mklusi  keuangan. Peningkatan mfrastruktur
inklusi keuangan, kesadaran dan literasi masyarakat, serta
sertifikasi hak milik masyarakat juga menjadi prioritas.

Tingkat keuangan inklusi Indonesia masih rendah. Tahun
2019, sebanyak 51% populasi orang dewasa (95 juta orang)
tidak memiliki akses ke rekening bank. Layanan keuangan
digital adalah salah satu solus1 (LKD).

LKD adalah kegiatan membayar dan jasa financial yang
dilaksanakan pihak ketiga dengan teknologi digital seperti
ponsel atau internet (agen). Perorangan atau publik yang non
pegawal perbankan yang telah mendapat izin resmi mendirikan
lembaga keuangan digital disebut sebagai agen LKD.

Jumlah Agen per 100000 penduduk dewasa di Pulau
Sulawesi, menurut statistik dari Bank Indonesia 2020. Di pulau
itu, total ada 365 agen. Dengan 313 agen, Pulau Jawa berada di
urutan kedua, disusul Pulau Kalimantan dengan 300 LKD,
Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali dengan 285 LKD, Pulau
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Sumatera dengan 278 agen, dan Kepulauan Maluku dan Papua
dengan 248 LKD. Pada tahun 2020, jumlah agen LKD layanan
keuangan digital per 100.000 orang di Indonesia adalah seperti
grafik 2.7.

Rasio Agen Layanan Keuangan Digital per 100.000 Penduduk

(2020)
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Peningkatan inklusi terutama pelaku usaha mikmdan
kecil. Bank wmum menyalurkan kredit UMKM 198%.
sementara Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp196.,42 triliun atau
103 3 persen dari target Rp190 triliun.

Usaha Kecil Menengah (UKM), menurut Aga et.al, adalah
inti pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, serta penyedia
lapangan kerja utama.'" UKM dikatakan Kamunge dan
Tirimba merupakan pemain penting dalam pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi karena memberikan peluang kerja bagi
warga negara, yang meningkatkan pendapatan rumah tangga
mereka.'"” Namun, Peter dan Cathy menunjukkan kurangnya
studi tentang kontribusi UKM untuk jaringan, yang berdampak
pada daya saing ketika sumber daya dibatasi. Menunjukkan
bahwa, selain meningkatkan daya saing, jejarmg di antara UKM
menyediakan pengumpulan biaya pelatihan karyawan, serta

50
¥ Gemechu Aga,grid C. Francis, dan Jorge Rodriguez-Meza, “*SMEs,
Age, and : A Review of the Literature , Metrics , and Evidence,” Policy
Research ﬁkiﬂg Paper 7493, no. November (2015): 41.
" Mbugua Stephen Kamunge dan Ondabu Ibrahim Tirimba, **Factors
Affecting the Performance of Small and Micro Enterprises in Limuru Town
Market of Kiambu County , Kenya™ 4, no. 12 (2014).




57

penghematan biaya dalam konsultasi dan R&D, produksi,
ekspor, dan dukungan sumber daya manusia dan keuangan.'*

Sementara Kenny dan Fahy tidak mengungkap hubungan
kausal antara jarmgan sumber daya, berbagi pengetahuan, dan
kinerja internasional, penelitian mereka menunjukkan bahwa
Jaringan modal manusia perusahaan memiliki hubungan yang
menguntungkan dengan kinerja internasional.”' Sebagian besar
UKM di Afrika Sub-Sahara, dan khususnya di Uganda,
menghadapir banyak masalah yang mempengaruhi operasi
mereka dan kelangsungan hidup jangka panjang. Telah
diperhatikan bahwa tingkat kegagalan bisnis menakutkan,
dengan h:ll‘]?’:l sebagian kecil perusahaan yang bertahan selama
satu tahun. ™

Dibandingkan dengan ekonomi industri, mengklaim bahwa
UKM menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengetahuan
teknologi dan Imgkungan bisnis yang tidak bermh:lbxlt yang
mempengaruhi kelangsungan hidup mereka.'” " Kinerja setiap
UKM akan ditentukan oleh kemampuan mereka untuk
bermovasi agar sesual dengan selera dan preferensi konsumen,
yang akan memperluas jangkauvan pasar dan memberikan
keunggulan kompetitif atas pesaing mereka. Karena tingkat
persaingan semakin meningkat setiap hari, UKM harus kreatif
dan imajinatif meningkatkan kuantitas dan kualitas produk dan
layanan mereka, yang akan memotivasi karyawan.'**

Daya cipta UMKM harus dipupuk dengan kElEl‘EﬁC(_m'l
infrastruktur pendukung dan teknologi informasi. Menurut data
Kementerian Komunikasi dan Informatika, koneksi internet saat
i tersedia di 11.817 lokasi fasilitas umum, dan utilisasi Palapa
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' Turyakira Peter dan %ﬂr Mbidde Cathy, “Networking for SMES in
Uganda: ceptual paper,” African Jowrnal of Business Management 9, no. 2
(2015): 4

"l Breda Kenny dan John Fahy, “Network resources and international
performance of high tech 5" Jowrnal of Small Business and Enterprise
Development 18, no. 3 (201 0-5545,

'= Aga, Francis, dan Rodrignez-Meza, “SMEs,_Aze, and Jobs: A Review
of the Literature , Metrics , and Evidence.”

'Z Reza Farrokhian dan Faezeh Soleimani, “Assessing capabilities for
innovation - The case of Iranian kalleh meat product company,” International

Conference on Operation Excellence and Service Engineering (20153): 23-32,
'+ Ihid.
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Ring secara umum terus meningkat. Pemerintah juga telah
menetapkan Peta Akses Jasa Keuangan Indonesia dan merilis
LocationKu, alat penca@ titik layanan keuangan.

Demikian pula POJK No. 76/POJK.07/2016 tentang
Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa
Keuangan Bagi Konsumen dﬂatau Masyarakat diterbitkan
untuk meningkatkan edukasi literasi dan mklusi keuangan.
Setahun sekali, para pelaku usaha di industri jasa keuangan
menjalan: pelatihan.

Untuk l@]gkil[kill‘l indeks dan literasi, pemerintah
menerbitkan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional
Keuangan Inklusif (SNKI) tahun 2020 untuk mmaakam
kondisi yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai
produk dan layanan keuangan formal berkualitas secara tepat
waktu, lancar, dan aman di biaya yang terjangkau. agar
hubungan yang kuat mi tetap berjalan dan mencapai tujuan
tanggal 2024, Hal ini dimaksudkan agar Kkesejahteraan
lTI':lS}“Ell'Ellmilpill berkembang sejalan dengan tuntutan dalam
rangka mendukung pertumbubhan ekonomi, pengurangan
kemiskinan, dan menutup kesenjangan antara kesejahteraan
ndividu dan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah bermaksud meningkatkan akses dan
jangkavan layanan keuangan formal melalui SNKI,
meningkatkan  literasi  dan  perlindungan  konsumen,
meningkatkan akses permodalan dan mendukung
pengembangan UMKM, meningkatkan produk dan layanan
kevangan digital, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan
keuangan melalui layanan digital..

Literasi keuangan sangat penting, menurut Bhushan dan
Medury, karena berbagai alasan. Konsumen yang memiliki
pengetahuan finansial mungkin dapat melewati masa ekonomi
yang sulit karena mereka telah melakukan saving, asuransi dan
mendiversifikasi investasi. Literasi keuangan terkait dengan
kebiasaan bailk termasuk membayar tagihan, melakukan
pembayaran tepat waktu, menabung sebelum habis, dan
memanfaatkan kartu kredit dengan bijak. Kerugian mdividu
akan terjadi karena kurangnya pengetahuan keuangan, baik
sebagai akibat dari inflasi, penurunan kondisi ekonomi
domestik dan internasional, atau pertumbuhan sistem ekonomi
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yang membuat masyarakat lebih boros dan konsumtif.
Begitupun kurangnya literasi keuangan membuat orang sulit
bermvestasi dan mengakses pasar lmuamgan.']5

Indonesia telah berj;u]tuk mempromosikan inklusi
keuangan di seluruh negeri. OJK bersama dengan Industri Jasa
Keuangan dan organisasi terkait terus berupaya meningkatkan
inklusi  keuangan dengan memperl akses keuangan,
menjamin  ketersediaan barang dan jasa keuangan, serta
meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan
keuangan. Beberapa EbE®eram juga digunakan untuk
melak sanakan tugas ini, antara lain:

e Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor

¢  Tabungan Pelajar

o Tabu ngau@muda dan Mahasiswa

e TPAKD (T Percepatan Akses Keuangan Daerah)

* Bank Wakaf Mikro

o  Sentral Edukasi dan Layanan Konsumen serta Akses

Keuangan UMKM

o KUR (Kredit Usaha Rakyat)

s  Layanan Keuangan Mikro

Inisiatif-imisiatif berikut meliputi penciptaan pendidikan
digital, dukungan program pendidikan dan literasi keuangan
syariah terintegrasi serta pendidikan berbasis masyarakat,
penguatan infrastruktur pendidikan, dan penguatan taktik aliansi
dengan pemangku kepentingan dan masyarakat. Sementara itu,
OJK berupaya meningkatkan inklusi keuangan dengan
memperkuat  peraturan  perundang-undangan, melaksanakan
program kerja untuk meningkatkan akses keuangan, serta
menge mbangkan dan memperkuat sistem informasi.
E. Kontribusi Inklusi Keuangan dari Berbagai Sektor Jasa

Keuangan

Literasi masyarakat tentang produk jasa dan layanan
keuangan formal diyakini masih terbatas. Olehnya itu, OJEEE)
menetapkan target pencapalan keuangan mklusif 90 persen di
tahun 2024. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

125

= Yajulu Medury Puneet Bhushan, “Financial Litemacy and its

Determinants,” Infernational Journal of Engineering, Business and Enterprise
Applications (IJEBEA) 4 (2), no. July (2013): 155-160.




':l OJK, indeks literasi atau pengetahuan keuangan adalah
38 03 persen dan inklusi keuangan Indeks sebesar 76,19 persen
pada 2019. Itka dibandingkan dengan hasil surver OJK tahun
2016, El tersebut meningkat. Skor literasi keuangan saat itu
adalah 297%, sedangkan indeks inklusi keuangan adalah
67 8%.

Indeks literasi keuangan merupakan kompilasi dari
pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi
sikap untuk menmgkatkan kualitas pengambilan keputusan dan
pengelolaan keuangan dalam mengejar kekayaan. Oleh karena
itu, Thomas Dewaranu, peneliti di Center for Indonesian Policy
Studies berpendapat bahwa literasi atau pengetahuan keuangan
harus menjadi prioritas utama dalam memperluas inklusi
keuangan. Inklusi keuangan, atau memperoleh akses ke sistem
keuangan formal bagi mereka yang tidak bankable, d:lP:ll ditkuti
dengan membangun kepercayaan dan pemahaman. ™ Benkut
kontribusi inklusi keuangan berbagai sektor pembiayaan di
Indonesia.

1. Kontribusi Fintech

Bisnis fintech global terus berkembang. Cambridge
er of Alternative Finance (CCAF) menerbitkan
Global COVID-19 Fintech Market Rapid Assessment
Study pada November 2020, yang menunjukkan
peningkatan adopsi layanan keuangan digital di negara
berkembang, khususnya pembayaran dan pengiriman
uang digital, bank digital, dan tabungan. atau simpanan
digital. Temumxneliliam ini menambah kepercayaan
dunia tentang potensi fintech untuk meningkatkan akses
ke layanan keuangan, inklusi ekonomi, dan kontribusi
ekonomi.

Jumlah anggota AFTECH, misalnya, meningkat
drastis selama 5 (lima) tahun terakhir, dari 24 (2016)
menjadi 369 (2020), mewakili lebih dari 20 jenis usaha.

1% Thomas Dewaranu (Peneliti Center for Indonesian Policy Studies
(CIPS). Pemahaman Masyarakat Tentang Lembaga Kenangan Mikm Berada di
Urutan Paling Bawah. Dimuat oleh Merdeka.com, Selasa, 2 November 2021,
Diakses pada tanggal 27 September 2021,
https:/www . merdek a.com/uang/pemahaman-masyarakat-tentang-lembaga-
keuangan-mikro-berada-di-urutan-palin g-bawah html
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Secara keseluruhan, pandemi tidak memperlambat sisi
PE[S(}la ckspansi industri fintech.

Financial Technology (Fmtech) merupakan salah
satu movasi layanan keuangan yang semakin populer di
era digital saat ini, dan teknologi dalam arti digitalisasi
pembayaran merupakan salah satu sektor bisnis Fintech
yang paling berkembang di Indonesia. Dalam situasi ini,
pemerint dan masyarakat menginginkan industri
Fintech untuk mendorong dan memperluas jumlah
masyfgEkat yang memiliki akses ke layanan keuangan.

Bank Indonesia memfflkan penjelasan mengenai
Teknologi Finansial dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan
Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Dalam hal
Implementasi Teknologi Finansial. Teknologi keuangan
adalah penerapan teknologi dalarasistcm keuangan
untuk menciptakan barang jasa, teknologi, dan/atau
model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas
moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi,
kelancaran, keamanan, dan ketergantungan sistem
pembayaran.

Financial Stability Board dalam  Nizar,
mendefinisikan fintech sebagai bentuk movasi teknologi
layanan keuangan yang dapat menghasilkan model
bisnis, aplikasi, proses atau produk dengan efek material
yang terkait dengan pcnycdiaaasa layanan keuangan.
Berdasarkan pengertian di atas Fintech merupakan suatu
inovasi mndustri jasa keuangan yang memanfaatkan
penggunaan tekEPgi.

Menurut  statistik OJK per Juli ZEI, total
penyaluran kredit melalui Fintech pada tahun 2020
(Januari hingga Juli) mencapai Rp35 triliun, dengan
tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 135 persen (Juli
2020, year-on-year). Hal mi menunjukkan bahwa di
minat masyarakat terhadap pmjaman berbasis fintech
tetap meningkat.'”’

" Otoritas Jasa Keuangan, “Survey Literasi Dan Inklusi Keuangan
Tahun 2019, Otoritas Jasa Kewangan (2020,




62

Fintech menjadi semakin penting sebagai salah
cara untuk mengeksplorasi sistem keuangan
Indonesia, khususnya kelompok masyarakat yang tak
terlayani lemfJea keuangan. Peningkatan penyaluran
kredit fintech di luar Jawa sebesar ]ﬂ?sen (year-on-
year), menunjukkan pentingnya Fintech dalam
penyebaran sektor ekonomi, khususnya UMKM.'** Di
Indonesia, total nilai penawaran fintech lending
melampau Rp. 88 4 triliun. Grafik 2.7, menggambarkan
jumlah total penawaran pinjaman fintech lending di
Indonesia.

Jumlah Penyaluran Pinjaman Bulanan Fintech Lending

B
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Sumbangsih inklusi keuangan dari sektor fintech
memang terus mengalami  peningkatan. Namun,
peningkatan itu belum dibarengi dengan pemerataan di
seluruh Indonesia. Kenaitkan tersebut masih terfokus di
wilayah Jawa. Data inm1 dapat dilihat pada grafik
sebagaimana grafik 2.8 berikut mi.

93

' INDEF dan Asosiasi Fintech Indoensia, %ﬂ Dampak Fintech P2P
Lending terhadap Perekonomian Nasine” Institute for Development of
Economics and Finance (2019): 1-13, hips:/findef.or.id/update/detail/studi-
dampak-fintech-peer-to-peer-lending-terhad ap-pere konomian-nasional.
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Akumulasi Penyaluran Pinjaman Fintech Lending dari Pulau
Jawa dan Luar Jawa, Januari-Oktober 2020 (OJK)
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Berdasarkan grafik di atas, gKI Jakarta dan Jawa
Barat merupakan provinsi dengan distribusi uang Fintech
tahunan tertinggi, yaitu s-:bB?u' Rp. 27,1 triliun dan Rp.
24 triliun, masing-masing. Jawa Timur (Rp 9.6 triliun),
Banten (Rp 8.2 triliun), dan Jawa Tengah (Rp 8.2 triliun)
semuanya memiliki penyaluran kredit yang sigmifikan
(Rp 5.8 triliun). Sumatera Utara, Bali, Sumatera Selatan,
Sulawesi Selatan, dan Yogyakarta memiliki kapasitas
keuangan gabungan sebesar Rp 1 triliun. Fintech
strategik menmgkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hingga bulan September 2021 data penyaluran pinjaman
fintech lending dikeluarkan databox katadata, seperti
grafik 2.9, sebagai berikut.

Nilai Akumulasi Penyaluran Fintech Lending Januari - Junl 2020

lamuari Fabrusr Marat April Me Surd
2806 ¥ databoks

Kehadiran Fintech terbantu dengan maraknya
penggunaan smartphone oleh masyarakat, khususnya




di pedesaan, sebagai metode penghubung dan
penyampaian  jawaban bagi masyarakat yang
sebelumnya sulit dicapar oleh lembaga keuangan
tradisional. Masyarakat dapat dengan mudah
mengakses layanan keuangan untuk memenuhi
keingman atau  kelancaran  usahanya melalu:
penggunaan smartphone dalam upaya menghidupkan
kembali perekonomian nasional yang terkena dampak
wabah COVID-19.

2. Kfhtribusi Perasuransian

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020, jka
diukur dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB),
menjadi  Rpl15,8339 triliun Rpl5.4342 triliun
Rpl15434.2 triliun Rpl5434.2 lun Rpl15434.2
triiun Rpl15.434.2 trilun Rpl15.43 Penermmaan premi
bruto industry asuransi meningkat sebesar 4,6% dari
Rp481.1 triliun pada tahun 2019 hingga Rp503.3
triliun pada tahun 2020. As a result, the rﬂtfnf return
on equity relative to the PDB has mcreased from 3.04
percent m 2019 to 3.26 percent in 2020."

Pada 2020, total aset bismis asuransi Indonesia
mencapal Rpl.450.32 trilun. Jika dibandingkan total
aset tahun sebelumnya, jumlah ini naik 6.87 persen.
Antara 2016 dan 2020, 215; mdustri asuransi tumbuh
rata-rata 7.66 persen setiap tahun (menggunakan teknik
Compound@l Annual Growth Rate (CAGR)."

Total aset perusahaan asuransi jiwa tumbuh 0,09
persen, dari Rp574,59 trilun di 2019 menjadi
Rp57509 triliun di 2020. Sementara total aset
perusahaan asuransi umum naik 547 persen, dari
Rpl64.64 triliun di 2019 menjadi Rpl173,65. triliun
pada 2020. Sedangkan total aset perusahaan reasuransi
natk 8,39 persen, dari Rp27.26 tri].nl pada 2019
menjadi Rp29,55 trihun pada 2020. Dann Rp459.08
triliun pada 2019 menjadi Rp536,10 triliun pada 2020,

' Otoritas Jasa Keuangan, Stafistik Perasuransian, Insurance Statistics
(Jakarta, 2017).
' Ihid.
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aset sosial organisasi penyelenggara keamanan tumbuh
sebesar 16,78 persen. T()tin aset organisasi yang
menawarkan ASN, Asuransi TNI/POLRI, Kecelakaan
Umum Penumpang, dan Lalu Lintas Jaltumbuh 3,32
persen pada tahun 2020, meningkat dari Rpl31.56
triliun pada tahun 2019 menjadi Rp135,93 trilun pada
tahun 2020. Aset asuransi ditunjukkan di bawah ini."'

Sejak tahun 2014, BPJS Kesehatan dan BPIS
Ketenalgzlkamn telah memberikan Jamman Sosial,
sedangkan PT Asabri, PT Taspen, dan PT Jasa Rn:lrja
telah menyediakan Perusahaan Asuransi untuk ASN,
TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum, dan Lalu
Lintas Jalan.

Pada 2020, tll dana investasi untuk bisnis
asuransi Indonesia adalah Rpl.224 64 triliun. Angka
ini naik 4,29 persa dar1 tahun sebelumnya sebesar
Rp1.174.25 triliun. Perusahaan asuransi jiwa memiliki
409 persen dana nveslasi, dukuti oleh penyelenggara
Jjamman sosial (40,3 persen), perusahaan asuransi
ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan
Lalu Lintas (10,5 persen), perusahaan asuransi umum
(6.8 persen), dan reasuransi perusahaan (1.4 persen).
Dari tahun 2016 hingga 2020, total investasi dari
masing-masing sektor perusahaan asuransi ditunjukkan
pada Tabel 1.6. Sedangkan Grafik 2.11, menunjukkan
persentase mmvestasi untuk masing-masing kategori
perusahaan. '

1 Ihid.
132 Ihid.
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Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (0JK) tahun

2017, skor hterasi asuransi di Indonesia baru 15,76
persen. Statistik ini lebih rendah dari 1784 persen
yang terlihat dalam jajak pendapat 2013. Oleh karena
itu, acara yang direncanakan untuk Hari Asuransi 2018
dirancang untuk mematkan literasi dan mklusi
asuransi. Sedangkan tingkat utilitas mencapai 12,08
persen, sedikit berubah dari surver tahun sebelumnya
sebesar 11,81 persen. Ini menunjukkan bahwa hanya
15 hingga 16 orang Indonesia dari setiap 100 orang
yang peduli dengan lembaga jasa keuangan asuransi.
Meskipun baru 12 orang yang menggunakan jasa
asuransi.

3. Kontribusi Pergadaian

Lembaga Keuangan Khusus adalah sekelompok
lembaga atau usaha yang didirikan atau didirikan untuk
melaksanakan kegiatan m] fungsi khusus, yang
sebagian besar terkait dengan upaya mendukung
misiatif p@rintah untuk kesejahteraan masyarakat.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Pegadaian,
Lembaga Penjaminan, Perusahaan Pembiayaan
Perumahan Sekunder, PT Permodalan Nasional
Madani (Persero), dan PT Danareksa termasuk di
antara lembaga keuangan khusus yang diterbitkan

[Pers.m'

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian mengatur

13 [hid,
'™ Otoritas Jasa Keuangan, Staristik Lembaga Kewangan Khusus 2020,
Statistik Lembaga Kewangan Khusus 2020 (Jakata, 2021).
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mg usaha gadai dalam rangka membangun usaha
gadai yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi
pelaku usaha gadai, dan melindungi nasabah. Operasi
bis; utama pegadaian meliputi: '™

a. Penyaluran uang pinjaman dengan agunan
berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pegadaian;

b. penyaluran pinjaman uvang dengan agunan
berdasarkan fidusia;

¢. Jasa titipan barang berharga; dan/atau

d. Layanan fffilaian.
egadaian dapat melakukan kegiatan usaha lain

aelgn kegiatan usaha pokoknya, seperti:

a. Kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan
Pegadawian yang memberikan fee based income
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
Jasa keuangan; dan/atau

b. Kegiatan usaha lainnya dengan persetujuan
OJK.

Pegadaian penmelh dan pegadaian swasta
merupakan dua jenis pegadalan yang dikendalikan dan
diawasi oleh OJK.

Perusahaan Pegadaian Pemerintah adalah PT
Pegadaian (Persero), sebagaimana tertuang dalam
Staatsblaad 1928 nomor 81 tentang Peraturan Pandhuis
dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan
Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan
(Persero) 16

Pegadaian Swasta adalah badan hukum yang
melakukan transaksi gadai. Badan hukum pegadaian
adalah perseroan terbatas atau koperasi. Modal disetor
pcrusdlm] pegadaian ditentukan oleh ruang lmgkup
bidang usaha, yaitu Rp. 500 juta untuk lingkup wilayah
usaha kabupaten/kota atau Rp. 2.5 miliar untuk lingkup

% Ihid.
1% Ihid.
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p

!ilayah usaha provinsi. Pelaku usaha gadai yang
melakukan kegiatan usaha gadai sebelum berlakunya
POJK Nomor 31 dapat mengajukan permohonan
pendaftaran ke OJK paling lambat duaaahun setelah
POJK diundangkan. Pegadaian wyang telah terdaftar
wajib mengajukan permohonan izin usaha Pegadalan
dalam jangka waktu tiga tahun sejak Peraturan OJK ini
diterbitkan. Sedangkan pelaku usaha pegadaian yang
belum memiliki 1zin usaha harus mengajukan
permohonan izin kepada OJK sebelum melakukan
kegiatan usaha.

Aset gadal mencapai Rp72.187 miliar pada tahun
2020, meningkat 98 persen dibandingkan tahun
sebelumnya. Liabilitas dan ekuitas masing-masing naik
113% dan 7,1% menjadi Rp47.376 mhar dan
Rp24 811 miliar. Kredit yang disalurkan selama ini
mencapal Rp55.067 miliar, meningkat 8,9 persen
dibandingkan  tahun  sebelumnya. Sebagaimana
ditunjukkan pada grafik 2.11, posisi keuangan
pergadaian tahun 2016-2020 (miliar Rupialh)."‘?
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Sebagai satu-satunya pegadaian milik pemerintah,
PT Pegadaian (Persero) mencatatkan aset Rp71.469
miliar pada Desember 2020, tumbuh 94 persen
dibandingkan 20 mialbilitas dan ekuitas masing-
masing naik 10,9 persen dan 6,7 persen dibandingkan
tahun sebelumnya. Pendapatan PT Pegadaian
(Perserooperasional) tumbuh 24,1 persen dari tahun
2019 menjadi Rp. 21964 miliar pada tahun 2020.
Pendapatan operasional yang paling signifikan berasal

"7 Ibid.
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dari pendapatan sewa modal, yaitu sebesar Rpl4.545
miliar. Sementara belanja {}pﬂl":lS]Ell tumbuh 4272
persen menjadi Rpl19.173 mihar pada periode yang
sama. Seiring dengan kenaikan biaya, pendapatan PT
Pegadaian (Persero) turun 349% menjadi Rp2.022
miliar. Rasio PT Pegadaian (PerseroBOPO) pada 2020
sebesar 87.3 persen, natk 11.1 poin dari tahun
sebelumnya.

Kredit yang disalurkan PT Pegadaian (Persero)
pada Desember 2020 meningkat 8.6 persen
dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp54.697
miliar. Nilai kredit yang disalurkan melalui gadai
konvensional meningkat 21,0 persen menjadi
Rp40.178 muliar, gadai syariah meningkat 25,1 persen
menjadi Rp6438 miliar, dan kredit yang disalurkan
melalul kegiatan lam yaitu kredit mikro fidusia dan
emas turun 32,7% menjadi Rp 8.080 miliar
dibandimgkan tahun SEbC]UlTIl]}"El.”H

Pada Desember 2020, PT Pegadaian (Persero)
memiliki 16,9 juta konsumen aktif dan 190 juta akun.
Jumlah konsumen aktif naik 3.1 juta orang, naik 2272
persen, sementara jumlah rekening meningkat 2.4 juta
unit, nak 14,6 persen, dibandingkan tahun
sebelumnya. Jumlah rekening gadai konvensional pada
periode ini tercatat sebanyak 9.6 juta rekening, atau
504% dar total rekening PT Pegadaian (Persero).
Adapun jumlah rekening produk emas merupakan
produk dengan peningkatan terbesar, yaitu 55,9% dari
tahun sebelumnya menjadi 7.6 juta rekening. Aset
pegadaian swasta senilai Rp718 miliar pada kuartal IV -
2020, meningkat 78.3 persen dibandingkan tahun
sebelumnya. Kewajiban dan ekuitas industri gadai
swasta masing-masing sebesar Rp511 miliar (naik 72,6
persen) dan Rp207 miliar (naik 94,3%}."‘9

Selama kurun waktu tersebut, pegadaian swasta
mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rpl28

¥ Ihid.
¥ Ihid.
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miliar dan biaya operasional sebesar Rpll16 miliar.
Selama periode yang sama, rasio BOPO adalah 905
persen. Sedangkan laba bersih periode 1 sebesar Rp.
12 miliar. Hingga kuartal IV 2020, bisnis pegadaian
swasta telah mengucurkan pinjaman sebesar Rp370
miliar. Nommalnya terdiri dar1 gadai Rp329 miliar,
fidusia Rp40 m,dan tunai Rp1 miliar,"*

4. Kontribusi Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang
menyediakan keuangan atau barang modal sebagai
bagian dari kegiatan pembiayaannya. Diantara lembaga
keuERn tersebut adalah: ™'

a. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum
yang dibentuk khusus untuk melakukan
kegiatan Sewa Guna Usaha, Anjak Putang,
Pembiayaan Konsumen, dan/atau Kartu Kredit.

b. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha
yang melakukan pembiayaan/penyertaan modal
pada suatu perusahaan yang menerima bantuan
pembiayaan (investee Company) untuk jangka
waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal,
penyertaan  melalui  pembelian  obligasi
konversi, dan atau pembiayaan berbasis pada
pembagian hasil operasi. dan

¢. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah
perusahaan komersial yang didirikan secara
tegas untuk menawarkan pembiayaan dalam
bentuk  pendanaan untuk  proyek-proyek

nﬁ"astruktur. .

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun
2020, total aset Lembaga Keuangan pada tahun 2020
sebesar Rp58934 triliun, dengan aset Perusahaan
Pembiayaan sebesar Rp452 85 triliun (76,83 persen),

14 Ihig,

"' Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Lembaga Pembiayaan 2020,
Direktorar Statistik dan Informasi Indu@(emngnn Non Bank Ororitas Jasa
Kewangan (2020): 199, https:/fojk go.id/id/kanal/iknb/data-dan-
statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-
Desember-2020.aspx.
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p

!et Perusahaan Modal Ventura sebesar Rp21.07
triliun ( 3,58 persen), dan aset Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur sebesar Rp11542 triliun (19,59 persen).
Sebagaimana ditampilkan dalam grafik 2.12, berikut

s Permlsay aan

_' 76,83% "

% F—p' 1sahaan Modal venitura
19 591 Parjsahaan Pembiayasn .'Idl- trUkier

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2020,
aset dan labilitas Perusahaan Pembiayaan masing-
masing turun 11,39 persen dan 15,63 persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu,
ekuitas perusahaan pembiayaan ualik,@[} persen
dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih
perusahaan pembiayaan tercatat Rp4.92 triliun, turun
Rp12 04 triliun atau 70,99% dari Rpl(}ﬂ(} triliun pada
nmn sebelumnya. Sedangkan tabel 2.2, menunjukkan
Jumlah entitas, aset, kewajiban, ekuitas, dan laba bersih
Lembaga Pembiayaan.'*

| Entitas (trifiam Rp trittiom IO
lenis Lembaga Emtity T
:1 = '; Liabilitas Eluitas Laba Bereih
| e Liabilities |  Fouities ot Brofie

Py @ff it o

T Dewioe Pl 176 5285 32116 31,69 4,92
f‘o'-.n'-.1h-n'|'|f-’\-‘-'.u1-'-l ventura/ 2107 ain 11,59 ag
Perusahaan Pembiayasn
Infrasbokbur Fi 115432 W F 39,70 1595
Jurmlahd Total 239 S8936  &D637T  182.98 8,85

Pinjaman dalam dan luar negeri yang berasal dari
bank dan/atau organisasi komersial lainnya, penerbitan
surat berharga, dan pinjaman subordinasi merupakan
sumber pendanaan utama  bagi  Perusahaan
Pembiayaan. Sumber  permodalan  perusahaan

"2 Ihid.
15 Ihid.
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p
p.embiayaan mengalami penurunan sebesar 16.41%
pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.'*
5. Kontriflsi Lembaga Pembiayaan Khusus

Dari data per 31 Desember 2020, jumlah aset
lembaga pembiayaan khusus sebesar Rp257.790
miliar, natk 3 4% dibanding tahun 2019. Ekuitas juga
mengalami kenaikan 162% sedangkan liabilitas turun
1.6%. Di sisi lain, laba bersih pada periode ini tercatat
sebesar Rp3.417 miliar. Pada 2020, LPEI masih akan
mendominasi aset dan kewajiban lembaga keuangan
khusus, masing-masing menyumbang 35,7 persen dan
38,1 persen dari total aset dan kewajiban lembaga
keuangan khusus. Pegadaian mendapat ekuitas dan
keuntungan paling banyak, masing-masing
menyumbang 30,5 persen dan 594 persen dari total
ekuitas dan keuntungan lembaga keuangan khusus.
Secara umum, tabel 2.3, tersebut membandingkan aset,
kewapiban, ekuitas, dan pendapatan masmg-masing
lembaga di lembaga keuangan tertentu.'*

1 g Y
fuaiy The
—_—
¥7 [ o7 T

LPEN i orien

Enibsionk i ¥ 4 B
P taen : i Sk ,
Pam il kit TLIB7 47378 248 031
PT SWF |Farissc) Wy 2078 TLA2% 470
PT PsM (Pargerc) I 25517 3573 15
FT Nanansing {Feream) 2 1EW i)

dsmlaby Fadal 2E7 0 174,550 s En 3, R

Selama lima tall'mebelmmlyal, aset lembaga
keuangan khusus telah meningkat rata-rata 10,5 persen
per tahun. Dibandingkan tahun 2016, aset lembaga
keuangan khusus naik sebesar Rp69.760 miliar hingga
tahun 2020. Berikut grafik 2.13, tentang aset lembaga
keuangan khusus tahun 2016-2020 (miliar rupiah)."*

' Ihid.
' Otoritas Jasa Keuangan, Star. Lemb. Keuang . Khusus 2020.
1 Ihid.
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6. KGhtribusi Dana Pensiun

Dana pensiun adalah badan hukum yang
mengawasi dan menjalankan skema manfaat pensiun.
Dana Pensiun terdiri dari: "’

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana
Pensiun yang didirikan sebagai pendiri oleh
orang atau badan yang mempekerjakan
karyawan untuk menyelenggarakan Program
Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun
Turan Pasti untuk kepentingan sebagian atau
seluruh karyawannya sebagai peserta, dan
menimbulkan kewajiban.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana
Pensiun yang dibentuk oleh bank atau
perusahaan asuransi Jiwa untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Iuran
Pasti bagi orang perseorangan, baik pegawai
maupun pekerja mandiri, yang berbeda
dengan Dana Pensiun pemberi kerja pegawai
bank atau perusahaan asuransi jiwa yang

bersangkutan.
¢. Dana Pensiun Berbasis Laba., adalah Dana
Pensiun Pemberi Kerja yang

menyelenggarakan Program Pensiun Iuran

M Otoritas Jasa Keuvangan, Statistik Dana Pensiun (Jakarta, 2020).
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Pasti dengzu wran dari perusahaan saja
berdasarkan rumus yang dikaitkan dengan
penghasilan pemberi kerja.

Jumlah dana pensiun swasta tradisional terus
lTICl]lnl] selama lima tahun sebelumnya. Antara 2016
dan 2020, jumlah Dana Pensiun yang dibubarkan
adalah 34. Pembubaran tersebut disebabkan oleh
efisiensi operasional dan keuangan Pemberi Kerja atau
Pendiri, serta tersedianya skema Jaminan Penswun (JP)
yang diperlukan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Penurunan jumlah Dana Pensiun mulai berdampak
pada jumlah peserta Dana Pensiun. Berikut tabel 2.4,
dana pensiun tahun 2016 s.d. 2020.*

Jenis Dana Pensiun 55,6 2997 2018 2019
Pension Fund Type

DPPK PPMPIERF-DEPP 180 169 164 158 148

PPE PPIP/EFF-DCPP a4 A a4 ! e

DPLKAFPF 25 k! 24 23

JumlahiTotal 248 236 232 224 215

n]a tahun 2020, jumlah peserta Dana Pensiun
turun 096 persen atau 41.935 orang dibandingkan
tahun sebelumnya. Pertumbuhan aset bersih Dana
Pensiun terlihat fluktuatif selama lima tahun terakhir.
Pertumbuhan alscn bersth melambat pada 2018,
meningkat hanya 2,76 persen. Namun, pertumbuhan
aset bersih Dana Pnsiun meningkat sebesar 8,30
persen pada 2019. Perekonomian nasional kembali
mengalami pelemahan pada 2020 akibat Pandemi
Covid 19 yang juga eughalmbalt peningkatan aset
bersih Dana Pensiun. Pertumbuhan aset bersih Dana
Pensiun tahun ZDZn;ebcsar 7.92 persen, lebih rendah
792 persen dari rata-rata pertumbuhan aset bersih
Dana Pensiun 2016-2020 :nesalr 8,75 persen setiap
tahun. Berikut Grafik 2.14, pertumbuhan jumlah dana
pensiun tahun 2016 s.d. 2020,

S Ihid.
' Ihid.
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gf:]anjutnya, apabila melihat pertumbuhan
mvestasi Dana Pensiun tercatat sebesar rata-rata
pertumbln investasi Dana Pensiun dalam 5 tahun
terakhir 8,92%. Secara yoy, investasi Dana Pensiun
mengalami peningkatan sebesar Rp22.95 triliun atau
naik 8.11% dari total investasi pada tahun 2019 sebesar
Rp283.14 triliun menjadi Rp306,10 triliun pada 2020.
Investasi Dana Pensiun sebagian besar berasal dari
mstrumen pasar modal dengan komposisi investasi
sebesar Rp193,61 triliun atau 63,25%, yang didominasi
oleh 4 mstrumen, yaitu Surat Berharga Negara (SBN).
Obligasy/Sukuk, Saham dan Reksadana dengan porsi
mvestasi masing-masing sebesar 2471%, 2199%,
10,51% dan 5.57%. Kemudian, untuk menjaga tingkat
likuidiffy Dana Pensiun menempatkan investasi di
setara Deposito sebesar Rp87.91 triliun atau 28,72%
dari total investasi.' ™

Dana pensiun juga meningkat. Rata-rata
pertumbuhan tahunan kekayaan bersih Dana Pf:nun
selama lima tahun terakhir sebesar 8,75 persen. Total
aset bf:rsi]n)ana Pensiun meningkat 7,92 persen year
on year, dari Rp29027 triliun pada 2019 menjadi
Rp313.26 triliun pada 2020. Berikut komposisi total
aset bersih bn]asarkau program pensiun pada akhir
tahun 2020 : Dana Pensiun Program Pensiun Manfaat
Pasti sebesar Rp167,44 triliun (5345 persen), Dana
Pensiun Pemberi Kerja Program Iuran Pasti sebesar

' Ihid.
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Rp37.78 triliun (12,06 persen), dan Dana Pensiun
Lembaga Keuangan sebesar Rpl108.,04 triliun (34,49
persen ).

'*! Ihid.
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BAB 111
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO; DEFINISI DAN
PERKEMBANGANNYA

A. Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah organisasi
keuangan yang mengkhususkan dir1 dalam pertumbuhan
perusahaan dan pemberdayaan masyarakat. Hal in1 dicapai
melalul pinjaman usaha mikro, pengelolaan simpanan, dan
penymam layanan konsultasi pengembangan perusahaan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga
keuvangan yang dirancang khusus untuk memberikan
layanan  pengembangan usaha dan pemberdayaan
masyarakat kepada anggota dan masyarakat, baik melalui
pinjammlupun investasi pada perusahaan skala mikro,
sesual dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.
Pengelolaan simpanan, serta penyediaan layanan
konsultasi pengembangan perunmem nirlaba.

Landasan penulisan UU Lembaga Keuangan Mikro
adalah tumbuhnya lembaga keuangan bukan bank yang
menyelenggarakan kegiatan usaha sektor keuangan yang
secara nyata membantu peningkatan perekonomian
masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan/atau
masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan lembaga
keuangan skala mikro 1m berpusat pada penyediaan
keuzm atau modal kepada perusahaan skala mikro dan
kecil. Pada tanggal 8 Januari 2013, diundangkan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang ]_f,mbagn(euangan
Mikro dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah akan
jasa keuangan, serta memberikan landasan hukum dan
kepastian hukum bagi kegiatan lembaga keuangan mikro
di komunitas ini. D1 antara operasi bisnis LKM adalah:

1. Pelayanan pengembangan usaha dan
pemberdayaan masyarakat kepada anggota dan
masyarakat, bailk melalui pinjaman maupun

pembiayaan pada perusahaan skala mikro;

2. Pengelolaan simpanan; atau
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3. Memberikan jasa konsultasi untuk pengembangan

usaha.

Wilayah uwsaha LKM  terbatas pada satu
desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota. Luas
wilayah usaha disesuaikan dengan skala usaha masing-
masing LKM. Luasnya perusahaan LKM ditentukan oleh
distribusi pinjaman atau pembiayaan konsumen, seperti
yang ditukkem di bawah ini:

a. LKM memliki skala usaha desa/kelurahan
apabila memberikan  pinjaman atau
pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu)
desa/kelurahan;

b. LKM memiliki skala usaha kecamatan
apabila memberikan  pinjaman atau
pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua)
desa/kelurahan atau lebih dalam 1 (satu)
kecamatan yang sama;

c. Suvatu LKM memiliki skala usaha apabila
memberikan pinjaman atau pembiayaan
kepada¥hduduk di 2 (dua) kabupaten/kota.

B. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di
Dunia

D1 sebagian bmperekmmmian, khususnya di
negara berkembang, usaha mikro kecil dan menengah
(UKMK) memamkan peran penting. UKMK membentuk
sebagian besar bisnis secara global dan merupakan
kontributor penting untuk penciptaan lapangan kerja dan
pembangunan ekonomi global. Mereka menyumbang
sekitar 90% dari perusahaan dan lebih dari setengah dari
semua pekerjaan di dunia. Di negara berkembang, UKMK
formal menyumbang hingga 40% dar pendapatan nasional
(PDB). Ketika UKMK informal dimasukkan, jumlahnya
jauh lebih besar. Untuk mengakomodasi peningkatan
tenaga kerja global, World Bank mengantisipas:i bahwa
600 juta pekerjaan akan dibutuhkan pada tahun 2030,
menjadikan pertumbuhan UKMK sebagai prioritas utama
bagi banyak pemermtah di seluruh duma. UKMK, yang
merupakan tujuh dari sepuluh pekerjaan di negara
berkembang, menghasilkan sebagian besar pekerjaan
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formal. Akses permodalan, di sisi lain, merupakan batu
sandungan utama bagi ekspansi UKM di negara
berkembang. 152

Dalam sepuluh tahun, lembaga keuangan mikro
(LKM) telah meminjamkan ratusan miliar dollar, dengan
tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 11.5% selama lima
tahun terakhir. Pada saat yang sama, jumlah peminjam di
seluruh dunia terus mengalami peningkatan — meskipun
kecepatannya lambat dibandingkan periode 2000 hingga
2010 silam yang mencatat tingkat pertumbuhan tahunan
rata-rata 7% sejak 2012, dibandingkan dengan tingkat
hampir 20% pada periode sebelumn}fa.ﬁ’ Berikut
pertumbuhan lembaga keuangan mikro di dunia dalam
kurun  waktu 2009-2018 sebagaimana dirilis Zero
Exclusion Carbon Poverty di Inggris pada gambar 3.1.
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'Hng'Id Bank, Small and Medium Enterprises (SMEs) Finance;
Improving SMEs" access 1o finance and finding innovaiive solutions to unfock
SOUFCES af capital (Washingion - LUSA, 2021,
https:/fwww worldbank .org/en/topic/smefinance.

"% mohita Khemar Blaine Stephens, “Global microfinance figures:
what are the trends?,” Zero Exclusion Carbon Poverty (Inggrs, 2018),
https:/fwww.convergences.org/en/1 19115/, Akses date: 28 December 2021
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Pada tahun 2018, 1399 juta peminjam mendapatkan
manfaat dari layanan LKM, dibandingkan dengan hanya
98 juta pada tahun 2009. Dari 1399 juta peminjam
tersebut, 80% adalah perempuan dan 65% adalah
peminjam pedesaan, proporsi yang tetap stabil selama
sepuluh tahun terakhir, meskipun peningkatan jumlah
peminjam. Dengan perkiraan portofolio kredit sebesar
$124,1 miliar, LKM mencatat satu tahun pertumbuhan lagi
di tahun 2018 (+8,5% dibandingkan dengan 2017).

Selama  dekade terakhwr, LKM juga telah
meningkatkan efisiensinya. Meskipun satu dekade ditandai
dengan peningkatan tajam dalam biaya per peminjam, dari
rata-rata $68,4 pada tahun 2009 menjadi $106,7 pada
tahun 2018 (+56%), rasio biaya operasional menurun
sebesar 2,7 poin selama periode tersebut. Antara 2009 dan
2018, LKM juga mencatat peningkatan pengembalian aset
(+1.3 poin) dan ekuitas (+2.9 poin). Namun demikian, ada
sedikit penurunan kualitas portofolo selama seluruh
periode, dengan portofolio berisiko (PAR) selama 30 hari
telah meningkat dari 6 4% pada tahun 2009 menjadi 7%
pada tahun 2018. Setelah penurunan PAR > 30 hari antara
2010 dan 2012, naik lagi dan stabil antara 2016 dan 2018
di sekitar 7%."

Asia Selatan terus mendominasi keuangan mikro
global: 11 adalah wilayah dengan jumlah peminjam
terbesar (85,6 juta pada 2018), dengan jumlah i tumbuh
lebih cepat daripada di wilayah lain (+13,8% antara 2017
dan 2018). In1 juga memiliki tiga pasar teratas dalam hal
peminjam, India, Bangladesh dan Vietnam. Sauvegarder
dan orang yang mudah menyerah. Sebuah fitur penting
dari kawasan ini, hampir semua peminjam sebenarnya
adalah peminjam perempuan (89% pada 2018). Meskipun
mewakili hampir dua pertiga dari peminjam global, Asia
Selatan hanya berada di urutan kedua dalam hal portofolio

4 Ihid.
155 Thid .
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kredit, dengan perkiraan jumlah yang luar biasa sebesar
$36,8 miliar pada tahun 201 g.1%%

Sebalikknya, Amerika Latm dan Karibia saja
menyumbang 44% dari total portofolio sektor keuangan
mikro, dengan pinjaman sebesar $48.3 miliar (rata-rata
+5% per tahun sejak 2012). Wilayah mi adalah yang
terbesar kedua dalam hal jumlah peminjam, dengan 22,2
juta pelanggan pada 2018, angka yang sedikit lebih rendah
(-0.3%) setelah bertahun-tahun tumbuh. Wilayah Amerika
Latin dan Karibia juga terus dicirikan oleh tingkat
penetrasi yang rendah di daerah pedesaan. LKM di
wilayah tersebut adalah yang paling tidak berorientasi
pada pedesaan, terhitung hanya 23% dari klien mereka."’

Berbeda dengan kawasan terkemuka ini, negara-
negara Eropa Timur dan Asia Tengah serta kawasan
MENA merupakan pasar yang lebih kecil. Namun, mereka
tumbuh baik dari segi jumlah pelanggan dan portofolio
kredit. D1 Eropa Timur dan Asia Tengah, jumlah
peminjam telah meningkat lebih dari 30% sejak 2012,
mencapal 2,5 juta pada 2018. Wilayah MENA memiliki
jumlah peminjam yang sama. LKM di kedua wilayah ini
Juga memiliki proporsi peminjam wanita terendah, dengan
49% peminjam wanita di Eropa Timur dan Asia Tengah
dan 60% di wilayah MENA pada tahun 2018. Portofolio
kredit di kedua wilayah in1 juga meningkat selama periode
tersebut. Sedangkan kawasan MENA hanya mengalami
pertumbuhan yang lemah antara tahun 2017 hingga 2018
(+1%), Eropa Timur dan Asia Tengah mencatatkan
peningkatan sebesar 5%, membaik setelah mengalami
penurunan pada tahun 2015 dan 2016."*

Jumlah total LKM Afrika yvang luar biasa telah
meningkat 56% sejak 2012, sementara jumlah peminjam
meningkat 46% dibandingkan periode yang sama
mencapal 6,3 juta orang pada 2018. Meskipun portofolio
berkualitas rendah (136% PAR > 30 hari di 2017 ) dan

156 Thid .
57 Ihid.
155 Thid .




biaya tinggi per peminjam, portofolio terus menunjukkan
hasil yang kuat — 20% - tetapi turun 6,6 poin.
Pengembalian aset juga tetap positif — 1,9% — tetapi turun
(-14 poin). Terakhir, dengan 73% klien wanita dan 79%
peminjam pedesaan, LKM di Asia Timur dan Pasifik terus
tumbuh dengan portofolio $21,5 miliar pada tahun 2018,
naitk 13.,1%. Pada tahun yang sama, 20,8 juta penerima
manfaat meminjam dari LKM di wilayah i (+102%).
Sejak 2012, jumlah total LKM yang beredar di wilayah
tersebut akan meningkat rata-rata 16% per tahun, disertai
dengan pertumbuhan jumlah nasabah yang berkelanjutan
namun lebih moderat (+69%/t ‘:lhun}.lﬁl}

Sementara itu, laporan dari Global Newswire pasar
Keuangan Mikro di AS diperkirakan mencapai US$43
Miliar pada tahun 2020. Negara tersebut saat ini
menguasal 26.95% pangsa pasar global. Cina, ekonomi
terbesar kedua di dunia, diperkirakan akan mencapai
ukuran pasar yang diperkirakan sebesar US$893 Miliar
pada tahun 2027 mengikuti CAGR sebesar 18,1% hingga
2027. Di antara pasar geografis penting lainnya adalah
Jepang dan Kanada, masing-masing diperkirakan akan
tumbuh sebesar 9.7 % dan 12,1% masing-masing selama
periode 2020-2027. Di Eropa, Jerman diperkirakan
tumbuh sekitar 10,9% CAGR sementara pasar Eropa
lainnya (sebagaimana didefinisikan dalam penelittan mi)
akan mencapai US$89,3 Miliar pada tahun 2027.'%"

C. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di

Indonesia

1. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Indonesia
Kredit mikro memiliki sejarah panjang dan

terkenal di Indonesia. Keberadaan keuangan mikro

dapat dipisahkan menjadi dua periode berdasarkan

catatan, vyaitu periode kolonial dan periode

kemerdekaan. Beberapa bank yang didinkan oleh

9 Thid .
" ReporiLinker - Global Newswire, Global Microfinance Market io

Reach  US$394.8  Billion by the Year 2027 (New York, 2021,
https:/fwww.reportlinker com/p03 7991 11/ Tutm_source=GNW.
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pemerintah Hindia Belanda mendominasi sektor
keuangan pada masa penjajahan Belanda. Raden Bei
Wirimatmadja, seorang warga yang menjabat sebagai
Gubernur  Purwokerto, mendirikkan "Hulp en
Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren” atau
Bank Bantuan dan Simpanan Pegawai, sekitar bulan
Desember 1895, atas usul seseorang. Setelah itu,
seorang Belanda bernama De Wolf van Westerrode
memulihkan organisasi dan menamainya Bank Kredit
Rak yat atau Bank Rakyat.'®'

Kabupaten-kabupaten lain di pulau Jawa segera
menyusul, mendirikan Bank Rakyat sendiri. Desa-desa
di seluruh Jawa, khususnya daerah penghasil beras,
menciptakan Lumbung Desa, sebuah organisasi simpan
pinjam yang menggunakan komoditas beras sebagai
mstrumen simpan pinjam, sekitar waktu yang sama,
sekitar tahun 1898. Bank Desa, juga dikenal sebagai
Badan Perkreditan Desa, didirikkan pada tahun 1904
sebagal daerah pedesaan tumbuh dan pentingnya
peredaran uang menjadi lebih dipahami oleh penduduk
pedesaan (BKD). Pada tahun 1934, Bank Rakyat
bergabung dengan "Algemene Volkscredietbank"
(AVB), sebuah bank vyang berupaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui bantuan
kredit sambil juga menghasilkan lu=:untungam."frz

Setelah Indonesia merdeka, AVB berganti nama
menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan terus
membantu masyarakat pedesaan dengan memberikan
kredit mikro dan mendirikan cabang di daerah
pedesaan. Jika kita mempertimbangkan sejarah
panjang BRI, tidak meng herankan untuk
menemukannya sebagai bank besar dengan cakupan
area yang luas yang tetap mengabdikan dirn untuk
memberikan kredit mikro. Badan Perkreditan Desa

“' Yuli Rahmini Suci, Sekolah Tinggi, dan Ilmu Ekonomi,
“Perkembangan UMEKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia,” Jurnal
limiah fakuliasi Ekenomi (2017).

“*1 Gde Kajeng Baskara, “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia,”
Buletin Studi Ekonomi 18, no. 2 (20013): 114-125,




84

yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa tetap
beroperasi setelah Bank Rakyat dilebur menjadi AVB.
Namun pada masa kemerdekaan, Badan Perkreditan
Desa yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa
menjelma menjadi lembaga perkreditan rakyat seperti
Lembaga Perkreditan Daerah dan Bank Karya.
Produksi Desa Jawa Barat, Badan Perkreditan Rakyat
Jawa Tengah, dan Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa
Timur.'*

Beberapa organisasi, seperti Lembaga Perkreditan
Desa di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera
Barat, telah berubah menjadi lembaga keuangan
berdasarkan hubungan tradisional. Selama masa
kepresidenan  Sukarno,  pemerintah  Indonesia
memainkan peran kecil dalam penciptaan kredit mikro
karena ada pergolakan politik dan Republik Indonesia
berada di  tengah-tengah  perjuangan  untuk
mempertahankan kemerdekaan. Antara tahun 1957 dan
1965, langkah-langkah vyang berhasil menghapus
semua kepemilikan atau keterlibatan asing dalam
sistem perbankan, serta menasionalisasi bank-bank
yang sebelumnya dipegang oleh Belanda, sangat
merugikan sistem keuangan formal. Setelah situasi
politik mulai membaik di bawah Presiden Subarto,
pemerintah mulai memberikan penekanan yang lebih
besar pada pembangunan pedesaan.'*

Pada awal 1970-an, pemerintah mendirikan bank
di masing-masing dari 27 provinsi yang ada saat itu.
Pemermtah juga memberikan kebebasan dalam
pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dengan
sekitar 300 BPR beroperasi pada awal tahun. Ada juga
semacam layanan keuangan mikro di awal sistem baru
mni, dalam bentuk uang subsidi yang disediakan oleh
pemerintah sebagal bagian darn program intensifikasi
beras. Bimbingan Massal adalah nama dari inisiatif ini
(Bimas). Pada tahun 1964, Bimas ditetapkan sebagai

53 Ihid..
154 Thid .
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pilot project, dengan dibentuknya Badan Usaha Unit
Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), dan BRI
Unit Desa yang bertujuan untuk meningkatkan mput
produksi dan pinjaman bagi petani. Produsen beras
akan segera memiliki akses bimbingan untuk industri
pertanian lamnya seperti tebu, kapas, dan industr
perikanan. Pembiayaan Investasi Kecil (KIK) dan
Kredit Modal Kerja Tetap merupakan program kredit
yang ditawarkan oleh pemerintah pada saat 1tu untuk
mendukung petani kecil dengan investasi dan modal
kerja (KMKP). Menteri Keuangan saat itu membuat
Kredit Mini dan Midi yang disalurkan melalui BRI
Unit Desa, serta Kredit Candak Kulak (KCK) yang
diterbitkan melalui KUD, untuk usaha mikro di luar
pertanian,'®

Pada akhir tahun 1970-an, Indonesia memiliki
hampir 300 lembaga pemberi pinjaman semacam itu.
Lembaga-lembaga tersebut pada waktu itu tergolong
lembaga keuangan bukan bank, sehingga tidak
memenuhi syarat untuk memperoleh kredit likuiditas
dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Undang-Undang
Perbankan 1967, sehingga uang dari lembaga-lembaga
tersebut harus diperoleh dari sumber lain. Lembaga-
lembaga ini  juga tidak diperbolehkan untuk
memobilisast vang dalam bentuk deposito dan tidak
tunduk pada batasan suku bunga BI, memungkinkan
mereka untuk mengatur sendiri.'®®

Beberapa lembaga tersebut, termasuk yang
didirikan pada awal periode ini, seperti Badan
Perkreditan Daerah (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga
Perkreditan Daerah (LPK) di Jawa Barat, dan
Lumbung Pitith Nagari (LPN) di Sumatera, masih
beroperasi di  Indonesia. Institusi tradisional
mengontrol Barat. Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK)
di Jawa Timur (1984) dan Lembaga Perkreditan Desa

5% Thid.
" Lincolin Arsyad, “Lembaga Keuangan Mikro : Institusi, Kinerja dan
Sustanabilitas,” in Monograf (Yogyakarta : Andi, 2008), 236.
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(LPD) di Bali sama-sama didirikan pada tahun 1980-
an. LPD merupakan lembaga yang unik karena hanya
dimiliki oleh desa adat Bali, berbeda dengan lembaga
lain vyang sebagian dimiliki oleh Pemermtah
Provinsi.'®’

Indonesia akhirnya mencapai swasembada beras
pada 1980-an berkat upaya bersama dan pemberian
kredit mikro kepada petani. Melihat peran dan keahlian
BRI Unit Desa dalam menangani kredit mikro pada
saat 1tu, sekitar tahun 1983, pemerintah memutuskan
untuk mengembangkannya menjadi sistem perbankan
komersial. Metode baru ini memungkinkan BRI Unit
Desa untuk menggunakan norma atau kebijakan yang
fleksibel dalam hal suku bunga simpan pinjam. BRI
mulai menawarkan Kredit Umum Perdesaan (Kupedes)
melaluil jaringan unit desa pada tahun 1984, dukuti
oleh Simpedes (Simpanan Perdesaan) pada tahun 1985.
Pemermtah menetapkan pada tabun 1988, melalu:
Paket Oktober (Pakto) 88, bahwa segala macam
lembaga keuangan non bank (termasuk: BKD, BKK,
LPK, LPN, KURK, dan juga LPD) diberikan pilihan
untuk beralih menjadi BPR untuk jangka waktu dua
tahun. Undang-undang in1 sangat memberatkan
lembaga keuangan pedesaan, yang menyebabkan
dikeluarkannya Keputusan Pemerintah pada bulan
Maret 1989 (Pakmar 89) yang menghapus undang-
undang tersebut untuk meringankan masalah yang
dialami oleh lembaga kredit pedesaan serta BPR akibat
transisi mereka.'®

Pasal 58 UU Perbankan tahun 1998 mengakui
keberadaan lembaga perkreditan pedesaan dengan
memungkinkan mereka untuk beralih ke BPR sesuai
dengan syarat dan ketentuan yang sesual. Lembaga
perkreditan desa yang beralih fungsi menjadi BPR kini
memiliki jangkauan yang lebih luas berkat pembatasan
tersebut. Apalagi sekarang mereka telah diberikan

" Baskara, “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.”
5% Thid .
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otorisasi untuk membangun cabang di kota-kota lain di
dalam provinsi. Masalah lembaga perkreditan desa
tidak diatur secara tepat oleh Peraturan Pemermtah
Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur tentang
pelaksanaan UU Perbankan. Aturan ini, di sisi lain,
memudahkan banyak lembaga keuangan non-bank
untuk menghindari menjadi BPR. Sementara itu,
lembaga vyang telah beralih fungsi menjadi BPR
memilikl opst untuk menyesuatkan dengan undang-
undang BPR dalam jangka waktu lima tahun."®

Akhir 1990-an melihat pendirian banyak bank
komersial yang berspesialisasi dalam sektor mikro.
Meskipun situasi politik telah stabil, tidak adanya
pemegang kekuasaan pemerintah jangka panjang,
seperti pada era Suharto, berarti bahwa proyek-proyek
pemerintah di bagian in1 hanya melanjutkan program
Presiden Suharto. Dalam arti tidak ada program
pemermntah yang benar-benar baru sejak era Suharto.
Pembentukan bentuk baru organisasi keuangan
berdasarkan ide hukum Islam, yang disebut lembaga
syariah, menyoroti dekade 2000-an. Banyak bank
umum telah mendirikan bagian syariah atau
mendirikan bank baru berdasarkan prinsip-prinsip
hukum syariah. Basis syariah pada dasarnya sebanding
dengan pembiayaan modal ventura, yang didasarkan
pada mekanisme bagi hasil daripada bunga.
Pemermtah, melalui kementerian-kementerian yang
diperlukan, meluncurkan forum yang diberi nama
Gerakan Bersama Pembangunan Keuangan Mikro
Indonesia, atau "Gema PKM", pada awal tahun 2000,
dengan tujuan memperluas cakupan dan kapitalisasi
dana keuangan mikro. Pertemuan tersebut meminta BI
untuk mengadopsi peraturan yang mengatur tentang

pembentukan dan pengoperasian lembaga keuangan
170
mikro.

" Ihid .
70 Ihid .
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BI mengajukan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Lembaga Keuangan Mikro kepada Menteri
Keuangan pada tahun 2001, yang kemudian dirujuk ke
Dewan Perwakilan Rak yat (DPR) untuk
dipertimbangkan. Di sisi lain, DPR belum memberikan
indikasi akan mengesahkan peraturan tersebut saat ni.
Hasilnya, pada tahun 2003, BI merilis penelitian dan
formulasi tentang pengelolaan dan pertumbuhan LKM
bekerja sama dengan Promotion of Small Financial
Institutions (Pro-Fi), sebuah organisasi Jerman yang
menjadi  mitra Bl dalam  mengelola LKM
(Martowijoyo, 2007). Menurut laporan tersebut,
pemerintah harus menghapus semua hambatan untuk
pengembangan dan desain LKM dan mengadopsi
undang-undang dan peraturan yang secara tegas
mengontrol  penciptaan dan pengoperasian LKM.
Rekomendasi tersebut antara lamn (1) menghapus
program bantuan dana bersubsidi dalam bentuknya
yang sekarang, (2) melegalkan lembaga keuangan
mikro non-bank/non-koperasi, dan (3) memperluas
akses cakupan layanan, termasuk simpan pinjam, serta
wilayah operasional LKM.

Lembaga keuangan harus memberikan dukungan
menyeluruh  untuk  meningkatkan  pemberdayaan
masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah
dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di
masa lalu, kurangnya akses keuangan ke lembaga
perbankan yang mapan telah menghambat UMKM.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa lembaga
keuangan non-bank bermunculan di masyarakat untuk
melakukan  kegilatan  komersial untuk  layanan
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik
yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh
masyarakat. Lembaga m dikenal sebagar lembaga
keuangan mikro (LKM). Banyak dari LKM ini, di sisi
lain, belum menjadi badan hukum dengan izin usaha.
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga
Keuangan Mikro diundangkan pada tanggal 8 Januari
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2013, untuk memberikan landasan hukum yang kokoh
bagi LKM.

Lembaga Simpan Pinjam Keuangan Mikro,
Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Multiguna,
Lembaga Perkreditan Desa, Koperasi Unit Desa,
Simpan Pmjam Danamon, FIF, Teras BRI, dan
Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Baitul Mal
Watamwil (BMT), Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
dan lainnya adalah salah satu LKM yang tumbuh dan
berkembang di Indonesia. Beberapa dari LKM ini aktif
di daerah pedesaan dan perkotaan.

Layanan pengembangan komersial  dan
pemberdayaan masyarakat adalah dua dari operasi
komersial LKM, yang juga mencakup pinjaman mikro
dan pendanaan untuk anggota dan masyarakat umum,
pengelolaan simpanan, dan konseling pengembangan
usaha. Operasi bisnis yang dapat dilakukan dengan
cara tradisional atan syariah; LKM dnzmkan untuk
melakukan kegiatan berbasis biaya selama mereka
tidak melanggar undang-undang jasa keuangan.
Sedangkan tujuan LKM antara laimn:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap
keuangan skala mikro;
Membantu  pemberdayaan dan produktivitas
ekonomi mas yarakat; dan
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin
dan berpenghasilan rendah.

Adapun jumlah modal disetor untuk LKM
berbentuk hukum PT atau simpanan utama, simpanan,
dan hibah untuk LKM berbentuk hukum koperasi
sebagai berikut:

a. sebesar. Rp 50.000.000 untuk sektor

komersial desa/kelurahan.

. Rpl100.000.000 Kawasan Bisnis Distrik

¢. Wilayah wusaha Kabupaten dan Kota:

Rp500.000.000.

-2
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Dilain sisi, Usaha Kecil Menengah, menurut Aga
et.al'”" adalah inti pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi, serta penyedia lapangan kerja utama. UKM
dikatakan Peter dan EalthyI~Jr2 merupakan pemain
penting dalam pertumbuhan dan pembangunan
ckonomi karena memberikan peluang kerja bagi warga
negara, yang meningkatkan pendapatan rumah tangga
mereka. Namun, kata Peter dan Ctahy menunjukkan
kurangnya studi tentang kontribusi UKM untuk
jaringan, yang berdampak pada daya saing ketika
sumber daya dibatasi. Menunjukkan bahwa, selain
meningkatkan daya saing, jejaring di antara UKM
menyediakan pengumpulan biaya pelatihan karyawan,
serta penghematan biaya dalam konsultasi dan R&D,
produksi, ekspor, dan dukungan sumber daya manusia
dan keuangzm.m Sementara Kenny dan Fahy tidak
mengungkap hubungan kausal antara jaringan sumber
daya, berbagi pengetahuan, dan kinerja internasional,
penelitian mereka menunjukkan bahwa jaringan modal
manusia  perusahaan memiliki  hubungan vyang
menguntungkan dengan kinerja internasional. 7

Dibandingkan  dengan  ekonomu  industri,
Farrokhian dan Soleimani mengklaim bahwa UKM
menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengetahuan
teknologi dan lingkungan bisnis yang tidak bersahabat,
dan mempengaruhi  kelangsungan hidup mereka.
Kinerja setiap UKM akan ditentukan oleh kemampuan
mereka untuk berinovasi agar sesual dengan selera dan
preferensi  konsumen, vang akan memperluas
jangkauan pasar dan memberikan keunggulan

™ Aga, Francis, dan Rodriguez-Meza, “SMEs, Age, and Jobs: A
Review of the Literature , Metrics , and Evidence.”

"* Kamunge dan Tirimba, “Factors Affecting the Performance of
Small and Micro Enterprises in Limuru Town Market of Kiambu County |
Kenya.”

"3 Peter dan Cathy, “Networking for SMES in Uganda: A conceptual
paper.”

"* Kenny dan Fahy, “Network resources and international performance
of high tech SMEs.”
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kompetitif atas pesaing mereka.'” Karena tingkat
persaingan semakin meningkat setiap hari, UKM harus
kreatif dan imajinatif, dengan fokus pada peningkatan
kualitas dan kuantitas produk dan layanan mereka,
yang akan memotivasi karyawan.'’®
Dalam rangka mengentaskan  kemiskinan,
mengurangi  kesenjangan  perekonomian,  serta
mendorong  perckonomian  masyarakat  melalui
pemberdayaan ekomomi umat, khususnya masyarakat
di sekitar pesantren, OJK memfasilitasi pembuatan
model bisnis Bank Wakaf Mikro (BWM) dengan
platform LKM Syariah untuk mempertemukan pihak
yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan
kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan
usaha dengan 1mbal hasil sangat rendah. BWM
merupakan LKM Syariah yang didirikan atas 1zin OJK
dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau
pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum
memiliki akses pada lembaga keuangan formal. BWM
pertama kali diresmikan oleh Presiden Joko Widodo
pada bulan Oktober 2017. Model bisnis BWM adalah
sebagai berikut (lihat gambar 3.1):
1. Berbadan hukum Koperasi Jasa dengan izin
usaha LKM Syariah;

2. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip
Syariah;

3. Tidak menghimpun dana (non deposit taking);

4. Imbal hasil rendah setara 3% per tahun;

5. Tanpa agunan;

6. Diberikan pelatihan dan pendampingan; dan

7. Diawasi OJK berkoordinasi dengan

Kementerian Koperasi, Laznas BSM Umat,
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK),
pesantren, dan tokoh masyarakat

"% Farrokhian dan Soleimani, “Assessing capabilities for innovation -

The case of Iranian kalleh meat product company.”™
174 .
Ibid.
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Gambar 3. 1 Model Bisnis BWM
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

2. Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Indonesia
Sejak berlakunya Undang-Undang LKM pada tahun 2015
sampai dengan akhir tahun 2019, saat ini1 terdapat 204 LKM
yvang memiliki 1zin usaha dengan rincian 30 PT LKM dan
174 Koperasi LKM. Pertumbuhan rata-rata jumlah LKM
yvang memperoleh izin sejak 2015 sampai dengan tahun
2019 sebesar 149.42% per tahun. Berikut jumlah pelaku
usaha kecil mikro yang tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan
hingga tahun 2019, seperti dalam grafik 3.1.
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Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2021
Sementara itu, jumlah pelaku LKM berdasarkan jenis

kegiatan wusaha, sampai dengan akhir tahun 2019
terdapat 129 LKM Konvensional dan 75 LKM Syariah yang
memperoleh izin dari OJK. Jumlah pelaku LKM Syariah
meningkat secara signifikan sejak tahun 2017 dengan
didirikannya Bank Wakaf Mikro (BWM).

Sampai dengan akhir tahun 2019, sebanyak 21 dari 34
provinst telah memliki LKM. Provinsi Jawa Tengah
merupakan provinsi dengan jumlah LKM terbanyak, yaitu
sebanyak 108 LKM atau 52,94% dari total jumlah LKM.
Berdasarkan cakupan wilayah usaha, pada tahun 2019
terdapat 123 LKM atau 60.,29% dan total LKM yang
memiliki cakupan wilayah usaha Kecamatan. Sementara itu,
untuk cakupan wilayah usaha Kabupaten/ Kotamadya
terdapat 49 LKM dan sisanya 32 LKM memiliki cakupan
wilayah usaha Desa/Kelurahan Sesuair dengan kegiatan
usaha LKM, nasabah LKM terdiri dari Nasabah Peminjam
dan Nasabah Penyimpan. Jumlah Nasabah Peminjam secara
rata-rata tumbuh 181,02% per tahun dari 8.758 nasabah
pada tahun 2017 menjadi 67.360 nasabah pada tahun 2019.
Jumlah Nasabah Penyimpan pada tahun 2019 tercatat
sebanyak 57.548 nasabah.

Sejak berlakunya Undang-Undang LKM pada tahun
2015 sampal dengan akhir tahun 2019 aset LKM secara
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agregat nasional tumbuh dengan pertumbuhan rata-rata
sebesar 207,19% per tahun dari Rp45 46 miliar pada tahun
2015 menjadi Rpl.07 trilun pada tahun 2019. Sejalan
dengan pertumbuhan aset LKM tersebut, jumlah
outstanding Pinjaman/Pembiayaan Yang Diberikan (PYD)
LKM juga bertumbuh dari Rp23,30 miliar pada tahun 2015
menjadi Rp615,92 miliar pada tahun 2019 atau tumbuh rata-
rata sebesar 284 .56% per tahun sejak tahun 2015. Berikut
Grafik 3.2, tentang aset dan PYD (miliar Rupiah)
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Pada tahun 2019 aset PT LKM Konvensional memiliki
porst 47.62% dari keseluruhan aset mdustn LKM
dengan nilai aset sebesar Rp509.48 miliar sedangkan aset
Koperasi LKM  Syariah  memuliki  porsi  kedua
terbesar (41.,23%) dengan nilai aset sebesar Rp441.20
miliar. Adapun aset Koperasi LKM berbentuk Koperasi
Konvensional memiliki porsi 8,65% dari total aset LKM
dengan nilai aset sebesar Rp92.,60 miliar dan aset PT
LKM Syariah memiliki porsi terkecil yaitu sebesar 2,50%
dengan nilai aset sebesar Rp26,70 miliar.

Sebagaimana halnya porsi aset LKM, dari tahun 2015
hingga tahun 2019 PYD LKM berbentuk PT Konvensional
memiliki porsi terbesar dari nilai pinjaman/pembiayaan
industr1 LKM. Pada tahun 2019, PYD LKM berbentuk
PT Konvensional memiliki porsi 61,07% dengan nilai




95

penyaluran pinjaman sebesar  Rp376.17 miliar.
Demikian pula, PYD Koperasi LKM Syariah menempati
urutan kedua terbesar yaitu sebesar Rpl159.00 miliar
atau 2582% dari PYD mndustrni LKM. Sementara 1tu, nilai
PYD Koperasi Konvensional dengan nilai sebesar Rp70.722
miliar memiliki porsi 11,48% dan PYD PT Syariah sebesar
Rpl10.,03 miliar memiliki porsi 1,63%. Berikut Grafik 3.3,
aset berdasarkan bentuk badan hukum dan jenis kegiatan
usaha (miliar Rupiah).
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D. Faktor-faktor yang Menghambat Perkembangan
LKM di Indonesia

Pada tahun 2020, Indonesia akan memiliki 227
lembaga keuangan mikro (LKM), menurut OJK. Ini
merupakan peningkatan 10,13 persen dibandingkan total
tahun sebelumnya sebanyak 204 LKM. Secara total, 147
LKM konvensional ada di negara ini. Sementara itu, 80
bisnis lamnya adalah LKM syariah. Jumlah LKM di
Indonesia terbagi menjadi 22 dari 34 provinsi di Indonesia.
Jawa Tengah memiliki jumlah LKM terbesar, dengan 122
perusahaan menyumbang 53,74 persen dari total. Jawa Barat
berada di posisi kedua, dengan 28 LKM. Setelah itu, ada 23
LKM di Jawa Tmur. Pada 2020, aset LKM Indonesia
mencapal Rp 1.23 triliun. Nilai tersebut meningkat 13 3%
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1,07 triliun.
Aset LKM tradisional mencapai Rp734 .67 miliar, atau 59,52
persen, dari total aset. Jumlah tersebut meningkat 22,02
persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 602,08
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miliar. Sedangkan aset yang dimiliki LKM syariah sebesar
Rp 4997 miliar atau 40 48% dari total aset. Jumlah tersebut
meningkat 6,80% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar
Rp 467.9 miliar, sebagaimana grafik 3.4 dibawah ini.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Jumlah pembiayaan yang disalurkan LKM kepada
masyarakat mencapai Rp 749,42 miliar pada 2020, menurut
laporan OJK. Jumlah itu natk 21,68 persen dibandmgkan
tahun sebelumnya Rp 615,92 miliar. Ringkasnya, pendanaan
LKM konvensional akan mencapai 74,28% atau Rp 556,65
miliar tahun 2020. LKM berbentuk PT Konvensional
mencapal 63,80% dari total, dengan total nilai pembiayaan
Rp. 478,15 miliar, dan Koperasi Konvensional sebesar
10,47 persen, dengan total nilai pembiayaan Rp. 78.50
miliar. Sedangkan LKM Syariah memasok pembiayaan
sebesar Rp 192,77 miliar atau 25.,72%. Dari tahun 2016-
2020, tren statistik pembiayaan yang disalurkan LKM di
Indonesia ditunjukkan dalam grafik 3.5, di bawah ini.
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Sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

Pembiayaan LKM akan terus meningkat dari tahun
2016 hingga 2020. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan
jumlah nasabah. Menurut OJK, jumlah nasabah LKM pada
tahun 2020 sebanyak 82461 atau meningkat 224 persen
dari total tahun 67360 pelanggan. LKM didirikan, dalam
upaya untuk mempromosikan pemberdayaan masyarakat,
khususnya di kalangan masyarakat dan UMKM.

Dari tahun ke tahun, UMKM terus memberikan
kontribusi terhadap PDB sebesar Rp7.034.1 triliun atas
dasar harga konstan pada 2019, naik 229 persen dari
Rp5.721,1 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu,
UMKM menyumbang Rp 9.580,8 triliun terhadap PDB atas
dasar harga berlaku. UMKM Indonesia menyerap 119.6 juta
orang atau 96,92 persen dari total tenaga kerja di tanah air
atau meningkat 2,21 persen. Unit usaha utama Indonesia
yvang memberikkan  kontribusi  sigmifikan.  UMKM
menyumbang 64,2 juta bisnis Indonesia, atau 99,99 persen
dari total negara. Usaha Mikro sebesar 634 juta, Usaha
Kecil sebesar 783,1 ribu, dan Usaha Menengah sebesar 60,7
ribu. Sedangkan Usaha Besar hanya menguasai 5.5 ribu unit
usaha di Indonesia atau 001 persen dari total. Tenaga kerja
yvang diserap dari unit bisnis berjumlah 3.6 juta orang, atau
sekitar 3% dari total tenaga kerja Indonesia. Berikut
sumbangsih UMKM terhadap PDB Indonesia 2015-2019
yvang digambarkan dalam grafik 3.6.

Ay
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Kontribusi UMEM terhadap PDE Indonesia (2o15-200a)
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Sumber ; Databox, 2021

Sementara transaksi dengan menggunakan QRIS untuk
memfasilitasi inklusi keuangan berkontribusi pesat di masa
pandemi Covid-19. Per 30 Desember 2020, QRIS telah
terhubung dengan sekitar 5.8 juta merchant ritel nasional,
menurut Bank Indonesia. Terhitung sejak 22 Maret 2020
berjumlah 3,1 pengecer, naik 88%. Mayoritas merchant
adalah UMKM, seperti dalam grafik 3.7.

Porkembangan Pedagang (Merchant) QRIS
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Sumber ; Databox, 2021
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BAB 1V
INDEX INKLUSI KEUANGAN
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

A. Prolog

Keuangan mikro sering dipandang sebagai metode untuk
mengurangi kemiskinan, terutama dalam rangka memperlancar
arus konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah. Keuangan
mikro tidak hanya menawarkan pinjaman kepada orang miskin,
tetapi juga memberi mereka layanan keuangan lain seperti
tabungan, pendidikan keuangan, dan asuransi. Keuangan mikro
ditentukan oleh ketersediaan layanan keuangan lainnya.
Keuangan mikro telah membantu mereka yang kurang mampu
dengan menyediakan layanan keuangan tambahan. Akibatnya,
keuangan mikro dipandang sebagai salah satu strategi untuk
memerangi esklusif keuangan, yang dianggap sebagai sumber
kemiskinan yang menjebak kaum miskin, dan mendorong
inklusi keuangan.

Untungnya, keuangan mikro telah berkembang menjadi
lebih dari sekadar fasilitas pmjaman bagi masyarakat miskin,
yang memungkinkan mereka untuk mengalami dan
berpartisipasi dalam kegiatan yang tidak dapat mereka akses
dar1 bank dan lembaga keuangan lainnya. Keuangan mikro telah
membantu masyarakat miskin untuk terlibat secara finansial
dalam sistem keuangan melalui layanan keuangan lainnya
seperti tabungan dan asuransi.

B. Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Dunia

Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan layanan
keuangan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat miskin telah
berkembang dari pendekatan pinjaman awal yang terfokus pada
penyediaan kredit mikro untuk industri yang lebih luas
dilambangkan dengan istilah keuangan mikro."”’ Keuangan
mikro hari ini adalah diakui sebagai alat yang berharga untuk
memberikan layanan keuangan kepada orang yang hidup dalam

"7 Jonathan Morduch, “The Micro Finance Schism,” World Development
- Elsevier Science 28, no. 4 (20000 617-629,
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kemiskinan'"® sechingga berkontribusi meningkatkan ekonom
formal di negara berkembang, tetapi data tahun 2014
menunjukkan bahwa sekitar 40% dari populasi global masih
tidak memiliki rekening di bank atau di lembaga keuangan
formal lainnya. 17

Mikro finance menjanjikan bailk untuk memerangi
kemiskinan dan untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan
dan keuangan sistem melalui serta menemukan cara untuk
hemat biaya meminjamkan vang kepada rumah tangga miskin.
Rumah tangga miskin biasanya dikecualikan dari formal sistem
perbankan karena kurangnya agunan, tetapi gerakan keuangan
mikro mengeksploitasi struktur kontrak baru dan bentuk
organisasi yang mengurangi risiko dan biaya pembuatan kecil,
pinjaman tanpa agunan. Program keuangan mikro juga telah
menunjukkan bahwa rumah tangga miskin pun dapat menabung
dalam jumlah yang cukup besar.

Sejak akhir 1970-an, kaum miskin di negara berkembang
semakm memperoleh akses ke keuangan layanan yang
ditawarkan oleh apa yang disebut lembaga keuangan mikro
(LKM). LKM ini telah menunjukkan pertumbuban vyang
signifikan dalam memberikan layanan keuangan kepada rumah
tangga miskin. Padahal pada tahun 1997 LKM ini memiliki
sekitar 10 juta klien, pada tahun 2010 jumlah ini telah
berkembang menjadi lebih dari 200 juta. LKM im fokus untuk
menjangkau orang miskin, sementara pada saat yang sama
berkelanjutan secara finansial."™"

Keuangan mikro, atau penyediaan layanan keuangan untuk
usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, telah
menjadi aspek penting dari agenda mklusi keuangan selama
beberapa dekade terakhir. Hal i didasarkan pada premis

'™ Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo, “Poor Economics: A Radical
Rethinking of the Way to Fight Global Poverty,” in Asia-Pacific Research and
Traming Network on Trade. Book Review Series, No. 7, July 2012, vol. V,
2012, 303,

" Asli Demirguc-Kunt et al, “The Global Findex Database: Measuring
financial inclusion around the world,” Policy Research Working Paper 7255,
no. Apdl (20015 11.

! Jonathan Morduch, “The microfinance promise,” Journal of Economic
Literature 37, no. 4 (19997 15691614,
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bahwa memperluas akses dan penggunaan lembaga keuangan
formal mengurangi biaya transaksi, memungkinkan masyarakat
miskm untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang
menguntungkan dan kemungkinan perataan konsumsi yang
meningkatkan kesejahteraan. Menurut penelitian Collier et al.
2009 dalam Urresta (20]9)]“, pengelolaan keuangan rumah
tangga yang efisien lebih penting bagi keluarga berpenghasilan
rendah daripada rumah tangga berpenghasilan menengah atau
tinggi.

Lembaga keuangan mikro (LKM) dikatakan Taylor dalam
Urresta (2019) umumnya dilihat sebagar pendorong penting
inklusi keuangan, sebagian karena mereka beroperasi di
persimpangan sektor keuangan formal dan informal (bank
LKM, serikat kredit, dan perantara keuangan non-bank).
Akibatnya, mereka sering menjadi tulang punggung
kelembagaan untuk meningkatkan nklusi kevangan. Baru-baru
i, kata "keuangan mikro" dan "inklusi keuangan" telah
digunakan secara bergantian, atau keuangan mikro secara
bertahap dihapus dan diganti dengan inklusi keuangan. 182

Situasi ini telah menyebabkan terciptanya tujuan umum
baru, mklusi keuangan, konsep multidimensi yang lebih luas
dengan beberapa aspek ekonomi, politik dan mmplikasi sosial."*
Lembaga keuangan mikro (LKM) bertujuan untuk menangani
beberapa kebutuhan rumah tangga di negara berkembang. LKM
adalah jemis penyedia jasa keuangan tertentu, karena selam
tujuan keuangan, mereka secara teratur mengejar serangkaian
tujuan sosial yang dinyatakan dalam misi sosial yang mereka
n:-,letalkam.]M Tujuan kombinasi keuangan dan sosial merupakan
apa yang disebut double bottom line keuangan mikro, yang juga

! Tania Lorena Lopez Urresta, “Microfinance Institutions And Financial
Inclusion,” Microfinance (Frankfurt, Germany, N.D.)., 2019,

2 Ibid.

%3 Javier Sierra dan Maria José Rodriguez-Conde, “The Microfinance
Game: Experiencing the dynamics of financial inclusion in developing
contexts,” International Jowrnal of Management Education 19, no. 3 (2021).

%4 Javier Sierra, Victoria Muriel-Patino, dan Fernando Rodriguez-Lipez,
“The quest for the evaluation of microfinance social performance,”
Iberoamerican Journal of Development Studies 9, no. 2 (2020): 55-108.




dapat dikombinasikan dengan beberapa tujuan lingkungam.m5
Mencapai tujuan 11 merupakan tantangan bagi banyak LKM.'*

Inklusi keuangan usaha kecil dan menengah (UKM)
merupakan inti  dari tantangan diversifikasi ekonomi,
pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja di kawasan Timur
Tengah dan Asia Tengah (MENAP dan CCA).] ¥

Inklusi keuangan mengambil prioritas yang lebih tinggi di
banyak negara dan dalam agenda kebijakan internasional,
seperti melalui Rencana Aksi Inklusi Kevangan yang disahkan
pada KTT G20 2010 di Seoul. D1 kawasan MENAP dan CCA,
banyak negara menghadapi tantangan berat untuk pertumbuhan
yang lebih kuat dan lebih inklusif serta sektor swasta yang lebih
dinamis.'**

Rata-rata pangsa UKM dalam total pinjaman bank di
negara-negara MENAP dan CCA hanya sekitar 7 persen,
terendah di dunia. Oleh karena itu, IMF dan lembaga
mternasional lamnya memiliki peran kunci dalam mendukung
prioritas reformasi dan desain strategi kebijakan dengan cara
meningkatkan inklusi keuangan UKM yang bersifat spesifik
dan berdasarkan pengalaman mternasional.

Di Timur Tengah dan Asia Tengah, UKM menyumbang
sebagian besar bisnis dan pekerjaan. UKM mencakup lebih dari
96 persen dari semua perusahaan yang terdaftar di wilayah
tersebut dan mempekerjakan sekitar setengah dari seluruh
angkatan kerja, yang sejalan dengan statistik global (Grafik

%% Frédéric Huybrechs, Iohan Bastiaensen, dan Gert Van Hecken,
“Exploring the potential contribution of green microfinance in transformations
to sustainability,” Current Opinion in Environmental Sustainabifity 41 (2019):
8592,

" Niels Hermes dan Marek Hudon, “Determinants of the Performance of
Microfinance Institutions: a Systematic Review.” Jowmal of Economic Survevs
32,00, 5(2018): 1483-1513.

"7 Wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah mengacu pada 31 negara di
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan (MENAP) dan di
Kaukasus dan Asia Tengah (CCA). Inklusi kevangan didefinisikan sebagai
akses ke, dan penggunaan, layanan keuangan formal.

% Pernyataan Dana Moneter Internasional, Dana Armb untuk
Pembangunan Ekonomi dan Sosial, dan Dana Moneter Arab, Konferensi
Mempromosikan Pertumbuhan, Pekerjaan, dan Inklusivitas di Dunia Arab.
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4.1). Sektor nformal mempekerjakan sejumlah besar UKM di
wilayah tersebut.

Dalam hal akses UKM ke pendanaan perbankan, wilayah
MENAP dan CCA tertinggal dar1 sebagian besar wilayah
lamnya. UKM menyumbang sekitar 7% dari keseluruhan
pinjaman bank di wilayah MENAP dan CCA, dan serendah 2%
di beberapa negara Dewan Kerjasama Teluk. Menurut Survei
Perusahaan Bank Dunia, persentase perusahaan MENAP yang
sangat tinggl (sekitar 32%) menyebutkan akses ke pembiayaan
sebagal batasan utama (dibandingkan dengan rata-rata global
sebesar 26%). Di wilayah CCA, persentasenya lebih kecil
(]8%).]89 Sebagaimana ditunjukkan pada grafik 4.1, berikut ini.
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5 Nicolas Blancher et al., Financial Inclusion of Small and Medium-
Sized Enterprises in the Middle East and Central Asia, Departmental Papers |
Policy Papers, vol. 19,2019,
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Akses UKM ke pembiayaan di Timur Tengah dan Asia
Tengah adalah juga rendah dibandingkan dengan negara-negara
lam pada tingkat ekonomi yang sama perkembangan.
Penyimpangan yang signifikan dari indeks inklusi keuangan
yang diamati dari nilai yang diprediksi berdasarkan
fundamental ekonomu menunjukkan bahwa wilayah tersebut
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dapat mencapai tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi
bahkan dalam lingkungan ekonomi makro yang berlaku. Di
Selain 1tu, konsentrasi kredit telah menmngkat, dengan pangsa
UKM menurun, baik secara global maupun di Timur Tengah
dan Asia Tengah, sepeeti ditunjukkan pada grafik 421
Bagian ini menggambarkan sifat dan besarnya potensi
manfaat keuangan makro dari inklusi keuangan UKM yang
lebih besar. Melengkapi dan memperluas temuan dari literatur,
ni menyajikan hasil dari pendekatan metodologis yang berbeda
(analisis empiris lintas negara dan spesifik negara, tngkat
perusahaan, dan berbasis data makro) yang digunakan untuk
mengukur dampak inklusi keuangan UKM yang lebih besar
pada ekonomi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja,

" Thid.
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efektivitas kebijakan makroekonomi, dan stabilitas keuangan

makro.
C. Indeks Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

Indonesia

Inklusi keuangan di Indonesia meningkat dengan laju yang
berbeda-beda juga didasarkan atas kontribusi di setiap sektor
usaha. Pada tahun 2019, sektor yang paling besar menyumbang
adalah Perbankan dengan 73.88%, diitkuti lembaga pembiayaan
yang memberikan kontribusi inklusi keuangan sebesar 14,56%.
Selanjutnya ada sektor asuransi menyumbang 13,15%.
Sementara sektor usaha pegadaian ikut menopang inklusi
keuangan Indonesia sebesar 1238% dan sektor dana pensiun
6,18%. Sedangkan sektor pasar modal hanya mampu
memberikan sumbangsih inklusi keuangan sebesar 1,55%.
Kontribusi terkecil datang dari sektor usaha Lembaga Keuangan
Mikro (LKM) yang hanya mampu menyokong inklusi keuangan
Indonesia 0,72%. Kondisi ini dapat dilihat pada tabel indeks
literasi dan indeks inklusi keuangan yang disumbangkan

berdasarkan sektor jasa keuangan berikut ini.
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pemerintah akan LKM. Itu memberikan sinyal bahwa LKM
yang menjadi basis ekonomi masyarakat kecil tak mampu
bersaing dengan sektor usaha lainnya. Mmimnya kontribusi
inklusi keuangan dari sektor LKM, berbanding lurus dengan
kontribusi literasi keuangan LKM vyang hanya mampu
menyumbang 0,85%. Artinya pemahaman atau pengetahuan
akan LKM oleh masyarakat masih sangat rendah. Kondisi ini
agak berbeda dengan literasi Perbankan yang sinergis dengan
mklusinya. Misalnya sektor Perbankan memiliki literas:
tertinggi hingga mencapai 36,12%. Berikutnya sektor asuransi
1940% , dukuti sektor pegadaian 17.81%. Selanjutnya sektor
lembaga pembiayaan yang menyumbang literasi keuangan
sebesar 15,17%. Setelah 1tu sektor dana pensiun 13.14%, dan
sektor pasar modal sebesar 492%. Perbandingan literasi dan
mklusi keuangan Indonesia berdasarkan sektor jasa keuangan,
dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Rendahnya inklusi keuangan Indonesia sampai mendapat
perhatian Presiden RI, Joko Widodo. Berbicara kepada media
dalam Rakornas TPAKD, Kamis, 12 Oktober 2020. Presiden
mendesak Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tanah air. 1

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks
nklusi keuangan Indonesia per 2019 hanya 76%. jauh di1 bawah
negara tetangga. Thailand, misalnya, memiliki tingkat literasi
keuangan 82% dan Malaysia memiliki 85 persen dan Singapura
memilikl tingkat literas1 keuangan hingga 98%. Kondis1 i1
diperparah dengan kredit bank umum 73,7%.""*

Walaupun tingginya angka kredit ini, namun hanya
berputar di area Pulau Jawa. Artinya, porsi kredit di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua tidak lebih dar:
27%.'* Situasi paradox antar sektor usaha lembaga keuangan,
baitk Perbankan maupun lembaga jasa keuangan lainnya

" Inklusi Keuangan RI Masih Rendah, Presiden: Pakai Cara Inowvatif.
Dimuat  dalam Media  Indonesia,  Kamis 10 Desember 2020,
https://mediaindonesia.com/ekonomi/367 808/ink lusi-kenangan-ri-masih-
rendah-presiden-pakai-cara-inovatif

"2 Otoritas Jasa Keuangan, “Survey Literasi dan Inklusi Kenangan Tahun
2019.7

"3 Inklusi Keuangan RI Masih Rendah , opcit
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termasuk Lembaga Keuangan Mikro im1 perlu mendapat
perhatian pemerintah terutama para pengambil kebijakan terkait
mklusi keuangan Indonesia.

Rendahnya inklusi keuangan Indonesia sebagai akibat dari
kombinasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap LKM dan
pengelolaan keuangan yang kurang mendukung masyarakat
Indonesia. Marginal Propensity to Consume' ™ masyarakat
tumbuh, sesuai dengan trend. Alasan mendasar untuk mi1 adalah
budaya menabung masyarakat yang buruk. Untuk mengatasi hal
tersebut, OJK memperkenalkan produk tabungan ramah anak
serta program AY O ke Bank.

Selain budaya tabungan yang buruk, akses keuangan yang
rendah didukung oleh penetrasi perbankan yang rendah,
transaksi pembayaran yang terbatas, akses kredit yang terbatas,
dan akses layanan asuransi yang terbatas, yang semuanya
disebabkan oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki
tanggungan yang cukup, seperti ditentukan oleh bank untuk
memperoleh kredit, dan kurangnya minat lembaga keuangan
untuk bekerja di sektor ini.

Guna mengatasi kondisi di atas, pemerintah Indonesia
melalui OJK dan Bank Indonesia saat ini sedang membuat
terobosan baru di bidang keuangan digital. Sebagai hasil dari
transaksi di dunia digital, literasi dan nklusivitas keuangan
harus ditingkatkan. Terobosan ini berdampak besar terhadap
nalknya jumlah pembiayaan vyang disalurkan Lembaga
Keuangan Mikro kepada masyarakat. Tercatat pembiayaan
mencapal Rp 749,42 miliar pada 2020, menurut laporan OJK.

" Kecenderungan mengkonsumsi marinal (Marginal Propensity 1o
Consume, disingkat MPC) adalah konsep yang memberikan gambaran tentang
berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposibel bertambah satu
unit. jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar daripada tambahan
pendapatan disposibel, sehinggza angka MPC tidak akan lebih besar dan satu.
Angka MPC juga tidak mungkin negatif, di mana jika pendapatan disposibel
terus meningkat, konsumsi terus menumn sampai nol (tidak ada konsumsi).
Sebab manusia tidak mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal. Lihat,
H. Abdul Wahab, Pengantar Ekonomi Makro, Alaudding University Press
(Alauddin University Press, 2020), au-press @ yahoo.com.
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Jumlah tersebut nalkk 21,68 persen dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar Rp 615,92 miliar.

Untuk menguatkan dan mempertahankan kenaikan
pembiayaan LKM, OJK telah menetapkan tiga pilar untuk
meningkatkan pengetahuan dan inklusi keuangan agar tidak
tertinggal dar1 negara lam, mfrastruktur besar, pendidikan, dan
kreativitas. Pilar pertama adalah pendidikan masif, yang
dilakukan dengan mengunjungi setidaknya 24 kota di Indonesia
setiap tahun. Pilar kedua adalah penciptaan teknologi
infrastruktur yang mendukung pelayanan publik. Pilar ketiga
adalah novasi dan kreasi, yang mencoba memaparkan apa yang
dibutuhkan masyarakat sehingga program vyang ada dapat
disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Oleh karena itu, Thomas Dewaranu, peneliti di Center for
Indonesian Policy Studies (CIPS), berpendapat bahwa hterasi
keuangan harus menjadi salah satu prioritas utama pemerintah
dalam memperluas inklusi keuangan. Inklusi keuangan, atau
memperoleh akses ke sistem keuangan formal bagi mereka yang
tidak bankable, harus dikuti dengan literasi keuangan untuk
membangun pemahaman dan kepercayaan. 193

Dengan melibatkan masyarakat sebagai nasabah yang
sadar akan haknya dalam menggunakan layanan keuangan,
pentingnya literasi sebagai faktor vital dalam perluasan inklusi
keuangan Indonesia dapat ditingkatkan. Ini harus dimulai
dengan pemahaman mendasar tentang konsep keuangan. Hanya
38% masyarakat umum yang memahami literas1 keuangan saat
penelitian ini1 dilakukan, menurut data 0IK'™", Dengan hanya
0.85 persen, lembaga keuangan mikro memiliki pemahaman
paling sedikit tentang inklusi keuangan. Hal ini penting bagi
lembaga keuangan mikro dalam upaya memberikan kredit

"% Thomas Dewaranu (Peneliti Center for Indonesian Policy Studies
(CIPS). Pemahaman Masyarakat Tentang Lembaga Keuangan Mikro Berada di
Urutan Paling Bawah. Dimuat oleh Merdeka.com, Selasa, 2 November 2021,
Diakses pada tanggal 27 September 2021,
https://fwww . merdek a.com/uang/pemahaman-masyarakat-tentang-lembaga-
keuangan-mikro-berada-di-urutan-paling-bawah html

" Otoritas Jasa Keuangan, “Survey Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun
2019."
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kepada UKM sehingga dapat membantu meningkatkan mklusi
keuangan.

Hingga kini, sekitar 92 juta orang dewasa di Indonesia
tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Kehadiran lembaga
keuangan non-bank seperti fintech tentu dapat membantu
masyarakat wunbanked, namun harus dibarengi dengan
peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mengetahui
layanan yang dapat mereka akses, risiko yang mereka hadapi,
dan pengamanan yang harus mereka lakukan saat melakukan
transaksi keuangan. Kesadaran masyarakat atau organisasi yang
tidak memiliki akses layanan jasa keuangan, disebutkan
Davidsson'®” dalam penelitiannya memiiki peluang yang cukup
besar untuk mengalami kemerosotan kinm‘jal.]% Masalah akses
layanan keuangan yang menjadi salah satu faktor lambatnya
mmklusi  keuangan juga disampaikan oleh Sanjaya dan
Nursechafia dalam penelitiannya yang menemukan bahwa
dimensi aksesibilitas berdampak besar terhadap inklusi
keuangan di Indonesia, sedangkan dimens: ketersediaan dan
penggunaan memiliki pengaruh yang kecil. Ini mengarah pada
kesimpulan bahwa orang miskin memiliki akses terbatas ke
layanan keuangan. 199

Kesadaran masyarakat akan haknya sebagar konsumen
jasa keuangan harus dimulai dengan pemahaman dasar tentang
jasa keuangan. Upaya untuk mengembangkan literasi layanan
keuangan di masyarakat sulit karena masyarakat Indonesia
beragam dari segi budaya, bahasa, tingkat pendidikan, cara
hidup, dan fitur kegiatan ekonomu. Jika pemahaman dasar akan
Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga jasa keuangan
dapat diterima masyarakat, maka akan berdampak pada
peningkatan inklusi keuangan, dimana masyarakat mulai bisa

"7 Per Davidsson, Leona Achtenhagen, dan Lucia MNaldi, Small firm
growth, Foundations and Trends in Entreprenetwship, vol. 6, 2010,

"% Davidsson, P. (2015). Small Firm Growth Small Firm Growth Per
Davidsson School of Management Queensland University of Technology (and
Jonkiping International Business School ) Gardens Point . Brisbane 4001
Queensland, Auvstralia Leona Achtenhagen Jonkdping Intemational Busin.
(January 2010).

"I Made Sanjaya dan Nursechafia, “Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan
Inklusif:,” Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 18, no. 3 (2016): 281-306.
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melakukan transaksi pembayaran, mengakses kredit, layanan
asuransi, pasar modal dan tentunya memanfaatkan keberadaan
Lembaga Keuangan Mikro sebagair wadah jasa pelayanan
keuangan.

Dengan demikian, pasar keuangan negara akan meningkat.
Keterbukaan akses layanan jasa keuangan yang diberikan LKM
dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh
kredit, berinvestasi dengan tabungan, mengurangi ketimpangan
pendapatan, dan mengatasi pertumbuhan ekononu yang
melambat™”, secara tidak langsung dapat menjadi faktor
pemicu peningkatan inklusi keuangan. Pendapat Allen dan
analisis di atas relevan dengan penelitian Hermes, et.al™’
menyatakan bahwa kontribusi dan kapasitas LKM pada
peningkatan mklusi keuangan rumah tangga miskin dan usaha
kecil ditentukan oleh sejauh mana pasar keuangan negara
berkembang. D1 satu sisi, pasar keuangan yang berkembang
dengan baik menyediakan lingkungan di mana LKM dapat
berkembang dan meningkatkan efisiensinya, dan berkontribusi
pada inklusi keuangan yang lebih meningkat. Kontribusi LKM
dalam inklusi keuangan dipertegas Beck & Demirguc-kunt,
dalam  penelitian  mercka bahwa  inklusi  keuangan
memungkinkan para pelaku UMKM mengembangkan usaha
dan menerapkan investasi yang lebih produktif, memanfaatkan
teknologi terbaru yang akan meningkatkan daya samg dan
menciptakan inovasi 20

Indeks mklusi keuangan dihitung dengan menggunakan
variabel aksesibilitas, ketersediaan layanan perbankan, dan
penggunaan sistem perbankan. Karena sektor keuangan
merupakan bagian terpenting dari perekonomian Indonesia,
maka sering dijadikan sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Dengan menilai IFI di database

" Franklin Allen et al, The Foundations of Financial Inclusion:

Understanding  Ownership and Use of Formal Accounis are in  the
Development, Policy Research Workoing Paper 6290, 2012,

- Hermes, M., Lensink, R., & Meesters, Financial Development and the
Efficiency of Microfinance [nstitutions.

"2 P Demirgiic-Kunt, A; Beck. TH.L.; Honohan, Finance for all?
Policies and pitfalls in expanding access. (A World Bank policy research

report) (Washington, DC: Washington, D.C: World Bank, 2008).
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provinsi, pembuat kebijakan dapat memprioritaskan reformasi
dan mendorong desain kebijakan yang lebih berani berdasarkan
temuan empiris, yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat
sebagai salah satu tujuan negara.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa mdeks
mklusi keuangan akan meningkat jika dilakukan penguatan
literasi keuangan secara masif bagi masyarakat. Peningkatan
partisipasi masyarakat yang akhirnya menciptakan pertumbuhan
yang inklusif. Selain 1tu, pemerataan akses layanan jasa
keuangan di seluruh wilayah Indonesia harus dilakukan,
sehingga asas adil dan merata dalam menikmati akan jasa
keuangan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, dari area
perkotaan hingga pedesaan.

Sistem keuangan yang inklusif harus dapat diakses oleh
semua pengguna, oleh karena itu harus menjangkau berbagai
kalangan. Penetrasi perbankan didefinisikan sebagai persentase
penduduk yang dapat dilayani sektor jasa perbankan
D. Faktor Penyebab Rendahnya Inklusi Keuangan

Lembaga Mikro di Indonesia

Salah satu tujuan penguatan inklusi keuangan, menurut
Soyemi, et.al, untuk membuat sistem fintech lebih mudah
diakses. Teknologi fintech semakin marak di Indonesia, dalam
rangka meningkatkan inklusi keuangan. Sebagian besar fintech
di Indonesia masih bergerak di bisnis pembayaran. Jumlah
fmtech yang menyalurkan kredit lebih rendah dibandingkan
dengan jumlah fintech yang melakukan pembayaran. Mengingat
sebagian besar perusahaan fintech bercita-cita untuk
menjangkau kelompok perkotaan dan pedesaan yang saat i
tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank [unbamkable).zm

Disatu sisi, inklusi keuangan memburuk di beberapa
daerah akibat dari tingginya jumlah UMKM tdak dapat

3 Soyvemi, K. A, EtAl (2020). Financial Inclusion And Sustainable
Development In Nigeria. Journal Of Economics & Management, 39, 105— 131.




112

mengembangkan usahanya (Churchill & Mau‘isettylm: Li et
':llluj: Murendo, et.':lllm: Lc)ttc}lm: Niankara & MU(_]EIHEISI'I}IUR.

Orang berpenghasilan rendah dengan pendapatan yang
tidak jelas dan tidak terduga, menurut Churchill, et.al,
merupakan kelompok vyang tidak dapat memperoleh jasa
keuangan. Akses ke keuangan, di sisi lain, akan memungkinkan
mereka untuk merencanakan masa depan dan melindungi diri
mereka dari hal-hal yang tidak terduga. Pencurian wang tunai
Juga cukup umum. ™’

Sementara 1tu, di pasar negara berkembang, layanan
tabungan informal terkadang dikaitkan dengan biaya
administrasi yang tinggi. Orang miskin pada umumnya tidak
dapat menabung, baik dalam bentuk tunai maupun dalam
simpanan tersembunyi di bawah kasur atau dalam toples kaca,
bahkan ketika mereka memiliki vang yang sederhana untuk
dibelanjakan, karena mereka hidup di bawah tekanan kebutuhan

™ Churchill, S. A., & Marisetty, V. B. (2020). Financial Inclusion And
Poverty: A Tale Of Fortyfive Thousand Households. Applied Economics,
52(16), 1777-1788.

" Li, A., ELAL (2021). Financial Inclusion May Limit Sustainable
Development Under Economic Globalization And  Climate  Change.
Environmental Research Letters, 16(5), 54049,

M Murendo, C.. EL.AL (2021). Financial Inclusion, Nutdtion And Socio-
Economic Status Among Rural Households In Guruve And Mount Darwin
Distrcts, Zimbabwe. Journal Of Intemational Development, 33(1), 86108,

7T Lotto, J. (2020). Understanding Financial Inclusion In East Africa:
How Does Tanzania Compare? International Journal Of Finance & Economics

"% Niankara, I.. & Mugattash, R. (2020). The Impact Of Financial
Inclusion On Consumers Saving And Borowing Behaviours: A Retrospective
Cross-Sectional Evidence From The UAE And The USA. International Journal
Of Economics And Business Research, 2002), 217-242.

™ Churchill, 8. A., & Marisetty, V. B. (2020). Financial Inclusion And
Poverty: A Tale Of Fortyfive Thousand Households. Applied Economics,
52(16), 1777-1788.
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ckonomi yang kompleks (Alhassan, etal’'’; Cull, et.al™; Gyasi
& Adam”'%; Lu, Wu, & Liu*";

Dengan belajar tentang literasi keuangan, memahami
peristiwa ekonomi secara umum, dan tekad dalam mengambil
keputusan keuangan yang akan menentukan kehidupan manusia
di masa depan, literasi keuangan menyiratkan kemampuan
untuk memilah kebutuhan keuangan, kebutuhan perencana
keuangan, dan kemampuan untuk membuat keuangan.
keputusan yang akan menentukan kehidupan manusia di masa
depan. Manusia membutuhkan pendidikan literasi keuangan
yang komprehensif dan terencana.

Selain itu inklusi keuangan yang rendah akses dari
kesadaran masyarakat yang rendah pula, belum lagi skill
pengelolaan keuangan yang tidak memadai ikut menimbulkan
budaya menabung yang buruk dan berdampak pada Marginal
Propensity to Consume™"* masyarakat tumbuh.

Literasi  keuangan  didefinisikan  sebagal  proses
memperoleh pengetahuan dan keterampilan mengenai produk
dan konsep keuangan dengan menggunakan informasi,
mstruksi, dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan,
kepercayaan diri, dan kesadaran akan bahaya keuangan. Mampu
menangani  pertanggungan asuranst  dan  meningkatkan
kemungkinan membuat keputusan keuangan vyang sehat.
Memahami item keuangan dan mampu mengambil langkah-
langkah alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang

M Alhassan, A., Li, L., Reddy, K., & Duppati, G. (2021). The
Relationship Between Political Instability And Financial Inclusion: Evidence
From Middle East And North Africa. Intemational Journal Of Finance &
Economics, 2601), 353-374.

' Cull, R.. Demirzuc-Kunt, A., & Morduch, J. (2021). Banking The
World: Empirical Foundations Of Financial Inclusion. MIT Press.

2 Gyasi, R. M., & Adam, A. M. (2021). Does Financial Inclusion Predict
A Lower Risk Of Loneliness In Later Life? Evidence From The Ageheapsywel-
Heaseeb Study 2016-2017. Aging & Mental Health, 25(7), 12541261,

T Lu, Z., Wu. J., & Liu, J. (2020). Bank Concentration And SME
Financing Awailability: The Impact Of Promotion Of Financial Inclusion In
China. International Joumal Of Bank Marketing.

** H. Abdul Wahab, Pengantar Ekonomi Makro, Alauddin University
Press (Alanddin University Press, 2020).
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(Dabla-Norris, et.alllljz Akanfe, et.alllmz Nizam, et.‘:ﬂl”: Usman,
et.alllm: Siddik & Kilbil'iljllg:l. Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) memainkan peran kunci dalam
pembangunan ekonomi, menurut Menurut Xu, karena
penyerapan tenaga kerja yang relatf tinggi dan kebutuhan
modal investasi yang rendah. Akibatnya, UMKM mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dijadikan sebagai
landasan pembangunan ekonomi jangka pamjamg.uu Rendahnya
tingkat investasi dan  produktivitas, serta lambatnya
pertumbuhan usaha baru, kata Huang, et.al™' dan Demirgiic-
Kunt, et.al”*, akan memerlukan perhatian yang cukup besar di
masa mendatang untuk mengubah Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) menjadi perusahaan yang berdaya saing
tinggi.

Keberadaan UMKM diproyeksikan akan memberikan
kontribusi yang cukup kuat terhadap kesulitan-kesulitan yang
sering dihadapi, seperti meningkatnya jumlah penduduk miskin,

215

=7 Dabla-Norris, E., EtAl (2021). Distinguishing Constraints  On
Financial Inclusion And Their Impact On GDP, TFP, And The Distribution Of
Income . Journal Of Monetary Economics, 117, 1-18.

% Akanfe, O., ELAL (2020). Design Of An Inclusive Financial Privacy
Index (INF-PIE): A Financial Privacy And Digital Financial Inclusion
Perspective. ACM

M7 Nizam., R.. Et.Al (2020). Financial Inclusion And Fimns Growth In
Manufacturing Sector: A Threshold Regression Analysis In Selected Asean
Countres. Economies, 8(4), 80,

M Usman, M., ELAl (2021). Does Financial Inclusion. Renewable And
Non-Renewable Energy Utilization Accelerate Ecological Footprints And
Economic Growth? Fresh Ewvidence From 15 Highest Emitting Countries.
Sustainable Cities And Society, 63, 102590,

" Siddik, M. N. A., & Kabirj, S. (2020). Digital Finance For Financial
Inclusion And Inclusive Growth, In Digital Transformation [n Business And
Society (Pp. 155-168). Springer.

=0 Xu, X, (20200, Trust And Financial Inclusion: A Cross-Country Study.
Finance Research Letters, 35, 101310,

= Huang, R., Et.Al (2021). The Nexus Between Financial Inclusion And
Economic Development: Comparison Of Old And New EU Member Countries.
Economic Analysis And Policy, 69, 1-15.

=2 Demirgilic-Kunt, A., ELAL (2020). The Global Findex Database 2017:
Measuring Financial Inclusion And Opportunities To Expand Access To And
Use Of Financial Services. The Wordd Bank Economic Review,
34 Supplement_1), 52-58.
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banyaknya dampak negatif, pemerataan pendapatan, dan segala
karakteristik negatif lainnya.

UMKM yang merupakan bagian dar1 sektor manufaktur di
Indonesia berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja di
tanah amr secara keseluruhan. Salah satu ciri yang paling
menonjol dart Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di
Indonesia adalah kurangnya pembiayaan. Sedangkan uvang
merupakan aspek penting dalam memungkinkan peningkatan
produksi dan kmerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM), khususnya bagi pengusaha mikro dan pedagang dari
kelompok ekonomi kurang mampu (usaha kecil).

Tantangan yang sering dihadapi oleh kalangan ekonomi
miskin i, terutama kekurangan modal, yang menyebabkan
mereka menghadapi  hambatan dan  kesulitan dalam
mengembangkan perusahaan mereka. Pengusaha atau pedagang
kecil terjebak membutuhkan dana, sehingga para pelaku dan
pengusaha mikro akan beralih ke rentenir atau rentenir untuk
bantuan modal, dana, atau pinjaman perusahaan. Karena
kebutuhan yang mendesak, banyak dar1 pengusaha atau
pedagang kecil ini kurang memperhatikan standar yang harus
dipenuhi penyewa sebclumnﬁ'umlalh uang _jiljlalu uang tunai
(Ratnawati™; Omar & Inaba™; Sahay et.al).™

Beberapa hasil dapat dicapai, di antaranya UMKM
berbasis tekfin menghadapi berbagai hambatan di tingkat
pelaku usaha UMKM. Berikut beberapa hambatan yang
menghalang: pelaku usaha UMKM untuk menggunakan atau
mengadopsi pinjaman berbasis teknologi, sebagai berikut:

1) Pelaku usaha UMKM ragu menggunakan perbankan
berbasis bank, apalagi perbankan berbasis fintech;

7 Ratnawati, K. (2020). The Impact Of Financial Inclusion On Economic
Growth, Poverty, Income Inequality, And Financial Stability In Asia. The
Journal Of Asian Finance, Economics, And Business, 70107, 73-85.

=4 Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does Financial Inclusion Reduce
Poverty And Income Inequality In Developing Countries? A Panel Data
Analysis. Journal Of Economic Structures, 9(1), 1-25.

*% Sahay, M. R., Et.Al (2020). The Promise Of Fintech: Financial
Inclusion In The Post COVID-19 Era. International Monetary Fund.
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2) Karena minimnya literasi keuangan, pelaku usaha
merasa tidak mengetahur seluk-beluk penggunaan
layanan pembiayaan berbasis teknologi tekfin.

3) Pentingnya sistem fintech di kalangan UMKM
terhambat oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi.
Hal 1n1 disebabkan karena para pelaku usaha belum
mendapatkan informasi yang jelas, baik melalui
media maupun melalul sosialisasi massal secara
langsung oleh pember: layanan pmjaman, sehingga
masith enggan menggunakan layanan pinjaman
berbasis teknologi ini.

4) Banyaknya wawasan dan hoaks vyang tidak
menguntungkan tentang kerentanan jenis pengaturan
pinjaman keuangan yang beredar di kalangan pelaku
usaha UMKM. Jika pengguna meminjam uang
melalui  teknologi  fintech, penyedia layanan
pinjaman berbasis teknologi i tidak dapat
memastikan privasinya.

5) Saat mengadopsi layanan pembiayaan berbasis
teknologi tekfin, pelaku usaha UMKM takut terjerat
kasus penipuan yang menimbulkan kekhawatiran
pelaku usaha.

Di sisi lain, tidak dapat disangkal bahwa ada pelaku
usaha yang mengetahui atau ingin mempelajari lebih lanjut
tentang layanan pinjaman ini. Namun, mereka masih enggan
memberikan modal perusahaan karena menganggap pinjaman
berbasis tekfin terlalu memberatkan karena persyaratan dan
tagihan yang harus dibayar setiap bulan, yang mungkin atau
mungkin tidak sesuai dengan pendapatan pelaku usaha itu
sendiri. Temuan penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah
dan pemangku kepentingan lainnya harus meningkatkan literasi
keuangan di kalangan pelaku usaha UMKM, serta memberikan
jamman keamanan keuangan kepada pelaku usaha, dalam
rangka mempercepat dan memperluas inklusi keuangan.
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E. Peluang, Tantangan, dan Solusi Peningkatan Indeks
Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro di
Indonesia
1. Peluang

Dengan populasi lebih dari 260 juta orang, Indonesia
adalah negara terpadat di Asia Tenggara Pasifik. Enam
puluh persen penduduk berusia di bawah 35 tahun, dan
mereka disebut sebagai "penduduk ash digital" di era
internet. Milenial dan digital native ini memiliki persentase
penetrasi internet dan ponsel yang tinggi, dan angka mi terus
meningkat. Akibatnya, Indonesia adalah tambang emas
peluang fintech yang luar biasa.

Sektor fintech di Indonesia memiliki potensi untuk
memainkan peran penting dalam mendorong mklusi
keuangan dengan menjangkau populasi yang melek
teknologi namun belum memiliki rekening bank. Pengguna
aplikasi tekfin dapat memanfaatkan akses yang lebih mudah
ke layanan keuangan, tanpa memandang jenis kelamin,
warna  kulit, atau agama. Agar fintech  dapat
diimplementasikan tepat waktu, pemerintah harus membuat
regulasi yang melindungi kepentingan publik. Lebih lanjut,
mengingat peluang dan potensi start-up yang dipimpin oleh
anak muda, pemerintah harus membma dan mendukung
kolaborasi antar lembaga serta membuka kolaborasi dengan
perusahaan fintech muda untuk membangun bagian-bagian
baru perekonomian.

Selain itu peluang datang dari sejumlah program yang
kini diimplementasikan pemerintah bekerjasama dengan
lembaga atau stakeholder lainnya yang konsen dan fokus
pada masalah inklusi keuangan. Sebut saja pihak Perbankan
dan non perbankan.

Pekerjaan 1 juga dilakukan melalui beberapa
program, antara lain:

o Layanan Keuangan Tanpa Kantor ( Laku Pandai)

e  Simpanan Pelajar

e  Simpanan Mahasiswa dan Pemuda

¢  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

*  Bank Wakaf Mikro
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o Pusat Edukasi, Layanan Konsumen & Akses
Keuangan UMKM

e  Kredit Usaha Rakyat

o Layanan Keuangan Mikro

Dalam rangka mendorong inklusi keuangan yang
signifikan dan berjangka panjang, OJK bekerja sama dengan
Kementerian/Lembaga, Industri Jasa Keuangan, dan
pemangku kepentingan utama lamnya menyelenggarakan
Bulan Keuangan Inklusif di seluruh Indonesia pada bulan
Oktober. Berbagai inisiatif, seperti kampanye dan sosialisasi
terkait keuvangan inklusif, serta berbagai penjualan
produk/layanan keuangan dengan msentif seperti diskon,
bonus, hadiah, cashback, dan promosi khusus akan
dilakukan pada bulan Oktober selama Bulan Keuangan
Inklusif. Kepercayaan konsumen terhadap produk dan
layanan, serta akses keuangan untuk sektor perbankan, pasar
modal, asuransi, lembaga keuvangan, pegadaian, dana
pensiun, dan fmntech, diharapkan dapat meningkatkan
komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan
untuk meningkatkan inklusi keuangan. Yuk, wujudkan
inklusi keuangan menjadi kenyataan bagi semua orang.

Dari sudut pandang masyarakat umum atau konsumen,
sebagian masyarakat masih menolak untuk bertransaksi
dengan bank atau lembaga keuangan lamnya karena
rumitnya persyaratan administrasi, sepertli permintaan izin
usaha dan laporan keuangan yang layak dan sehat bagi calon
debitur. Hal ini membawa konsekuensi sampingan dengan
dikeluarkannya lembaga keuangan dari masyarakat. Faktor
lainnya adalah margin bank syariah yang lebih tinggi dari
bank biasa, terutama dalam pembiayaan murabahah, yang
mengurangi daya saing mereka dibandingkan dengan bank
normal. Ada juga keengganan masyarakat atau konsumen
(penabung) untuk menggunakan jasa bank syariah karena
keuntungan atau bonus yang diberikan bank syariah kurang
menarik dibandingkan dengan yang ditawarkan bank
tradisional. Lebih lanjut, menabung merupakan kegiatan
hemat biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah karena
mereka harus pergi ke bank, mengantri, dan membayar
biaya administrasi vyang relatif tinggi. Keengganan
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masyarakat bertransaksi dengan lembaga jasa bank ini
membuka peluang bagi Lembaga Keuangan Mikro yang
dekat dengan kehidupan masyarakat dapat menjadi wadah
tepat masyarakat menggunakan jasa LKM dalam
bertransaksi.

Imisiatif-imisiatif  berikut meliputi penciptaan
pendidikan digital, dukungan program pendidikan dan
literasi keuangan syariah terintegrasi serta pendidikan
berbasis masyarakat, penguatan infrastruktur pendidikan,
dan penguatan taktik aliansi dengan pemangku kepentingan
dan  masyarakat. Sementara itu, OJK  berupaya
meningkatkan inklusi  kevangan dengan memperkuat
peraturan  perundang-undangan, melaksanakan program
kerja untuk meningkatkan akses keuangan, serta
mengembangkan dan memperkuat sistem informasi. Hal i1
semua menjadi peluang untuk menailkan indeks inklusi
keuangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.

2. Tantangan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) meminjamkan uang
kepada orang miskin yang tidak mampu meminjam dari
bank sebagai alternatif pinjaman mikro. Pada akhirnya,
LKM  menyediakan jasa keuangan, tetapi tidak
mengentaskan masalah kemiskinan. Salah satu kendala yang
paling signifikan adalah bahwa pemberi pmnjaman kredit
mikro membutuhkan waktu lama untuk memaksimalkan
pendapatan mereka, yang berarti bahwa misiatif keuangan
mikro syariah membutuhkan waktu yang lama untuk
mencapal tujuannya. Kesulitan lain, menurut Shinkafi dkk,
adalah bahwa meminjamkan kepada orang miskin justru
dapat membuat mereka semakin miskin jika mereka tidak
memiliki kemampuan untuk menciptakan arus kas yang
dibutuhkan untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Pastikan efisiensi pinjaman mikro selalu sulit dan memakan
waktu untuk keuangan mikro.

LKM menghadapi tantangan nyata dalam menerapkan
inklusi  keuangan secara efektif. Hal 1n1 disebabkan
kurangnya pengetahuan dan latar belakang pinjaman mikro
bagi mereka yang mengambil pinjaman, kurangnya
pelatihan atau pendidikan khusus untuk mendidik
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peminjam, kebijakan pemerintah yang masih belum
berpihak pada Lembaga Keuangan Mikro, karena adanya
kapitalisasi, kurangnya kesadaran pinjaman mikro di
Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,
penulis merekomendasikan untuk memberikan inisiasi
keuangan mikro dengan pelatihan atau pendidikan yang
dilakukan secara masif dan menyeluruh bagi kalangan LKM
dalam menangani kreditur mikro, terutama masyarakat
dengan kehidupan terbatas.

Dilain pihak, pengujian dan sejumlah penelitian yang
telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa mklusi keuangan
tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM. Inklusi
keuangan berupa kemudahan akses, kualitas, dan
penggunaan layanan lembaga keuangan oleh UMKM.
Ketiga hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha
UMKM. Saat ini telah terdapat Fmancial Tecnology
(Fintech) yang menggantikan sistem kerja lembaga
keuangan tradisional. Marginingsith menjelaskan bahwa
fintech oleh lembaga keuangan mampu meningkatkan
. . . 226 . .
inklusi keuangan nasional. Hal ini menjadi tantangan
tersendiri  bagi kalangan LKM untuk belajar dan
mengimplementasikan fintech.

3. Solusi

Kinerja setiap LKM akan ditentukan oleh kemampuan
mereka untuk berinovasi agar sesual dengan selera dan
preferensi konsumen, yang akan memperluas jangkauan
pasar dan memberikan keunggulan kompetitif atas pesaing
mereka. Karena tingkat persaingan semakin meningkat
setiap hari, LKM harus kreatif dan imajmatif, dengan fokus
pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan
mereka, yang akan memotivasi karyawan.

Kreatifnya LKM harus didukung dengan kesiapan
infrasruktur pendukung dan akses terhadap teknologi
informasi. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan
Informatika, saat 1m1 akses internet tersedia di 11.817 titik
fasilitas publik dan pemanfaatan Palapa Ring secara umum
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terus meningkat. Pemerintah juga telah meluncurkan
LokasiKu, sebuah aplikasi pencarian titik layanan keuangan,
dan mengembangkan Peta Akses Layanan Keuangan
Indonesia.

Dibandingkan dengan ekonomi industri Farrokhian dan
Soleimani*’ mengklaim bahwa LKM menghadapi berbagai
rintangan, termasuk pengetahuan teknologi dan lingkungan
bisnis yang tidak bersahabat, yang mempengaruhi
kelangsungan hidup mereka.

Untuk 1tu pemerintah meningkatkan edukasi literasi
dan mklusi keuangan dengan mengeluarkan POJK Nomor
76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi
Keuangan di  Sektor Jasa Keuvangan Bagi Konsumen
dan/atau Masyarakat, pelaku usaha di sektor jasa keuangan
mendapatkan pelatihan setahun sekali. Berikut adalah
persentase literasi keuangan dan indeks keuangan responden
berdasarkan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia.

Untuk meningkatkan indeks dan literasi, pemerintah
kemudian menerbitkan Peraturan Presiden tentang Strategi
Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tahun 2020 untuk
memberikan kondisi dimana masyarakat dapat mengakses
berbagai produk dan layanan keuvangan formal yang
berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan
biaya yang terjangkau, guna tetap menjaga hubungan baik
tersebut. dan memenuhi target pada tahun 2024. Sesuai
dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan
ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan
kesenjangan kesejahteraan individu dengan masyarakat,
diharapkan kese jahteraan masyarakat dapat menmgkat.

Untuk mencapal hal tersebut, pemerintah melalui
SNKI bertujuan untuk meningkatkan akses dan jangkauan
layanan keuangan formal, meningkatkan literasi dan
perlindungan konsumen, meningkatkan akses permodalan
dan mendukung pengembangan LKM, meningkatkan
produk dan layanan keuangan digital, serta meningkatkan

27 . - - - e - .
= Farrokhian dan Soleimani, “Assessing capabilities for innovation - The
case of Iranian kalleh meat product company.™




integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan melalui layanan
digital.

Menurut peneliti, beberapa hal yvang bisa dijadikan
pedoman dalam kerangka peningkatan inklusi keuangan
sektor usaha Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia antara
lain;

Pertama, Literasi Keuangan harus dilakukan secara
masif dan berkesinambungan dan menyeluruh dari pelosok
kota hingga pedesaan. Dar1 orang berpendidikan hingga tak
berpendidikan dengan melakukan pendekatan yang berbeda,
sehingga seluruh masyarakat sasaran inklusi memahami
akan pentingnya inklusi keuangan bagi masa depan dan
kehidupan mereka.

Kedua, Dibukanya akses layanan keuangan Lembaga
Keuangan Mikro bagi semua masyarakat dan pemermtah
sebagai pemegang regulasi memberikan suntikan modal
bagi LKM sehingga LKM dapat memberikan pinjaman bagi
masyarakat sasaran mklusi secara keseluruhan. Pemermtah
juga wajib menjadi pengawas bagi kapitalisasi yang ikut
menghambat oeprasionalisasi LKM di Indonesia.

Ketiga, Pemermtah bersama seluruh stakeholder yang
berkaitan dengan layanan jasa keuangan termasuk Lembaga
Keuangan Mikro mensosialisasikan betapa pentingnya
masyarakat memiliki tabungan sebagai jaminan kehidupan
di masa mendatang. Program Tabungan menyusuri pelosok
dan program Laku Pandai harus terus digalakkan dan
diawasi efektifitasnya sehingga dapat diketahui dampaknya
kepada masyarakat sasaran mklusi.

Keempat, Pihak lembaga jasa keuangan seperti
Perbankan harus bisa bersinergis dengan Lembaga
Keuangan Mikro sehingga persoalan penetrasi perbankan
yvang rendah dapat ditutupi oleh LKM, dengan begitu
seluruh masyarakat sasaran dapat tersentuh layanan
keuangan. Penetrasi 11 harus terus dilakukan secara
konfrehensif dan berkelanjutan.




BAB YV
INKLUSI KEUANGAN DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN

A. Prolog

Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen
untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2030. SDG pertama,
tentang pengentasan kemiskman, adalah yang paling menjadi
fokus pemerintah dan pemangku kepentingan. Badan Pusat
Statistik (BPS) (2019) memberikan data tentang kemiskinan,
yang menunjukkan bahwa persentase penduduk yang cukup
besar masith miskin dan tingkat kemiskinan menurun secara
perlahan dari tahun ke tahun. Selama dua dekade terakhir
(2001-2018), persentase penduduk miskin turun 0.5 persen, dan
Jumlah penduduk miskin berkurang 720 juta. Selain itu, Indeks
Kesenjangan Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan,
yang masing-masing menyumbang 2,78 persen dan 0,77 persen,
rata-rata tetap tinggi.”**

Banyak penelitian empiris menemukan kaitan antara
penguatan sektor keuangan, khususnya keuangan formal,
dengan peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.
Selain itu, sistem keuangan inklusif membantu dalam
pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
pendapatan.

Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik dan inklusif
akan memberdayakan individu, mempermudah pertukaran
barang dan jasa, mengintegrasikan masyarakat dan ekonomi,
dan melindungi dari guncangan ekonomi.

=¥ Nursini Nursini, “Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and
poverty reduction: empircal evidence from Indonesia,” Development Studies
Research T, no. 1 (20200 153-166.
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Akibatnya, keuangan inklusif akan sangat membantu
masyarakat marjinal dan berpenghasilan rendah dalam
meningkatkan pendapatan mereka, mengumpulkan kekayaan,
mengelola risiko, dan melakukan wpaya untuk keluar dari
kemiskinan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan
seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas
pembayaran. Akibatnya, pasar keuangan akan menjadi jantung
perekonomian, memobilisasi tabungan, memberikan pmjaman
kepada perusahaan, manajemen risiko, dan mempercepat
perdagangan global dengan menawarkan fasilitas transfer dan
pembayaran, vyang semuanya akan Dberkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi.

Mayoritas penduduk dunia, terutama yang miskin dan
rentan, tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Menurut
Bank Dunia (2010), 50 persen penabung menyimpan uang
mereka di lembaga keuangan resmi seperti bank, sementara 18
persen menabung di lembaga informal seperti arisan, klub
tabungan, dan organisasi dana bergulir, dan 32 persen lainnya
tidak memiliki tabungan. Dalam hal pinjaman, 33 persen
mdividu lebith memilih untuk menggunakan sektor keuangan
informal, yang meliputi teman, keluarga, tetangga, majikan, dan
rentenir, dibandingkan dengan sektor perbankan formal, yang
menyumbang 17 persen. Anehnya, hampir 40% penduduk tidak
memilikl akses ke pembiayaan produk dan layanan resmi
maupun informal.

Sejumlah kendala menghambat akses masyarakat terhadap
sistem keuangan formal. Elemen-elemen ini dapat dibagi
menjadi dua kategori: faktor sisi permintaan dan penawaran. D1
sis1 permintaan, kurangnya pemahaman dan kesadaran akan
layanan keuangan, pendapatan yang buruk, kurangnya
keamanan, dan pengucilan sosial, semuanya menghambat akses
publik. Jarak antara kantor cabang bank dengan rumah
masyarakat, prosedur yang berbelit-belit, produk keuangan yang
tidak sesual dengan kebutuhan, bahasa yang kurang dipahami,




perilaku staf, dan jam operasional bank yang ketat merupakan
kendala yang sermgkali menghalangi individu untuk bergabung
dengan sektor keuangan resmi.

Karena sebagian besar penduduk Indonesia masih
kekurangan akses ke layanan keuangan formal, keuangan
mnklusif menjadi sangat penting. Selanjutnya, industri keuangan
formal adalah utilitas publik, setiap orang berhak atas berbagai
barang dan jasa keuangan formal yang berkualitas tinggi, tepat
waktu, mudah, transparan, dan hemat biaya. Akibatnya, semua
sektor masyarakat harus memiliki akses ke barang dan jasa
keuangan formal, dengan fokus pada sasaran mklusi keuangan
yakni, masyarakat miskin, kelompok berpenghasilan rendah,
kelompok miskin produktif, pekerja migran, dan individu yang
tinggal di tempat terpencil.

B. UMKM dan Kemiskinan

Usaha kecil dan informal telah terbukti memainkan peran
penting atau esensial dalam mengatasi implikasi dan dampak
krisis ekonomi 1997 di Indonesia. Kelompok kecil dan informal
di sektor wusaha, di sisi lain, telah mampu memberikan
kontribusi bagi kemajuan ekonomi Indonesia selama ini. Karena
usaha kecil dan informal memiliki berbagai keunggulan
dibandingkan usaha besar/menengah, maka mereka memiliki
posisi yang strategis. Industri ini memiliki beberapa manfaat,
antara lam kemampuan menyerap tenaga kerja dan
memanfaatkan sumber daya lokal, serta dapat beradaptasi
secara wajar.

Sektor UMKM memainkan berbagai fungsi penting, tetapi
Juga menghadapi berbagai tantangan. Kendala dan masalah
yang berkaitan dengan wuang, kompetensi manajemen
perusahaan, dan kualitas sumber daya manusia. Batasan dan
tantangan perusahaan kecil dan informal lamnya berasal dari
sulitnya memperoleh akses ke pengetahuan dan sumber daya
produktif seperti modal dan teknologi, yang mengakibatkan
terbatasnya kapasitas usaha.




Lembaga Keuangan Mikro saat 1 tersedia untuk
membantu masalah kekurangan modal. Lembaga keuangan
mikro, juga dikenal sebagai lembaga keuangan mikro, adalah
organisasi keuangan yang menawarkan layanan keuangan
kepada usaha kecil dan mikro, serta masyarakat berpenghasilan
rendah, yang tidak dilayani oleh lembaga keuangan tradisional
dan berorientasi pasar.

Keuangan mikro mengacu pada layanan keuangan dengan
nilai kurang dar1 Rp 50 juta. Target atau segmen keuangan
mikro, di sisi lain, selalu bersentuhan dengan orang-orang yang
relatif miskin atau berpenghasilan rendah. Petani, nelayan kecil
(PNK), dan masyarakat pedesaan lainnya yang hidup di bawah
garis kemiskinan tergolong mereka yang berpenghasilan kurang
dari 320 kg beras per kapita per tahun.”*’

Pengentasan kemiskinan, menurut Marguiret Robinson
(2000), dapat dicapai melalui berbagai fasilitas dan program,
termasuk  makanan, kesehatan, perumahan, pendidikan,
keluarga berencana, dan, tentu saja, pinjaman kredit mikro.

Inklusi keuangan tidak hanya terbatas pada peningkatan
akses masyarakat ke sektor keuangan formal dan menumbuhkan
minat masyarakat untuk memiliki rekening tabungan di bank;
Juga perlu didorong untuk memberikan fasilitas kredit/kredit
mikro kepada masyarakat dan UMKM. Oleh karena itu, inklusi
keuangan harus dilihat sebagai salah satu metode pertumbuhan
ekonomi dan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan sosial.

Pinjaman kredit mikro adalah salah satu metode yang
paling berhasil untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi, harus
disebutkan bahwa ketika pinjaman diberikan kepada orang yang
sangat miskin, mereka hampir sering tidak dilunasi. Hal ini
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dapat dimak lumi, mengingat mereka (yang sangat miskin) tidak
memiliki sumber pendapatan dan tidak memiliki kegiatan
ekonomi.

Inisiatif makanan dan penciptaan lapangan kerja lebih
cocok untuk yang termiskin dari yang miskin. Orang lain yang
tergolong miskin tetapi economically active working poor atau
orang-orang dengan [lower income memang memiliki
pendapatan, tetapi tidak banyak. Untuk itu, diperlukan strategi,
subsidi program, atau jenis pinjaman mikro yang sesuail untuk
masing-masing penduduk miskin tersebut.

Tingkat pengangguran yang tinggi, bailk pengangguran
yang terlihat maupun vyang terselubung, memperburuk
ketakutan akan kemiskinan. Di Indonesia, diperkirakan ada 42,5
Juta orang menganggur, dengan 2.5 juta orang memasuki dunia
kerja setiap tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia
saat ini sekitar 5% tidak cukup untuk menyerap seluruh tenaga
kerja baru; setidaknya 8% pertumbuhan diperlukan untuk
menyerap tenaga kerja baru secara penuh. Pertumbuhan
ekonomi sepertinya tidak akan kuat di tahun-tahun mendatang.
Hal in1 disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi yang sebenarnya
belum pulih karena investasi yang buruk, pembiayaan yang
tidak memadai, dan kinerja ekspor yang tidak menentu.™

Untuk itu, pemerintah harus berupaya memperlambat laju
pertambahan penduduk miskin.

Jumlah penduduk miskin yang hidup transient poor akan
meningkat seiring dengan kenaikan biaya kebutuhan pokok
yang didorong oleh kenaikan harga BBM. Orang-orang miskin
tersebut dapat dibantu dengan kompensasi pembayaran subsidi
bensin karena mereka pada dasarnya memiliki potens: untuk
hidup dan meningkatkan keadaan ekonomi mereka. Pendanaan
bantuan dalam bentuk subsidi atau transfer langsung, di sisi
lain, tidak akan mampu mengangkat masyarakat miskin yang

“1 Ibid.




chronic poor dari kemiskinan. Karena tidak mengatasi akar
permasalahan, wyaitu minimnya akses masyarakat miskin
terhadap sumber daya ekonomi, sehingga tidak memungkinkan
bagi mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Akibatnya,
pemerintah harus memberikan akses instan kepada masyarakat
miskin terhadap unsur-unsur pr{}duksi.m

UMKM menyediakan berbagar kegiatan strategis di
Indonesia, termasuk masalah ekonomi, sosial, politik, budaya,
dan keamanan. Meningkatkan pendapatan masyarakat,
menghilangkan pengangguran dan kemiskinan, serta urbanisasi
adalah contoh fungsi dan peran ekonomi-sosial-politik.
Meskipun demikian, tujuan dan signifikansi UMKM sangat
penting.

Namun, saat ini belum ada definisi atau teori yang sama
untuk menangani semua tantangan yang ada di UMKM
Indonesia. Sementara 1tu, filosofi Barat saat im1 tidak bisa
dipaksakan untuk menjawab persoalan yang dihadapt UMKM
Indonesia. Namun, UKM sebagai organisasi ekonomi/bisnis
dengan struktur yang sangat sederhana, sedikit kegiatan formal,
teknologi sederhana, manajemen fleksibel, sulit membedakan
kekayaan pribadi dari aset bisnis, dan administrasi yang
sederhana (bahkan sering tidak memiliki) dan tanpa penjabaran,
memiliki beberapa karakteristik yang berbeda.

UMEKM adalah kegiatan ekonomn yang menghasilkan
orang-orang dalam perekonomian Indonesia, dan mereka
menyumbang lebih dari 99 persen dari struktur perekonomian
nasional. Jika dicermati, keberadaan UMKM cukup menjadi
teka-teki. Di satu sisi dianggap sebagai penolong karena lebih
mampu  bertahan dar1 keterpurukan ekonomi dan menjadi
tumpuan impian masyarakat. Karena kemampuannya dalam
menyediakan banyak lapangan pekerjaan, mengentaskan
kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi, serta berperan

“! Ihid.
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sebagal motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. D1
sis1 lain, hidupnya masih disertai dengan sejumlah pengekangan
dan keterbatasan internal dan eksternal.

Sebenarnya pengentasan kemiskinan melalui
pengembangan UMKM memiliki banyak harapan. Sektor
UMEKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
penyerapan tenaga kerja, menyerap lebih dar1 99.45% angkatan
kerja. Kontribusinya terhadap PDB, bagaimanapun, masih lebih
dar1 30%. Upaya memajukan sektor UMKM tentunya akan
meningkatkan kesejahteraan para pelakunya. Pengembangan
UMEKM akan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja saat
ini, sehingga menurunkan pengangguran.

Miskin (kemiskinan) adalah masalah yang dihadapi banyak
negara, terutama negara berkembang. Kemiskinan merupakan
masalah yang rumit, baik dar1 segi penyebab maupun
cakupannya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa
kemiskinan bersifat multifaset, termasuk semua aspek
kebutuhan manusia yang berbeda sifatnya. Selain itu, banyak
elemen keinginan manusia terkait erat satu sama lain.

Menurut  teor1  ekonomi  pembangunan,  tingkat
pertumbuhan ekonomi vyang tinggi vyang didorong oleh
perluasan sektor industri akan meningkatkan permintaan tenaga
kerja, yang menghasilkan lebih banyak kesempatan kerja.
Peningkatan kemungkinan pekerjaan baru akan meningkatkan
tingkat pendapatan masyarakat, meningkatkan daya bel
masyarakat. Selain itu, peluang kerja yang lebih baik berarti
pengangguran yang lebih rendah dan pendapatan yang lebih
tinggi bagl masyarakat, yang diperkirakan akan meningkatkan
kese Jahteraan dan mengurangi tingkat kemiskman dalam jangka
panjang. Menurut Todaro, pendapatan yang lebih tinggi akan
mendorong konsumsi yang lebih tinggi. Pendapatan masyarakat
dapat ditingkatkan jika output produksi juga dapat ditingkatkan,
yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,
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pengurangan kemiskinan, disparitas pendapatan, dan percepatan
pertumbuhan ekonomi.™*

Seseorang dianggap miskin jika tidak memuliki akses untuk
memenuhi kebutuhan dasarnya, menurut Amarta Sen (Nobel
Prize in Welfare Economics, 1998). "Harga diri" menentukan
akses yang menjadi hak setiap orang. Harga dir1 beberapa orang
hanya didasarkan pada kemampuan mereka untuk bekerja.
Akibatnya, peningkatan output saja tidak akan cukup untuk
mengentaskan kemiskinan dan kelaparan (tingkat pertumbuhan
ekonomi). Dengan demikian, jika pengentasan kemiskinan
merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan pembangunan,
maka upaya penyediaan lapangan kerja dan peningkatan
pendapatan masyarakat miskin adalah tujuan terpenting dari
semua kegiatan, dan usaha kecil, termasuk industri kerajinan
kecil (UMKM), dapat dianggap sebagai tujuan utama.
penunjang perekonomian rakyat dalam tujuan ini. Oleh karena
itu, topik memanusiakan manusia, mencapai kesejahteraan
sosial ekonomi, dan menggunakan nasionalisme untuk
memastikan masa depan orang miskin harus menjadi yang
terdepan dalam setiap strategi pembangunan di Indonesia
sekarang dan di masa depan.™

Upaya penanggulangan kemiskinan harus mampu
mengintegrasikan inklusi sosial, keuangan, dan ekonomi.
Inklusi sosial membert masyarakat akses seluas mungkin
terhadap kebutuhan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan
pendidikan, dan membantu pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan warganya. Dengan meningkatkan kelayakan
masyarakat, keuangan mklusif memperluas akses ke sistem
keuangan formal. Ekonomi mklusif, di sis1 lain, berupaya

333

= Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Cet.d.
(Jakarta: Jakarta : Erlangga, 1998).

“% P. Eko Prasetyo, ‘Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMEKM)
Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran', Jurnal
Akuntansi Dan Manajemen , 2.1 (2008), 1-13.




131

memberikan peluang atau akses kepada masyarakat dalam
rangka meningkatkan pendapatan, seperti melalui
pemberdayaan UMKM.

Dalam hal penyediaan keuangan mikro bagi UMKM yang
selama ini diabaikan oleh lembaga perbankan tradisional, fungsi
yang dijalankan lembaga perbankan belum cukup menunjol
dalam rencana keuangan nasional inklusif. Padahal sektor
perbankan memiliki pangsa pasar terbesar yang merupakan
domamm Bank Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi
nasional yang tepat sasaran, dengan penekanan yang lebih besar
pada pemberdayaan lembaga keuangan non-bank dalam
memberikan pembiayaan kepada UKM.

C. Relasi Inklusi Keuangan dan Pengentasan Kemiskinan

Banyak negara dan organisasi kerja sama regional-
multilateral, seperti G20, OECD, Bank Dumnia, IMF, ADB, dan
ASEAN, masih mengkhawatirkan masalah sosial seperti
kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk mengatasi
masalah ini, berbagai kebijakan dikembangkan. Sistem inklusif
keuangan merupakan salah satu upaya Forum G20 untuk
mengentaskan  kemiskinan dan mengurang: kesenjangan
pendapatan di masyarakat.

Distribusi  pendapatan juga menjadi salah satu
karakteristik yang mempengaruhi inklusi keuangan, menurut
beberapa penelitian. Demirguc-Kent, Beck, dan Honohan, yang
mempelajari dampak pembangunan intermediasi keuangan
terhadap masyarakat miskin dan ketimpangan pendapatan.
Temuan menunjukkan bahwa ekspansi sektor keuangan
memilikki pengaruh yang menguntungkan dalam mengurangi
kesenjangan pendapatan, meningkatkan pendapatan masyarakat
miskin, dan menurunkan persentase penduduk yang hidup
dalam kemiskinan. Akses ke pembiayaan pro-miskin, menurut
Demirguc-Kunt, Beck, dan Honohan, akan membantu




mengurangi disparitas pendapatan dan kemiskinan lebih
cepat B

Akibatnya, keuangan inklusif akan sangat membantu
kelompok marjmnal dan berpenghasilan rendah dalam
meningkatkan pendapatan mereka, mengumpulkan kekayaan,
mengelola risiko, dan berusaha untuk keluar dari kemiskinan
dengan menyediakan akses ke layanan keuangan seperti
tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan pembayaran.
fasilitas. Akibatnya, pasar keuangan akan menjadi jantung
perekonomian, memobilisasi tabungan, memberikan pmnjaman
kepada perusahaan, manajemen risiko, dan mempercepat dunia
usaha melalui fasilitas transfer dan pembayaran, yang semuanya
akan berkontribusi pada keberhasilan ekonomi.

Kemiskinan adalah masalah lain yang harus ditangani jika
pembangunan jangka panjang mgin dicapai. Indonesia memuliki
tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di kawasan ASEAN.
Menurut angka dari Bank Pembangunan Asean, tingkat
kemiskinan Indonesia adalah 9.8% pada tahun 2018. Ini berarti
bahwa lebih dari 28.000.000 orang Indonesia masih hidup
dalam kemiskman. Angka kemiskinan Indonesia lebih rendah
dari Thailand, yakni 7.2 persen.

Industri perbankan merupakan salah satu bidang yang
dapat membantu pengentasan kemiskinan melalui inklusi
keuangan. Inklusi keuangan adalah proses untuk memastikan
bahwa kelompok vyang kurang beruntung dan orang-orang
berpenghasilan rendah memiliki akses yang terjangkau ke
layanan keuangan dan kredit yang diperlukan.”” Inklusi
keuangan telah menjadi prioritas dalam skala dunia.

“* Demirgiic-Kunt, A.; Beck. T.H.L.; Honchan, Finance for all? Policies
and pitfalls in expanding access. (A World Bank policy research repori).

** Ouma, Odongo, dan Were, “Mobile financial services and financial
inclusion: Is it a boon for savings mobilization?”, Lihat juga; Vighneswara
Swamy, “Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on
Poor Households,” World Development 56 (2014): 1-15., Lihat; Zins dan Weill,
“The determinants of financial inclusion in Africa.”
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Menurut Global Findex (Indeks Inklusi Keuangan) Bank
Dunia, hanya 48 persen orang dewasa Indonesia yang memiliki
rekening di lembaga keuangan, sedangkan sisanya 52 persen,
atau 60 juta orang Indonesia, tidak.™® Ada berbagai alasan
mengapa orang Indonesia tidak memiliki rekening di organisasi
keuangan. Ada 72 persen individu yang tidak memiliki rekening
bank karena tidak memiliki cukup uang untuk ditabung;
kelompok mi miskin atau berpenghasilan rendah, oleh karena
itu uang mereka terutama dihabiskan untuk konsumsi.
Penjelasan tentang keterpencilan dari lembaga keuangan
diberikan oleh 33 persen responden, sementara hanya 1,69
persen dari populasi orang dewasa yang menjawab bahwa
mereka kurang motivasi atau tidak memerlukan akun.™’

Menurut Sarma dan Pais, Inklusi keuangan mengacu pada
langkah-langkah yang menjamin bahwa semua anggota
ekonomi memiliki akses yang mudah, dan penggunaan, sistem
keuangan formal.**® Sementara Khan menyatakan, penguatan
basis tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
proses intermediasi akan mengikuti peningkatan mklusi
keuamgam.w} Melalui Peningkatan akses masyarakat terhadap
uang dapat memperluas pilihan mereka untuk memanfaatkan
peluang ekonomi, sehingga meningkatkan produktivitas dan
efisiensi sebagai pelaku ekonomi, dan karenanya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Menurut penelitian tertentu, inklusi
keuangan memiliki dampak yang menguntungkan bagi
pertumbuhan ekonomi suatu negara, menyiratkan bahwa

2 The World Bank, “UFA2020 Overview: Universal Financial Access by
2020.”

“T Dhimas Ilham Prasetya and Hendra Kusuma, [da Nuraini, *Jurnal Ilmu
Ekonomi’, Jurnal fmu Ekonomi Terapan, 1.2 (20016), 88104,

“¥ Sarma dan Pais, “Financial inclusion and development.”

“¥ Shri H R Khan, “H R Khan : Financial inclusion and financial stability :
are they two sides of the same coin 7" Indian Bankers Association & Indian
Overseas Bank, Chennai, no. November 2011 (2011): 1-12.
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perluasan inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi.”*

Salah satu fitur yang paling signifikan dari pertumbuhan
nklusif, menurut Park dan Mercado, adalah adanya sistem
keuangan yang inklusif. Inklusi keuangan sangat penting untuk
meningkatkan akses masyarakat miskin ke layanan dan
pa:na:]eumem.24 '

Dengan menyeimbangkan konsumsi dan menmgkatkan
kesejahteraan, masyarakat miskin dapat mencegah kerugian
akibat guncangan ekonomi. Ada dua cara untuk mengurangi
kemiskinan. Sebagai permulaan, lebih banyak sumber keuangan
tersedia untuk memperluas akses ke pendidikan, bisnis, dan
pengembangan  manusia, yang semuanya  membantu
mengentaskan kemiskinan. Kedua, lebih banyak akses ke
barang dan jasa keuangan mengarah pada alokasi sumber daya
yang lebih efektif, memungkinkan individu menggunakan vang
dengan lebih baik untuk mengentaskan kemiskinan.

*" Prasetya dan , Ida Nuraini, “Jumal llmu Ekonomi.”

*! Cyn-Young Park dan Rogelio Mercado, “Financial Inclusion, Poverty,
and Income Inequality in Developing Asia,” The Singapore Economic Review
63, no. 1 (2018): 185-206.




BAB V1
PENUTUP

Keuangan mikro secara historis memainkan peran dalam
mengatasi masalah pembangunan, terutama kemisknan. Fungsi
ini masih diperlukan, dan harapan pemangku kepentingan dan
masyarakat terhadap keuangan mikro semakin menmgkat.
Harapan yang tumbuh i sebagai respon terhadap dmamika
sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks, serta
persaingan industri jasa keuangan yang semakin ketat. Belum
lagi pengaruh globalisasi dan meningkatnya penggunaan
teknologi informasi dan layanan digital.

Dengan fenomena ini, komitmen dan keberpihakan para
pelaku terkait terhadap pengembangan keuangan mikro menjadi
sangat penting. Dimulai dengan kemauan politik para pemimpin
negara, lembaga pemerintah, dan regulator, yang diwujudkan
dalam dokumen kebijakan yang memungkinkan produk dan
layanan keuangan mikro tumbuh dan berkembang. Kemudian
ada pedoman operasional yang memungkinkan skema keuangan
mikro berjalan dengan baik, baik dalam bentuk kredit mikro,
jaminan kredit mikro, asuransi mikro, dan sebagainya.

Penguatan tata kelola perusahaan yang sangat baik, yang
dapat meningkatkan lembaga pengelolaan keuangan mikro dan
memungkinkan mereka untuk tumbuh secara berkelanjutan,
Juga penting. Penguatan tata kelola dilengkapi dengan pelatihan
sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak hanya
mampu menjalankan prosedur dengan militansi dan kejujuran,
tetapi juga berinovasi dan menjadi wirausahawan yang amanah.
Semuanya dibantu oleh pemanfaatan perangkat teknologi
mformasi yang memungkinkan proses bisnis keuangan mukro
berjalan lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga dapat
memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,
khususnya masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, serta
mikro dan kecil. pemain perusahaan.

Tingkat inklusi keuangan di kalangan masyarakat umum
diperkirakan akan meningkat seiring dengan penguatan tata
kelola lembaga keuangan yang mengelola keuangan mikro,
serta  penggunaan teknologi informasi yang meluas.
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Peningkatan inklusi keuangan akan memberikan masyarakat
umum akses ke layanan keuangan yang penting untuk
melakukan berbagar transaksi keuangan, memungkinkan
mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif.

Partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif oleh masyarakat
akan meningkatkan peluang kerja, meningkatkan kualitas hidup
warga, dan meminimalkan disparitas antara warga dan wilayah.
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